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Sengketa Tanah di Desa Tukadmungga

Ratusan Warga
Datangi PN Singaraja

Singaraja (Bali Post) -

Sekitar seratus warga Desa Pakraman Dharmajati, Desa Tukadmungga,
Kecamatan Buleleng datang ke Pengadilan Negeri (PN) Singaraja, Selasa (7/5)
kemarin. Kehadiran warga guna memberikan dukungan moril terkait mediasi
gugatan sengketa tanah yang disertifikatkan oleh perorangan, Warga meminta
tanah seluas 13,6 are yang disertifikatkan itu dikembalikan kepada desa pakra-
man.Alasannya karena, permohonan sertifikat itu cacat hukum tefutama dalam
penentuan batas-batas dengan tanah milik perorangan.

Warga menggunakan pak-
alan adat madia tiba di gedung
PN Singarsaja sekitar pukul
10.00 Wita. Mereka menaiki
sepeda motor, mobil pribadi,
dan truk diiringi gong bale-
ganjur, Tak pelak, situasi di
PN Singaraja berubah menjadi
riuh. Di halaman PN, warga
berorasi dan membentangkan
sepanduk. Tema spanduk itu
padn intinya menegaskan desa
pakraman keberatan tanah
itu disertifikatkan. Warga me-
minia tanah itu dikembalikan
untuk kepentingan di Desa
Pakraman Dharmajati. Warga
siap mempertahankan tanah'
itu dan tidak memberikan
kepada sitapa pun yang in-
gin menguasal sebagai milik
pribadi. Saat mediasi dibuka,
hanya perwakilan warga yang
diizinkan masuk ke dalam
gedung. Sedangkan warga
lainfya menunggu di halaman
depan gedung PN

Klian Desa Pakraman
Dharmajati. Tukadmungga
Jro Ketut Wic mengatakan,

sengketa ini bergulir cukup
lama. Warga mengetahui tanah
di kawasan Pantai Hepi Desa
Tukadmungga itu disertifi-
katkan oleh Wayan Angker.
Tanah milik Wayan Anglker itu
sebenarnya di sebelah selatan,
batas di utaranyva adalah tanah
Desa Pakraman Dharmajati.
Secara turun-temurun warga
mengetahui tanah itu meru-
pakan aset desa pakraman
untuk melaksanakan upacara
agama.

Meski diketahui milik desa
pakraman, namun Wayan Ang-
ker menyertifikatkan tanah
pelabd pura seluas 13,5 are itu,
Keberatan penyertifikatan itu,
warga lalu sepakat menggugat
Wayan Angker ke PN Singa-
raja. Sebelum menempuh jalur
hukum, desa pakraman dengan
Wayan Angker sempat tiga kali
melakukan mediasi di kantor
Perbekel Desa Tukadmunggd
dan juga di Kecamatan Bule-
leng. Mediasi itu gagal meny-
elesaikan masalah, sehingga
sengketa i kemudian berguliv

ke PN Singaraja sejak Februari
2018 lalu, dengan didampingi
Kuasa Hukum Gede Indna.

Pernah Warga Digusur

“Tanah itu adalah wari-
san turun-temurun pendahulu
kami. Dulu ada warga kami
yvang diizinkan tinggal di sana,
tetapi karena Pak Wayan Ang-
ker pinya tanah di belakang-
nya warga itu lalu digusur.
Kami sepakat untuk memper-
tahankan tanah itu, Tanah itu
difungsikan ketika ads upacara
melasii atau upacara agama
lainnya,” katanya.

Wicana menambahkan, se-
cara bukti hukum apakah ta-
nah itu milik desa pakraman,
memang sampal sekarang be-
lum ata. Namun, berdasarkan
dokumen peta Desa Tukad-
mungga, disebutkan kalau ta
nah itu pelabe pura. Selain itu,
bukti para tokoh masyarakat
vang mengetahui kalau tanah
itu merupakan daratan pasir
yang dari dahulu digunakan
untuk upacara agama. Pada

permohonan sertifikat vang
dilakukan Wayan Angker, ada
beberapa kejanggalan. Saat
penyertifikatan penentuan ba-
tus antara tanah milik Wayan
Angker dengan tanah yang
sekarang disengketakan itu
belum jelas, Permohonan serti-
fiat itu dipebutkan berdasarkan
konversi. Hal itu bisa untuk
tanah warisan. Faktanva yang
bersanghutan tidak ada liubun-
gan ahl waris dengan pemilik
tanah yang sekarang diseng-
ketakan,

Dengan pertimbangan itu,
warga menggugat agar Wayan
Angker bersedia menyerahkan
tanah seluas 13,5 are di luar
dari tanah miliknya sekitar 1,5
hektar.

“Proses penyertifikatan ini
tidak pas, sehingga kami meng-
gugat dan mudah-mudahan
Pak Wayan Angker mengemba-
likan tanah itu agar kemudian
tanah itu bisa dimanfaatan
bersama,” jelasnya.

Tergugat Wayan Angker
sebelum sidang mediasi men-
gatakan, pada Januari 1979
dirinya’ membeli tanah dari
almarhum Wayan Saria asal
Desa Pemaron yang kesehari-
annya yang tinggal di Desa
Tukadmungga. Dalam akta
jual beli itu tercantum dua
bidang tanah masing-masing
seluas 2650 meter persegi,
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8.060 meter persegi. Dia, ke-
mudian mengajukan permo-.
honan sertifikat ke Badan
Pertanahan Nasional (BEN).
Karena berkasnya lengkap
sehingga Sertifikat Hak Milik
(SHM} vang dimohon itu ter-
bit. Scal gugatan warga itu,
Wayan Angker menyerahkan
kepada PN. Terkait legalitas
sertifikat yang dimohon itu,
dirinya juga menyerahkan
kepada BPN. Termasuk tun-
tutan warga harus mengem-
balikan tanah seluas 13,5
are kepada desa pakraman,
Angker menyebut keputusan
itu diserahkan kepada aparat
pemerintah apapun menyang-
kut persoalan ini.

“Sah-sah saja kalau ada
pengakuan seperti itu. Masih
tahap sengketa dan menunggu
pembuktian: Namun, saya
menverahkan proses ini ke-
pada PN. Soal sertifikat atau
keputusan mengembalikan
tanah itu saya serahan kepada
BPN." jelasnya. Setelah sidang
mediasi berlangsung, diputus-
kan sengketa 1tu berlanjut ke
persidangan masuk materi gu-
gatan dengan Perkara No. 187/
Pdt.G/2019 PN Ser. Atas hasil
mediasi itu, warga kemudian
meninggalkan gedung PN den-
gan tertib. Aksi ini dijaga ketat
personel Polsek Kota Singaraja
dan Polres Buleleng. (kanb38)
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Kenaikan N. iﬂP 1.000 Pemenangl,«l.,;l-._

|| Kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP) oleh Pemkab Buleleng belakangan ini mulai
micu kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan
aik di pedesaqn maupun perkotaan (PBB P2).

Ak'b Készakan ini, wajib pajak (WP) teru
Kalangan petani sangat keberatan. Dikh

a dari

hal itu memicu sikap putus asa para WP dan kemu-
dian | mereka nekat tidak membayar PBB P2. Ujung-

klspng ya capaiar
li Daerah (PA

target menaikkan P apatm
bisa saja tidak tercapai sesuai

harapan. Bagaimanakah atensi Bupati. terkait ada
ancaman warga tidak akan membayar pajak kare-

”M:ENYbSUL keberatan
kenaikan PBB P2 itu, per-
beke,lmulm turun tangan me-
nyampa.l.kan aspirasi kepada
para WP di daerahnya. Salah
satunya dilakukan Perbeke.,l
Desa amblang, Kubutam-
bahan. NC m{hdﬂrmna
Di sela-sela peringatan Hari
ng;sépa _yang ke-48 ta-
hun
(21/5) ke:parm, Sudarsa,na

enggLak sejak
membugikan Surat Pem-
beritahuan Pajak Terutang

akan tercapai. Ketika ter-
jadi transaksi jual beli saja,

pemerintah baru bisa me-

mungut pajak sesuai NJOP
yang terbaru itu. “Harusnya

penetuan NJOP dievaluasi,

bisa saja WP yang keberatan
ini tidak mau bayar pajak.

u ini terjadi target kﬂ
K::Jzan PAD yang diinginka

_akan sulit dicapai,” Jelasnya |

19 di Lovina, Selasa

na pajak melesat naik?
mengaku keberata IBm;elr;l.h
mengetahui tarif, PBB P2
harus dilunasi lebih tinggi
dibandingkan tahun sebel-
umnya. Dia mencantohkan,
ada petani yang sebelum-
. nya membayar PBB P2 Rp
130.000, sekarang pajaknya
naik menjadi Rp 1,3 juta. Ini
karena perlntung an NJOP
S8 u pm 1 0’00
persen. Atas fakta ini, dirinya
banyak menerima pe
warga kalau para V
pajak melesat tinggi

vatirkan -

. menjadi keb::a'

g PT) W gk Rt yang akanmelunam PBB.

Il lke' atan ke-
a mlllﬂl untuk tidak B B 3
:pgglak ‘sama sému?ke« {;’ﬂ‘al?uffa P2 % 'aginii:{:h
' uk i 0 Agus Supadayaps
D it oo ager | (A9 mengatakar kenaikan

MANE m
pemerinta mengevaludsx { ﬁefatkan.un S‘:l:;:e. 1va, peng-
penetapan NJOP ini. Lang- i A NIOP o %5
o B e efis  blok lokasi objek pajak. Hal
%ﬁ%?ﬁ:sﬁpa?m- vitu di;ﬁgunig[ ule}i gun %

is t praisal Direktorat Jendral
ﬁﬁ;‘ﬁ?ﬁ“ W%DT Kekayaan Negara (D .
ingin menaikkan pajak unt:uk Sudah pasti hal itu dianggap
meumgkatkan PAD itu tidak sudah baik dan jauh lebih

- zona seperti pen
NJOP tahun sebelun
‘Terhadap keberatan yang
diajukan WP, pemerintah
daerah memylapka' tim un-
tuk mengkaji hal itu. Kalau
' nantinya dipandang real-
istis, WP tidak bisa melu-
nasi pajak, tentu erin!
mengambil keput

~ sudah sesuai say'
' saya PBB-nya‘juga

1
I

e

keberatan karena PBB P2
‘membengkak lantaran terjadi
kenaikan NJOP sangat drastis.
Warga tidak saja keberatan,
tetapi ada ancaman dari mere-

kahdakmaumem ar pajak.

sesuai
warga

dengan nilai pembayaran pa- |

NJOP
oleh pemerintah erahher&'

Sebab faktanya ti
penghasilan objek ta.

jakiitu,” katanya. |
bijakan |

ama DPRD Buleleng itu, kata
Sudarsana, semangatnya

semata-mata memngkatkan .

capaian Pendapatan
rah (PAD). Terhadap hal itu,
pihaknya sendiri setuju. Akan
tetapi, terkait perti

pemermtahm [13 '- Kan NJOP
dinilai seperti d1"ukul rata.

pinggir j s
tidak produktif. [
di lokasi itu ada bangunan
akomodasi wisata, Kemudian
PBB yang wajib dibayar oleh
pemilik tanah itu
PBB yang dibayar pemili
akomodasi wisata tersebut.

Terhadap masalah ini,

pihaknya mengusqxlkan perlu
keringanan pajak.[Untuk itu,
yVa mempersilaka 3
mukan keberatannya. Di
sisi lain untuk ‘*‘ yang
ilai pajakr dah sesuai,
Bupati inta agar dilunasi
aebelum jatuhte M0
“Kenaikan ini sudah

an. Kalau
harapkan’

pajaknya dilunagi. Seperti

sebelumnya. Kala 1ya

kan kajian aebe um na:%

diputuskan,” katanya
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Pusat Cairkan Klaim |
Pengobatan Rp 883 Juta

Amlapura (Bali Pust) -

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pusat akan mencairkan dana siap pakai (DSP) bulan
‘ini. Dana yang dicairkan itu merupakan klaim biaya
pengobatan untuk para pengungsi Gunung Agung.
Kepastian pencairan dana itu setelah pihak BNPB
melakukan rapat koordinasi dengan BPBD Karang-
asem dan juga Dinas Kesehatan Karangapem, Selasa

(21)'5) kem.arm.

ala BPBDl Karangas p::ﬁ:pembuatan rekening.
';em Iga Bagus Arimbawa pembuatan rekening
' mengatakan, jumlah ;klaxm itu tuntas, kata Arimbawa,
. biaya pengobatan pen maka dana itu smﬂ dicair-
Gunung Agung sebesar kan.
4.207.077.402. Renca hénya Untuk pemqmnl;@itu
pusat akan mencairkandana tambah Arimba erpeﬂo
itu Rp 883.022.800. ew BPKP.
“Pencairan DSP itu dari gungsi
‘hasil review Badan Penga- '
was Keuangan dan Pem- sakit di Bah atau d; setiap
bangunan (BPKP). Dan si- puskesmas itu memang tidak
sanya dirapatkan 29 Mei dibayar penuh.
oleh BPKP. BNPB, serta “Me di
RS tambahnya kan sel . Hal ity .»sesum
DSP itu akan sege%dlc- review B KP

Bali Post

airkan melalui BPBD Karan-  dibayar pada tahap"ﬁedua”
gasem. Sekarang masih Jelaa Arimbawa. (,knq‘bll)

Edisi : Roabu 22 met 09
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- Jangan Gara-gara Atura
Proyek Fisik Terse .

nyebabkan sejumlah kegiatan proyek fisik di Ka-
- bupaten Bangli tersendat, bah ada yang masih

nihil, Sej:uh ini sejumlah proye
laksana tahun ini masih berprose

kan te

kejadian ini, para pendengar Radio
i mengutarakan sejumlah pendapat d

SERING berubahnya pemﬁurz di pusat me-

. Atas

yang diregcana-
(Flobal 96,5 FM

|acara

dialog interaktif Warung Glo val. Berikut rangku-

Wilayah Bangli, menurut
Budiada di Tabanan, banyak
sejarahnya dan berpotensi
baik untuk tujuan wisa-
ta. Mengenai aturan yang
berubah, mestinya ada batas

masih berjalan, jangan ubah
. aturan menjadi aturan baru.

proyek fisik tentu ada jangka
waktunya. Ini magalahnya
ada uang, tapi aturan ban-
yak dan tidak pr?ﬁsional_.
Semoga peraturan ini adalah

. waktu. Jika ada proyek fisik

~Jadi jangan salahkan yang

| man opininya.

sebuah solusi.
Siapa yang salah dalam hal
ini? Demikian menurut Suar-

dana di Tabanan. Jika proyek
fisik sudah berjalan, sélesai-
kan dulu. Ubah birokrasinya
dan pemimpin harus men-
gakui kesalahan ini. Karena
ini akan mengakibatkan se-
mua tersendat.

membangun menanggung Tanpa menyi g terus- Ini lucu jadinya. Sudah ter- ‘
, kesalahan ini. Membangun nya be ahalﬁ' ' annyg.Made : in tapi gara-ghra aturan,
Jemet di Denpasar bel;'hgml?. 1 k fisik tersenfat. :

pemerintah fokus garap potensi
wisata di Bangli. Kalau mau
pasti bisa. Misalnya kawasan
Batur dikelola dengan baik.

gara aturan jadi

i gara- |

mangkrak.

Iﬁ
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Negai}a (Bali Post) -
jir bandang yang terjadi pada akhir pekan lalu, me

Dampak sak sejumjah
infrastruktur. Salah satunya jalan putus di Lingku; gan Pangkung Manggis, Ke-
lurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara. Meskipun saat ini spcara darufat
jalan sudah difungsikan. Perbaikan secara keseluruhan infras r yang rusak R
akibat banjir diperkirakan mémlmtuhkan anggaran 550 juta.

I “Sekarang sudah diper- Dinas Pekerjaan Umum ddn  paling tida jalan tersebut
baiki sementara. Tapi baru Tata Ruang, Perumahgn budah bisa dilalui sehingga
sebatas menguruk tanpa sen- dan Kawasan Pemukimgn empercepat akses warga '

Jembrana I Wayan Da

: tarkeluralan. Selain men-
Selasa (28/5) kemarin. i

mbun, juga fdibuatkan jalan
ementara dengan cara me-

deran beton. Hanya bisa dila-
| lui kendaraan roda dua dan

mobil. Kalau kendaraan be- Meskipun hanya diti
rat belum blsa,” ujar Kepala bun dengan batu dan tanah,

il = S S

ambah lebar jalan di sisi

L I

utara. Selanjutnya ke depan
untuk perbaikan secara per-
manen, diperkirakan perlu
anggaran sekitar Rp 550
juta.
- Perkiraan anggaran 1tu. bu-
kan hanya untuk perbaikan
jalan yang putus saja. Tetapi
juga di empat titik kerusakan
jalan maupun bendung baik
i BB Agung maupun di Desa
liakah dan desa lain yang
terdampak banjir.
Diberitakan sebelumnya

o BT g L 3 S b

banjir bandang yang terjadi, -

di dua hulu i yang ber-

muara di Sunga Ijogading

menggenangi ratusan rumah.
di delapan desa. Beberapa,
engalami
ah putus-.
ung Mang-
ng, BB Agung Mesklpun

terbesar a_elama ki

10 tahunterakhir.

. 29 W&\ 2019

Polov
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lﬂfrastruktur lfl%l_sangs;t Rusak
DKP Bali Belum Agendakan
Perbaikan -

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Dus
‘tan Sawan saat ini sudah diambil alih Pe
Kenyataannya PPI itu belum dapat dikel

- hanya itu, pemprov juga belum melaksana
fasilitas di areal PPI vang sekarang kondi
kira-kira prospek ke depan keberadaan P

2L yang saat ini dikelola Pemprov Bali itu?

sun Pabean Desa Sangsit, Kecama-
erintah Provinsi (Pemprov) Bali...
la dalam waktu dekat ini. Bukan
an agenda program pemeliharaan
inya rusak berat. Bagaimanakah
I'di Dusun Pabean Desa Sangsit

¥

KARENA belum ada per-
baikan infrastruktur, tidak
pelak situasi tersebut mem-

| buataktivitas di PP itu terke-

san yakum. Sebab, tidak ada
pengelola yang mengurus aset
PPI yang tadinya dibangun
dengan dana APBD Buleleng
itu, PPI Sangsit itu dibangun
beberapa kali menggunakan
dana APBD Buleleng. PPI
ini sempat beroperasi dengan
baik. Tidak saja dimanfaat-
kan para nelayan tradisional
di Buleleng, juga beberapa
pengusaha kapal ikan dari

| Kepulauvan Sepeken, Madura

(Jawa Timur). Termasuk juga

E’ kapal dari daerah lain kerap

kali bongkar muatan ikan
di PPL. Di PPI jugn sempat
beroperasi Solar Pekid Dealer
Nelayan (SPDN). Fasilitas
ini dibangun membantu ne-
layan lokal dan pengusaha
kapal guna mendapatkan
pasokan bahan bakar kapal,
tanpa harus membeli di Sta-

siun Pengisian Bahan Bakar

Umum (SPBU).
-Sejalan dengan kebijakan
pemerintah terbaru, pengelo-

dan Keuangan Daerah (BKD)

Buleleng. Kapal boat itu sebe-
lumnya digunakan untuk

melakukan pengawasan ak-

tivitas pelayaran kapal ikan.
Kapal bersama perangkatnya
dibeli dari dana APBD. Na-
mun, boat itu sudah rusak
karena usia. Karena tidak

laan kelautan kemudian dia-
lihkan ke pemprov. Menyusul
kebijakan itu, mau fidak mau
Pemkab Buleleng melepaskan
aset yang dibangun secara
bertahap itu. Berdasarkan
perhitungan, total aset PP]
vang diserahkan kepada pem-
prov pada Desember 2018 1alu
sebesar Rp 1:.7 miliar.

- Bersamaan dengan pengal-
ihan kewenangan pengelolaan .
PPI itu, sejumlah fasilitas
mengalami kerusakan. Keru-
sakan antara lain disebabkan
bencana alam. Salah satunya
dermaga sandar kapal ikan
itu ambruk setelah diempas-
kan gelombang pasang. Dua
buah kapal patroli berikut
perlengapannya juga ikut'ru-
sak. Bahkan hanyut kardna
bencana alam. !

Kepala Dinas Perikanan
Kelautan (DPK) Provinsi Ba}fi !
I Made Sudarsana, bel
lama ini mengatakan, ‘;&‘
PPI Sangsit itu sekarang ini
memang sudah diserahkan
ke provinsi. Hanya, pihaknya
belum melaksanakan pro-

a ;
o

pengelolaan. Dokumen pen-
catatan aset itu sepertinya
belum clear prosedur admin-
istrasinya diserahkan dari
Dinas Perikanan Buleleng.
Jadi, masih ada jenis aset
yang kondisinya rusak yang
tidak mungkin dimanfaat-
kan kembali. Aset itu berupa
kapal boat. Kapal boat itu
sebelumnya difungsikan un-
tuk patroli. Namun saat ini,
hanya tinggal catatan nama
barangnya. Seharusnya, aset
itu sudah dihapuskan, se-
hingga tidak menimbulkan
permasalahan setelah pen-
gelolaan PPI 100 persen di-
lakukan di pihak pemprov.
“Catatan asetnya sudah kita
terima. Namun, masih ada
yang tercatat nama barang-
nya saja, tetapi faktanya
tidak kami temukan asetnya
itu di lapangan,” ujarnya.
Karena alasan itu,
pihaknya tidak berani mener-
ima. Sebab, hanya nama saja,
tetapi barangnya tidak ada.
Sehingga aset itu disarankan
untuk segera dihapuskan, se-

gram pemeliharaan aset dan « hingga tidak memicu masalah

bisa difungsikan lagi, kapal
itu rencananya dihapuskan
dari catatan kekayaan pemer-
intah. Sebelum administrasi
penghapusan tuntas, kedua
kapal itu tenggelam akibat
bencana gelombang pasang.
“Sudah kita sampaikan
kapal yang tadinya untuk pa-

kita hapus. Kapalnya sudah
tenggelam karena gelombang
pasang. Saat penyerahan aset
PPI, ‘hal itu sudah dilapor-
kan ke pimpinan di daerah
dan provinsi yang sekarang
mengelola PPI itu,” jelasnya.
(mud) -

T S

troli itu rusak. Asetnya akan

saha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

setelah PPl itu dikelola secara
penuh. i
Selain soal data aset itu,
Sudarsana mengaku pejabat
dan sumber daya manusia
(SDM) yang ditugaskan men-
gelola PPI Sangsit itu sejauh
ini belum siap. Sekarang ini,
pemprov masih menunggu
penunjukan pejabat seba-
gai Kepala Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) PPL
_Sangsit bersama staf teknis
terkait lainnya. Pihaknya
menargetkan, paling lambat
akhir tahun ini, aset dan SDM
sudah clear. Sehingga penan-
ganan kerusakan infrastruk-
tur dermaga dan fasilitas
lainnya itu bisa dilakukan.
“Kami masih menunggu pe-
jabat UPTD dan staflain dari
Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Bali. Sekarang masih
konsolidasi ke dalam, Target
kami tahun ini SDM dileng-
kapi, program perbaikan dan
pengoperasian PPI akan kita
lakukan,” jelasnya.
Kepala Dinas Perikanan
Buleleng Ni Made Arnika
mengatakan, seluruh aset
PPI itu sudah dituangkan
dalam Surat Keputusan (SK).
Bupati dan diperiksa Kejak-
“saan Negeri (Kejari) Buleleng.
Aset dengan nilai total Rp
13,7 miliar itu diserahkan ke
Pemprov Bali Desember 2018
lalu. Pada dokumen itu, dua
unit kapal boat sudah diusul-
kan penghapusan melalui Ba-
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Amhpuna (BaliPost) -

m piutang pasien

Direktur RSUD Karan-
gasem I Wayan Suardana,
Jumat (10/5) kemarin men-
gungkapkan, untuk tahun
2017 piutangnya menca-
pai Rp 107.694.733, tahun
2018 (Rp 501.492.740), dan
2019 (Rp 68.703.495). Atas

 kondisi piutang seperti itu,

berharap dapat segera ter-
bayarkan, sehingga tidak

- ada piutang lagi.

“Pengajuan sudah dilaku-
kan oleh masyarakat yang

Klaim pin phig .
ner bus angka Rp 677 890 906. Atas k
herharap piutang itu segera dibay
ganggu operasional di internal rumah

nﬂlsi itl:l

salnt.

menerima bantuan itu ke-
pada bupati agar bantuan so-
sial itu segdra cair,” ujarnya.

Jadi, pihaknya sifatnya
hanya menunggu. Semoga
piutang inj segera dibayar-
kan. Pros¢s pembayaran-
nya nanti|dilakukan oleh
masyarakat. Uangnya tetap
bersumber |dari pemerintah
daerah. ;

Suardana menambahkan,
dengan adfinya piutang itu
dipercaya dukup berdampak

laim Piutang Pas1en
Gunakan

terduga dari Dinas Sosial me-
yihak Rumah Sakit Karangasem
Dipercaya kondisi seperti itu meng-

terhadap biaya operasional
rumah sakit. Diyakini, piu-
tang itu dapat berimplikasi
terhadap pengobatan pasien
itu sendiri. Apalagi, mer-
eka yang melakukan pen-
gobatan berulang-ulang.
Maka mereka masuk dalam
aplikasi catatan utang. Den-
gan demikian, maka tidak
akan dapat membuka bill-
mg sistem terhadap pasien
ini. Karena datanya sudah
di-input di sistem aplikasi.

ing-nya jelk
dibuka. Te

Sabtu
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#3-0 Food kontrib

tahnn 20§8 Tgnﬂ:n «:la,rg.,,
Rp 16,5 un per tahun
ke pere ian mi ahu
yenghas noé?) Ride,
iliun me ahupenghagﬂan

ar sumb annya menanpax

vakaﬁ‘ul un, -

Dr a.‘ksti 'Waila‘n isebal
jelask am kh:.zaqs di } ﬁiﬂl‘ ekn

De o 3 i a vang sen
ojek ap 81 ﬁ%‘ epada woerT =
ok konomian Denpas ﬁd‘g"mk““ mmttaa

pad 201& mencapai Rp ld 5 ; . : .-
2011 st b::;:;’;aﬁgga&% »%én ian ini. dum, UMK -ﬁ:inmemhwﬁbm Qt
enpasar. Goj! O EER

ﬁ Iayana:npaisf: 12&& ~ Rata-rata {penglp,pat;an. Rata-rata pendapatan
dua’ dan UM kontri- mitra Go Car duI!anpam mtra‘ﬁp Garrranirmbm

businya mencapai Rp 882 . aeba&ar Rp 5,8 juta atau pai hampir -
miliar. Paksi mengata%n : ﬂgﬂ“ hgb%agglﬁ&&h s ;1:53 g i
ll:g: t::l;uah ya:eg;sg:mﬁ 2018. Rata-rata pendapatan . anya permintaan (demand)

- TAFER LIPALLLATTIZ. M, P £ 4
? roda pemkbnommn d:auah

Go Ride di Denpasar masyarakat di Denpam
bos o T R tau leb-  terhadap layanan jasa roda
okt pu @‘mgmﬂ"%bm Rptffz;?taa kam? ' empat online. Melalui peng-
ekonomian daerah. Denpasar pada 2018. kemu- hasilannya, mitra Go Car

o ejek sebagai p mﬂi i?lan rata-rata pendapatan si cuk Sv

tra Go Life Di De ifikan ke p
tama u signidi! .
‘;i IMOI:%&%aE menun- :i?lis?;:nggl 33&1‘1? gan " lidak anya kontri usf
Jut 1 rbagauﬁana tmovaaf - UMK Denpasar tahun 2018. ~ secara ekonomi, pege};;
teexl a: aus;ngap,u :mm Kontribusi mitra Go tian | Juga menun]
p agxp teluruh }apism . Car ke perekanommn dae- ma :
ma arakat dari herh gal rah D ar mengalami i n
latar belﬁn peningkatan pendapatan pengemudi di G S
-dan usia,” ung pnya saat tertinggi yaitu 75 persen, bisa mengatur waktu kgﬁl
r gscg;w#rgnge b‘,‘l‘t&juk ]Iks di nd-ingkan &ehgan -b:sa me df w&ktu s flf
? ¥ G k, ‘terhada endapatan mereka sebe- bersama keluarga dan me J
&Pak{h i n {’ um bergabung dengan Go- punyai waktu lebih untuk
' g Ka 8;_13;;111_ i lebihnya, para mitra menabung atau bekerja
PP p— ~ Go Car juga menggerakkan: sambilmf Yanﬁ lain. Q’nsﬂ
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Bupat; Jamin UHC JKN
"Dlalo]gas1kan L.O Perse*n

._'Post)-

diagendakan pa

dirinya juga| su-
tangam sprat

merdztahda_ ' ]
b&yz:l
duk d _

Alam memenuh.t
program UHC.

BPJSKmha an membeﬂkan

ARAERE

kanhalpéntlndy

diurus pemerint
lewat kebijakan

bil dari Sisa Lebih Perhitu
~ gan Anggaran (Silpa) AP

jang secara online. Peserta
JKN-KIS sudah didaftar-
kan pada fasilitas kesehatan
(faskes) tingkat pertama mu-
lai dari puskesmas, klinik,
dan dokter kel . Untuk
peserta yang di aftark;m
pemkab memakai faskes ting-
kat pertama di puskesmas
Dengan kebijakan ini, peserta
JKN tidak bisa ditangani di
faskes pertama, tetapi paslén
dirujuk ke fasilitas

lanjutan di rumah sakit tipe
D. C, B, dan tipe A. “Dari
puskesmas bisa salaul&ngam
dirujuk ke rumah sakit

B, kalau kompetensi dokter
yang diperlukan tidak ada
di rumah sakit tipe C atau
tipe A. Contohnya, spesialis
Onkologi dan Urologi, adalah
dokter-dokter yang tidak ada
di rumah sakit tipe C dan tipe
D. Jadi, untuk case seperti
ini, masyarakat dari faskes

pertama bisa langsung diru-
]uk ke rumah sakit tipe q
), Ell menielasﬁan Sepertx diberitakan seh_e—
sistem rujukan terintegrasi 1umnya, Instruksi Presiden
dan sistem myukan berjen- (Inpres) No. 8 Tahun 2017
[T ! f
Edisi  : Selasa 20 mel 2019
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‘mewajibkan pemerintah me-
nanggung JKN kesehatan

;setxapwarga 95 persen
‘penduduk di setiap daerah.
Di Buleleng tercatat 316.161
‘orang penduduk di-cover
~JKN. Untuk memenuhi ang-
garan seluruh peserta JKN
di Bali Utara itu, selama 12
‘hulan memerlukan anggaran
Rp 87,4 miliar lebih. Sesuai

‘amanat inpres itu, Pemer-
intah Provinsi (Pemprov)"
Bali mengalokasikan sharing -
anggaran Rp 44,5 miliar labah 3

‘atau 51 persen.

Pemkab juga memﬂalu ke- ;

wajiban mengalo,

garan UHC Rp 42,8 nnhar !

Sejauh ini, baru me
anggaran Rp 14,5 mili

dangkan sisa gmggnran lag1
dialokasi- -

Rp 28 miliar, belum

kan. Atas kondisi ini, Komisi -
IV DPRD Buleleng berharap,

dalam pembahasan APBD -
‘Perubahan nanti, eksekutif

‘mengalokasikan sisa angga-
rannya, sehingga masyarakat
yvang ber-JKN kesehatan- -

nya dapat dilindungi secara

. penuh.
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Ha;atan Pilkada 3020 KPU Ajukan Rp 35 Mll:ar

ngkat TAPD D’1setu]u1
Sekitar Rp 54 Miliar

Amlapura (Bali Post) -
Komisi Pemilihan Umum
(,KPU) Kabupaten Karangas-
am telah menyusun proposal
pelaksanaan Pilka-
da, Pemlhhan Bupati dan
Wakxl Bupati Karangasem
0 mendatang. Tidak tang-
g-tanggung, KPU menga-
anggaran ke daerah Rp
‘miliar. Ketua KPU Karan-
sem, I Gede Krisna Adi
daaaa ‘mengatakan, ang-

 telah diajukan ke

%m&lgmn sebanyak
“ifu nantinya dipergunakan
untuk honor petugas KPPS,

PPS, PPK yang jumlah TPS-

mmemapa.lgﬁo TPS. Selain
itu, juga logistik serta media

thermg Anggaran Pilkada

h diajukan ke Pamkab
asem.

_+“Pilkada nanti mncananya

digelar September 2020,

etahun sebelum pelaksan-

Pilkada, anggaran audah
dipersiapkan.
sesuai mekanisme mé

sudah ada st |
hingga kita gZ

bisa langsung
bekerja,” un-

gkapnya.
Krisna me-
nambahkan
sampa: saat
ini, pihaknya
masihmemmgf-
gu persetujuan
dari pemerintah

mang g
seperti ml Setahun men-

wgng ﬁmang aran-

ya anggaran yang damukan

kata Krisna, karena beberapa -

kelengkapan logistik harus

‘dibeli KPU. Selain keleng-

‘kapan logistik yang banyak

'menyedot anggaran yang

sifatnya ad hoc. Pihaknya
sendmmenyerahkan utu-
san anggaran kepada

Karangasem. ke
“Us pembayaran KPPS,
PPS, PPK paling anyak
 yang nyerap anggaran. Bera-
pa pun disetujui nantinya kita
siap. Semuanya tergantung
' pada pemkab. Kita berharap
dana yang kita ajukan itu bisa
disetujui,” harap
Sekda Karangasem I Gede
- Adnya Mulyadi mengatakan,

‘pihaknya bisa memastikan -

berapa anggaran yang akan
disetujui untuk pelaksaaan
Pilkada nanti. Pas lnya.
'persetujuan anggaran itu
~ harus dilakukan dengan rap-
‘at koordinasi antara ekPelmtlf

ba:l;as anggaran di
saja. Sejauh ini bel
persetujuan dari
dan DPRD,” tera

ik ”Sedmlgkan ch ting-
kat TAPD baru d.metu-
jui sekitar Rp 54 miliar
* lebih,” u,|arAdny£\i Muly-
adi. (kmb41)

Edisi
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Jalan Kabupaten Masuk Tahap Tender
Perbaikan 29 Paket Telan
Biaya Rp 25 Miliar

ingara ali Pllﬂf-) - | ;
' Sebaarjl:a(l? 29 paket proyek perbaikan jalan kabupaten di Buleleng saat ini
memasuki tahap pengumuman lelang di Bagian Layanan Pengadaan (BLP)
Bar Jasa Pemkab Buleleng. Pulul  paket perbaikan jalan kabupaten
i i] 1ienghabis ya lebih j&prl Rp 25 miliar. Konstruksi
isan j:
|44 I

ai dari pelap lan menggunakan aspal hot-
rfomﬁgfillyn ] itu sendiri.

3. Umum diumumkan di BLP. Dipastikan, rekanan

akyat (I i3 r;pe enang lelang itu diumumkan sehingga

leleng, 29 paket proyek akan secepatnya bisa dilaksanakan.

royek infrastruk- ‘-ﬁbaﬁ- paket yang dibiayai DAK tersebut,

- tur jalan itu, 10 di © ilxabégaf 1 antaranya adalah perbaikan

‘antaranya dibiayai jalan di Desa Bongan Cina menuju Desa

- dari Dana Alokasi atan Busungbiu. Ruas jalan ini

erusakan berat, sehingga tahun

- Khusus (DAK) mengalami
2019. Untuk pa- imi ditangani dengan volume panjang 4 Km.
N ' ket perbaikan Jalan Dapdap Tebel menuju Sembung, dan
W'Uﬁ.}‘a | | jalan ini sudah jalan Penyusuhan menuju Desa Bulian Ke-

[ camatan Kubutambahan juga tahun ini akan  itu, rata-rata biaya perbaikan jalan saat ini .
dikerjakan dengan volume 3 km. mengalami kenaikan signifikan. Jadi, hal itu |
Sedangkan, paket perbaikan jalan yang berdampak pada sasaran perbaikan jalan |
dibiayai APBD Buleleng ditetapkan seban- vang sudah direncanakan. Dia mencontoh- .
yak 19 paket. Untuk paket yang dibiayai kan, jika sebelumnya rata-rata untuk satu |
dari APBD murni, belum semuanya dilelang. kilometer, perbaian jalan itu memerlukan
Penyebabnya karena beberapa paket proyek biaya Rp 1 miliar, Namun tahun ini naik,
itu belum dilengkapi Detail Engineering menjadi Rp 1,2 miliar. ; 4
Design (DED). : _“Perbaikan jalan itu idealnya dilakukan~
Kepala Dinas PUPR Ketut Suparta Wijaya  ketika jalan mengalami kerusakan sedang.- |
mengatakan, puluhan paket perbaikan jalan  Sebah, kalau kondisinya sudah rusak berat,”
itu sesuai dengan .perénuanaap"_pxogram;_,._ tis membutuhkan b'ﬁ,y.a jauh lebih
pembangunan. Penetapan paket ‘itu juga | = s [,

sesuai usulan berjenjang mulai dari desa, ke- : hanyal Ehm rm,bbrar.harus
camatan, dan kabupaten. Dalam penentuan ngani. Namun, hal itu menyesuaikan,
paket jalan itu, tingkat kerusakan menjadi dengan kondisi keuangan pemerintah. “Kitax
pertimbangan utama. dihadapkan pada kenaikan harga perbaikan.,
...Ini dilakukan karena menyesuaikan setiap satu kilometer jalan yang rusak,”™
dengan kondisi keuangan daerah. Selain ujarnya. (kmb38) . X

]

-
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Terkait Biaya Per‘quuaqw

RS’UD Punya Plutang
0 Juta, D1bayar Rp 4 JutaV

1 B

Pembahasan pe!u 1asan plutang biaya perawatan
pasien pengungsi erupsr Gunung Agung, hampaknyp
maslh menjadi tank ur. Usulan pelunasan biaya itu

be[um qipenuhi ses:lai usulan dari masing-masing
rumah sakit yang merawat pengungsi Gunung Agung
itu. Seperti yang dialami manajemen RSUD Bulelang

yang memiliki piutang perawatan pengungsi lebih

dari Rp 130 juta. Namun ternyata, hanya dilunasi
Rp 4 juta. Atas keputusan ini, membuat manajemen
RSUD mengalami kerugian lumayan besar. Lalu, ba-
gaimanakah solusi efektif penyelesaian sisa piutang

[

DIREKTUR Utama (Dn-ut)
RSUD dr Gede Wiartana,
M.Kes. didampingi Kepala
Sub-Bagian (Kasubag) ‘er-
bendaharaan dan Mobilisasi
DanaIGusuNgurahKetutS
hastika, Senin (20/5) kemann,
membenarkan kalau usu]an

: pel
lebih dari Rp 130 juta itu dipu-
tuskan baru dibayar Rp 4 juta.

berkasnya dianggap la ak
Atas keputuan itu, pihaknya
mengaku h Sebab;
yang diajukan itu '
dasarkan has:l pemenksaan
Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP).
/ “Karm tidak tahu kok se-
‘besar data itu dmnggap
txdak layak. Pau:laha]l}l ;emua
~pasien pengungsi itu pas-
e BPKP Maiah sbarang
periksa BPKP
dibilang tidak layak,” jelasnya.
iartana menambahkan,
at.asw kn.putusan pembaygran
belum seratus persen itu,
emenrumahsalntmamh
ukan kajian. Selain itu,
juga meminta petunjuk lebih

I i mebut?

pelunasan p1utan itu be-
lum seratus persen. xartana
mengatakan, saat menerima
kiriman pengungsi, pihaknya
sudah mencatat dan memas-
tikan data kependudukan dan
status asal pengungsi masuk
radius terdampak empsx Gu-

lanjut dari Bupatx Buleleng
Putu Agus Suradnyana (PAS).
Hal ini dilakukan karena, sete-
lah mengikuti rapat di Pemkab
Karangasem, diputuskan sisa
piutang yang belum dilunasi
itu akan ditelurusi ulang data

di bebe

perawatan pengungsi Gunung ju

unung Agung

tu, manajemen rumah sakit
Eﬂkoordmam ke Badan Pen-

anggulangan Bencana Daerah
(BPBD). Karena data itu din-
yatakan valid, pengungsl yang
membutuhkan perawatan baik
rawat jalan maupun opname

yani |
operasional prosedur’ TGOP)
yang berlaku di rumah sakit I

| “Kam sudah memastikan
g:.l;dau Nomor Induk Kepen-

ukan (NIK) dan pengungsi
masuk daerah terdampak erup-
si Gunung Agung. Kami sudah |

cocokkan ke BPBD. Semua
berkasltukamlmullmndalam
ohonan biaya perawatan
i: Pemkab Karangasem yang
diteruskan ke BPBD Bali,”
katanya.
Setelah manghadm rapat
yvang membahas pelunasan
blaya perawatan pengungsi

142. 768.900. Setelah diaudit
yatann layal Bp 150876.500,
yataan p

'sehingga ada kelebihan lagi Rp I
11.892.600.

Bencana (BNPB) !
Setelah lama tidak jelas
akan d:lunasx. RSUD

Edisi
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Desa Sa-.:‘;aﬂ- W

S e
ta. aatuyang
&tkemlﬁﬁgkan MMsamAlamnmU
malkan pengembangan potensi wisata itu,
pxhakdesasudahmennapkananggamnsehtaﬂ%plm
i:uatla PerbekelDes;ﬁiSavanIMadeAnd&amengatakan
itu, Minggu (19/5) kemarin. -
Mmdf;ﬁidlkﬂ. dana ratusan j tad::pBa:h itu
ersum Anggaran Pendapatan d lanja
Desa (APBDes) Tahun 2019. Desa W, ta Alam Bija
Sayan mnean@lkanwta rekreasi water tubing
i Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan
ilik Desa (] MGS)SW”HMJI%??
 Baslloakodgin Do Say i s
epakata sebagmdestmamdeaamsam, katanya.
. ngatakan, penge: :.._-BﬂsaW;aata

Cernin W mel 2019
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Rp 28 Miliar

Singaraja (Bali Post) -

Pe

mkab Buleleng belum mampu menyiapkan ang--

garan Universal Health Coverage (UHC) Jaminan

Ke
Da

ehatan Nasional (JKN) hingga seratus persen.
anggaran APBD Buleleng 2019, dari anggaran
yang harus disiapkan Rp 42,8 miliar lebih, baru di-

anggarkan Rp 14,5 miliar lebih. Itu artinya, Buleleng
masih kekurangan anggaran Rp 28 miliar lebih.

Sejulan dengan Instruksi
Presiden (Inpres) No. 8 Tahun
2017, di mana pemerintah
wajib menanggung JKN se-
tiap warga hingga 95 persen
penduduk di setiap daerah.

- Di Buleleng sendiri tercatat
316/161 orang penduduk
vang di-cover JKN. Untuk
memenuhi anggaran seluruh
peserta JKN di Bali Utara
selama 12 bulan membutuh-
kan anggaran Rp 87,4 miliar
lebih. Sesuai dengan amanat
inpres itu, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Bali sudah menga-
lokasikan sharing anggaran
sebesar Rp 44,5 miliar lebih.

1 tapiLﬁml' . tadakwh ahu mengapa
jatah anggaﬁ&UHC ya:lllg
harusnya seratus persen di-
alokasikan, tapi dalam APBD
2019 baru dianggarkan Rp 14,5
miliar. I;;engapa belum 100
persen,” katanya.

Menurut politisi Partai Hati
Nurani Rakyat (Hanura) ini,
kekurangan anggaran UHC
ini menjadi tanggung jawab

bersama baik pemerintah dan
DPRD. Untuk itu, pihaknya
mendorong agar dalam APBD

Perubahan yang segera akan
dibahas ada solusi, agar sisa
anggaran itu dialokasikan

penuh seratus persen. Den- itu, Komisi IV meminta agar
gan '&exqm% - =—BPJS menerbitkan kartu JKN,

ga sebagai peserta JKN bisa
mendapatkan perlindungan
secara penuh dari pemerinitah
sesuai kebijakan nasional.
“"Memang ada sekema akan
dialokasikan dalam APBD
Perubahan dan kita dorong
hal itu, Dan dari mana sumber

Anggaran ini dianggarkan
penuh 100 persen,
Sedangkan, Pemkab Bule-
leng yang juga memiliki ke-
wajiban mengalokasikan ang-
garan UHC Rp 42 8 miliar baru
menyiapkan anggaran Rp 14,5
miliar, sehingga ada kekuran-
gan lagi Rp 28 miliar, Jumlah
ini belum seratus persen, sep-
erti apa yang sudah dilakukan

Pem Bali..

garan itu, Komisi IV DPR
Buleleng menggelar rapat
dengar pendapat (RDP) akhir
pekan lalu. RDP dipimpin Ket-
ua Komisi IV Gede Wisnaya

M
anggaran 1 untuk menutup kita
mamb. ik menunggu \Féb ijakan

Svintih dhoe R

‘Wisnaya menambahkan,
meskipun 95 persen warga
sudah dipastikan di-cover JKN,
namun pihaknya meyakini
masih ada warga yang belum
menjadi peserta JKN. Untuk
itu, dia mengusulkan agar
BPJS melakukan kebijakan
cat of. Kebijakan ini bisa di-
manfaatkan oleh warga yang
dalam keadaan sakit,. tetapi
belum terdaftar sebagai peser-
ta JKN. Untuk membantu
kondisi warga dengan kondisi

M hrhi harap int o i
dan sedang dalam proses dan

mudah-mudahan bisa direal-

isasikan. Sebab banyak warga
sakit tidak punya kartu JKN-
KIS. Dengan direalisasikannya
ini, kesehatan masyarakat
dilindungi,” jelasnya. (kmb38)

Edisi

. Cenin 20 mei 20l

Hal : 8

Wisna bersama anggotanya,
Nyoman Gede Wandira Adi.
Sedangkan eksekutif dihad-
iri Kepala Dinas Kesehatan
(Diskes) dr. IGN Mahapra- |
mana, Kepala Dinas Sosial
(Dinsos) Gede Sandhiyasa,
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa (PMD) Made
Subur, dan perwakilan BPJS
Cabang Buleleng.

Wisnaya Wisna men-
gatakan, mengacu Inpres No.
8 Tahun 2017 Pemerintah
Daerah harusnya konsisten
mengalokasikan anggaran
UHC JKN penuh selama 12
bulan. Meski demikian, dalam
pembahasan APBD 2019 sebe-
lumnya, pemkab belum men-
galokasikan anggaran UHC
ini penuh 100 persen. Bahkan,
dia sendiri tidak tahu apa per-
timbangan dalam APBD 2019
anggaran UHC dialokasikan
Rp 14,5 miliar lebih.

“Harusnya genap 12 bulan,
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[
Semarapura (Bali Post) -

Perbup Belum Turun

wan ke Jungut Batu

Kunjungan wisatawan cukup tinggi ke Nusa Penida, khususnya Lembongan
dan Jungut Batu. Kondisi demikian diakui Perbekel Jungut Batu Made Gede
Suryawan, bahwa setiap harinya cukup banyak wisatawan yang datang bey-

wisata ke Jungut Batu. Dalam pengamatannya,
wisatawan turun dari boat di Pelabuhan Jun
asing asal Tiongkok. Namun,
bisa dikenakan retribusi.

Sejak pungutan dari desa
adat dihentikan tahun lalu,
praktis wisatawan yang turun
di sana, tidak dikenakan pun-
gutan apapun. Lebih parah
lagi, ribuan wisatawan ini
datang berlibur ke Jungut
Batu-Lembongan, tidak sam-
pai menginap. Datang pagi,
siang atau sore sudah balik lagi
ke Sanur. “Ini baru hari-hari
biasa. Kalau saat high season,
Juni, Juli, Agustus dan Sep-
tember, kunjungannya cukup
membludak,” kata Suryawan,
belum lama ini,

Dia berharap Perda tentang
Pungutan Retribusi Daerah ini
bisa diterapkan sepenuhnya,
Agar, kunjungan wisatawan

ke Jungut Batu maupun Lem- -

bongan bisa menghasilkan
pendapatan daerah, |
Sementara itu, Dinas Pari-
wisata Klungkung terus meng-
godok berbagai regulasi untuk
menarik pungutan retribusi
bagi turis yang berwisata ke
Klungkung, khususnya ke
Kawasan Pariwisata Nusa
Penida. Setelah melahirkan
Perda, Dinas Pariwisata se-

dang mempersiapkan Perbup

sebagai turunan regulasinya.

Upaya ini untuk mencegah

semakin melebarnya kebocoran

pendapatan daerah dari sektor
Iwisata,

parll{epala Dinas Pariwisata

Klungkung Nengah Sukasta

belum lama ini mengatakan,
pasca-adanya gejolak penert-
ihan pungutan oleh desa adat
lantaran tak berbadan hu-
kum, pemerintah daerah telah
menelurkan Perda Nomor 5
Tahun 2018 tentang Pungutan
Regulasi Daerah. Disana sudah
diatur nilai pungutan sebesar
Rp 25 ribu bagi wisatawan
dewasa dan Rp 15 ribu untuk
anak-anak. Perda tersebut

Senn , 27 New 209

(2

setiap harinya ada sekitar 3.000
gut Batu. Mayoritas wisatawan
tingginya kunjungan, mereka sementara belum

belum bisa diterapkan sep-
enuhnya pada objek pajak,
lantaran regulasi turunnya
berupa Perbup sedang digodgk
dengan Bagian Hukum Pemlkab
Klungkung.

Sukasta menambahkah,
dalam proses pemungutan-
nya, sebagaimana instrulksi
dari Bupati Klungkung N
man Suwirta, pihaknya ba
merancang kerja sama yang

ibusi

ngan para penil.lj.k boat.

ya, agar tidakkmelaku-
kan pungutan langsung kepada
i an di lokasi kawasan
ta Nusa Penida. Sebab,
gmikian dianggap meng-
ganggu, “Kami sudali banyak
menenima masukan i
pengu'paha boat, kar
rancang bagaimana
nya, dgar berjalan
tidak melanggar hukum,” kata
Sukasta.

Dia mengakui, sebelum Per-
bup ini terbit, maka pihaknya
tidak bisa melakukan pun-
gutan. Demikian juqa pihak
desa, |baik desa adat'maupun
desa dinas. Selmxgga,{jnj amat
mendesak agar segera bisa
direalisasikan. (kmb31)
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Di RSUD Buleteng TR *l
Tunggakan Pengcbbatan Pengungsi
Gunung Agung Rp 142 Juta

gmgarn;g ali Post) -
Pascamen pengungsi

* erupsi Gunung Agung, bebera.

pa waktu lalu, sekarang
ﬁuieleng masih men:

wa

Iépuo'.’;'

Eascaﬁengungax kembali

gulangan Bencana Daerah
(BPBD) Provinsi dan ke Ba-

. Bencana (BNPB)‘-fI*amat
telah lama tidak jelas ka-

pan t akan pengobatan '
lah Deaegber 2017.

Agung minggu depan. fﬂaﬂ

Seain Ltu. susulan periode
: a dari 18 September
smgal 1 Oktober 2017, susu-
lan periode ketujuh dari 18
‘September sampai 1 Oktober
2017. Periode pan, terhi-
tung : 25 Desember 2017 sam-
pai T Januari 2018, penode
kesembilan, pada 8 Januari
sampai 21 Januari 2018 dan
periode kesepuluh dari 22
Januari sampai 20 Februari
2018. 1
“Pada penode itu ada 80
kasus kami tangani. Rinci-
ananya biaya sudah diaju-
kan ke Pemkab Karangaaem,
. ditindaklanjuti,” kata
- Wiartana didampingi Humas
RSUD Buleleng Ketut Budi-
antara

‘Setelah mengusulkan per-

mohonan pelunasan biaya
perawatan itu, pihaknya
tambah Wiartana, diundang
mengikuti rapat membahas
realisasi pembayaran pera-
watan korban erupsi Gunung

mendapat surat dari Pemkab
aar:ngaﬁm diminta hadir
rapat pembahasan pem-
gzymn perawatan pensﬁnssl

mmggu depan.

' kalau rumah sakit memi-

]i'k:i pmtang blaya» perawatan
s1 Gunung Agung.

'S pengungal‘ ertahan
.él Buleleng kata Wia '

pihaknya sempat merawat
pasien yang masuk k ru-
mah sakit saat me i ke
Buleleng. Perawatan itu ter-
',catatpenodepartama dari 18

. September sampai 1 Oktober

2017. Periode kedua, tanggal

- 2 Oktober sampai 15 Oktober

2017. Periode ketxga, dari 16
Oktober sampai 29 Oktober
2017. Periode keenam, dari 27
November sampai 10 Desem-
ber 2017. Periode ketujuh,
dari 11 Desember sampai 24

informasi awal yang diteri-

manya, sebelum biaya
perawatan itu disetujui, Ba-
dan Pengawas Keua

Pembangunan ( aﬁiﬁ
memverifikasi uaula_n yang
diajukan 14 rumah sakit di
Bali termasuk RSUD _fl@-

dan usulan biaya perawa-
tan yang dinyatakan layak
dilunasi. Ini karena, antara
usulan dari rumah sakit yang
merawat pengungsi dengan

ketersedian anggaran hal 1tu :

tidak sebanding, s
pastikan ada blay"ay‘angurlnk
dilunasi pemerintah

“Kami tidak tahu apakah
usulan kita disetujui atau
tidak. Dari info awal yang kita
terima itu tidak semua usulan
itu dilunasi karena biaya yang
tersedia dan usulan rumah
sakit itu tidak mencukupi,”
tegasnya. (kmbaa)

Hal : 8
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Asuransi Cairkan Anggaran
Rp 1,6 M ke Kas Daerah

G :"f"'ung Pemenntahan Rusak aklt#at Gempa Lombok akan Direnovasi
E : yang telah &104

'--- J‘Eum a a

'walnIb ti,
’rm‘c;?ﬁrr
gedung. pe

: ,_ kamiya angga:arx dan Mindra mena
hak aaMa.nme lﬁmx.ha.r ~ kendati anggaran

ikan dari asur um
Bumi Putera Mt%& me _ca-
pai Rp 1.673.40 ,
tetapi dana itu mas;h :
rin kurang. Apalagi rguna-
| i kan untuk perbtﬂlliaﬁ: semua

bmm. wakil bupatx, éekda
Cex_lt.er d: baglan

geﬁuhg yang nwak tersebut
Plhaknya kembali mengang-
'IAEPBD Induk 2019

ni baxkan itu masih { j
ap l lang. Pihaknya t di : tu,
me‘yakl awal Juni sudah maka kerusakan'afkan se-
bisa d ]-.Jukan revonasiitu. makin parah saja. “Semoga
“Kita dorong supaya seg ra perbaika; 1tu segera bisa
dilakukan perbaikan. : " ujar Sumard.x
;gan Farapan rumah d pas : :

i

Edisi @ Jomal 0 el 109
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Hadiri "Karya Mamungkah” Balai Banjar Batuculung dan Pura Begagvan!l?gn)_f_arikan

Bupati Giri Prasta Serahkan

Hibah Rp 400 Juta

BESARNYA perhatian
terhadap masyarakat dan
- komitmen untuk menjaga,
melestarikan adat seni dan|
" budaya Bali serta meringankan
beban krama Badung, diwujud-
kan Pemkab Badung dengan |
mendukung kegiatan hingga
sarana dan prasarana upa-
cara keagamaan. Seperti pada
Karya Mamungkah, Ngen-
teg Linggih, Mupuk Padagin-
gan, Ngentegang Bale Kulkul
lan Padudusan Alit Madasar
Tawur Madurga Janghep yang
dilakukan masyarakat Banjar
Batuculung di Pura Begawan
Penyarikan Kerobokan Kaja
| Kecamatan Kuta Utara, Kamis
(16/5) kemarin, Bupati Badung
I Nyoman Giri Prasta hadir
serta memberikan bantuan ke
masyarakat.

Bupati Giri Prasta didam-
-pingl anggota DPRD Badung
I Wayan Sandra, Camat Kuta
Utara A A. Ngurah Arimbawa,
| beserta unsur tripika, Lurah
| Kerobokan Kaja | Made Adnya-

na, Bendesa Adat Kerobokan

vang menghabiskan dana Rp
150 juta yang berasal dari
| krama Banjar Batuculung.

Gede Sumadi mengatakan,
pada rahina Buda Kliwon
Sinta, Banjar Batuculung

' melaksanakan Karya Mamung-
kah, Negentég Linggih, Mu-
puk Padagingan, Ngantegang
Bale Kulkul lan Padudusan

- Alit Madasar Tawur Madurga
Janghep yang menghabiskan
dana kurang lebih Rp 500 juta
vang bersumber dari bantuan
Pemkab Badung sebesar Rp 400
juta dan dana puniadari krama
banjar sebesar Rp 100 juta.

Sementara itu, Bupati Ba-
dung I Nyoman Giri Prasta
mengapresiasl persatuan ma-
syarakat Banjar Batuculung.

| Dia merasa bangga bisa hadir
di tengah-tengah masyarakat
dan meringankan heban krama
Badung. khususnya krama
Banjar Batuculung.

Bupati Giri Prasta menegas-
kan, Pemkab Badung akan
gelalu memegang teguh dan
berkomitmen untuk dapat

han ada di desa maupun

di balgdhanjar, ketiga pilar im
' hﬂhmin bersatu untuk bisa
membangun di daerahnya

aging-masing.” terangnya.

AA. Putu Sutarja, tokoh ma-
syarakat, I Bagus Alit Sucipta
dan Klian Adat dan Dinas Ban-
jar Batuculung, Kerohokan
Dalam kesempatan tersebut,
Bupati Giri Prasta didampingi
para tokoh masyarakat Batucu-
lung menandatangani prasasti
dan menyerahkan bantuan
upakara sebesar Rp 400 juta.
Prawartaka Karya I Gede
Sumadi mengucapkan terima
kasih kepada jajaran Pemkah
Badung, khususnya Bupati
Badung vang sudah berkesem-
patan hadir di Karya Mamung-
kah, Ngenteg Linggih Mupuk
Padagingan, Neantenang Bale
Kulkul lan Padudusan Alit
Madasar Tawur Madurga
Jangkep di Banjar Batuculung,
Dijelaskannya, karya tersebut
dilaksanakan setelah rampung-
nya Balai Banjar Batuculung
dan Pura Begawan Penyarikan
Banjar Batuculung. Lebih lan-
Jut dijels®kannya, balai banjar
itu sudah direncanakan sejak
tahun 2014 melalui dua tahap.
Tahap pertama dilaksanakan

meringankan beban krama
dan memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat, seperti
kebutuhan pribadi berupa
sandang, pangan, dan papan,
pendidikan dan kesehatan,
Selain itu, kebutuhan komunal
yaitu pengeluaran peson-peson,
nyekah bersama, pengeluaran
piodalan, membangun bale
banjar, wantilan dan Kahyan-
gan Tiga dan bantuan sarana
dan prasarana upakara.
Bupati Giri Prasta menam-
bahkan, pengeluaran seperti
ini sudah menjadi tanggung
jawab pemerintah untuk me-
menuhinya, sehingga dana
yang seharusnya dikeluarkan
masyarakat dapat dikelola
dalam rumah tangga. “Dalam
konsep Hindu kita ada 3 pilar
yaitu Wimuda, Winata, dan Wi-
werda. Wimuda adalah anak-
anak, winata adalah remaja
atau yowana, karena sudah
bisa membedakan mdna yang
baik dan mana yang benar, dan
wiwerda adalah para orang tua.
Maka dari itu untuk pemasala-

Giri Prasta menyerahkan pu-
nia sebesar Rp 10 juta unt_uk
mendukung sekaa gong Banjar
Batuculung dan Rp 20 juta un-
tuk PKK Banjar Batuculung.
(ad638) 23

- mas ; ,
| Dilakhir kegiatan, Bupati

tahun 2016 dengan memban.
gun, di antaranya bale pary-
man atau wantilan, bale gong,
pewaregan dan bale kulkul
yang menghabiskan dana Rp
1,6 miliar lebih. Bantuan di-
peroleh dari Pemkab Badung
melalui hibah tahun 2016 sche-
sar Rp 500 juta, selanjutnya
dari kas warga krama banjar
sebesar Rp 300 juta, punia
dari‘krama banjar schesar Rp
550 juta dan dari LPD Desa
Kerohokan sebesar Rp 300 juta.

Tahun 2018 dilanjutkan
pembangunan tahap kedua,
di antaranya linggih Para-
hyangan, bale gede, gedong
simpen, candi bentar dan tem.-

bok panyengker yang meng-

habiskan dana Rp 1,3 miliar.
Dana diperoleh dari Pemkab
Badung melaui hibah tahun
2018 sebesar Rp 1 miliar lebih
dan dari LPD Desa Kerohokan
sebesar Rp 250 juta. Kemu-
dian pada Desember 2018
dilaksanakan upacara macary,
melaspas, mendem padagingan
lan ngunggahang bale kulkul

Edisi :
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Dénpasar (Bali Po: )-
oy k%

Persoalan klaim
aj’anan kesehatan bagi
ban bencana erupsi Gun
g yrmg diajukan 14
sakit akhirnya nlenda t '
tmk terang. Seb,sxh kla f tldalc mampu meqan gung
b

esat’ Rp 3.324 sepenuhnya. D ban-
a an dzbayarkan

gan peduli G :
rangasein lew

béyaranklamt.erseb K dap
Kepala BPBD Provinsi Bali dengan surat pernyataan
I Made Rentin rmasi, dari Pemkab| Karangasem,

(30/5) kemarin. ~ bahwa benar yang ditan-
n#; gani tersebut|adala _mrg__a

I Apabila sisa klair
lapat dibayarkan k da Karangasem yang t
njut Rentin, maka dapat bencana. Sen en_, ¥
terbitkan smt k tangxn ah

Hal . 41
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ﬁeg&ra (Bﬂﬂ Post) - |

IHablskan Anggaran

- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) J mem%’l-l telah mengalokas:kan anggaran

untuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (
mulai Jumat (24/5) ini, tunjangan bagi para pegawal ini mulai dmanrkan secara

bertahap.

Sekretaris Daerah Kabu-
paten Jembrana I Made Su-

diada, Kamis (23/5) kemarin

mengatakan, secard umum
Pemkab telah menganggarkan
untuk mn;angan tahunan bagi
para pegawai tersebut bersum-
ber dari APBD 2019. Alokasi
ini sesuai Peraturan Pemerin-
tah (PP) Nomor 35 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga
Atas PP Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pemberian Gaji, Pen-
siun, atau Tunjangan Ketiga
Belas Kepada PNS, Prajurit
TNI, Anggota Polri, Pejabat
Negara, dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan. Untuk Gaji
ke-13, disesuaikan sebesar

keluarga, dan tunjangan ja-
batan atau tunjangan umum,
Paling banyak meliputi gaji
pokok, tunjangan keluarga,
tunjangan jabatan atau tun-
jangan umum, dan tunjangan
kinerja (tukin).

Sementara untuk THR
merujuk pada PP Nomor 36
Tahun 2019 tentang Pembe-
rian THR kepada PNS, TNI,
Polri, Pejabat Negara dan Pe-
nerima Pensiunan. “Sudah kita
anggarkan di APBD, tanggal
24 (Mei) ini sudah mulai ke-
luar untuk THR,” ujar Sudiada
kemarin.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah,

R) ribuan pegawai. Dipastikan

hari ini, THR akan dicairkan
sebesar gaji poko# Untuk
besaran total, Dewa Kusuma
mengungkapkan keseluruhan
pegawai di lingkup Pemkab
Jembrana dialokasikan sebe-
sar Rp 16.047.235.900. Belum
termasuk THR untuk Bupati
dan Wakil Bupati selaku pe-
jabat negara. Untuk Bupati
dan Wakil Bupati dialokasi-
kan sebesar Rp 11.460.600.
Selain PNS, Bupati dan wakil
bupati, THR juga diberikan
kepada 35 anggota DPRD
dengan total anggaran Rp
143.818.700. “Mulai tanggal
24 (hari ini-red) ini sudah
dicairkan,” tambahnya. Se-

Hal '0

ghasﬂan pada bulan Juni. I Dewa Kusuma Antara men- dangkan untuk gaji ke-13

Besaran pendapatan dian- gatakan, untuk alokasi kes- diproyeksikan dlcal.tkan pada
taranya gaji pokok, tunjangan  eluruhan pada Jumat (24/5) bul&m Juni nantx (kmb%)
Edisi D Jumat, 2y Me 019
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Proyek RTH aman Bung Karno

| Sin araja (Bali Post)|-.

+ Ni Komang Surattini, Kamis (23/5)

AV Raj

Bali Post

Lanj utkan

asih ingat mandeknya pemasang; tn;lg Knmo diareal
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tnman Bung Karno ungan
Sangket, Kelurahan Sulmsada. Setelah pematung asal Yogyakarta
kekprangan waktu menuntaskan penmsangpn patung satMn-

(I'erkung li]?m.leleng,;[; 3 , %19 in kum

‘pemasangan patung tu. |
itu, Dinas lah l!iuinkan menu
lumnya membuat patung Bung Karno ter

Kepala Dinas Perkimta Buleleng

kemarin, mengatakan keputusan
melanjutkan pemasangan patung
tersebut setelah pe an peker-
jaan sebelumnya diaudit Badan Pen-
gawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). Dari pemeriksaan itu, doku-
men proyek, pela%sanaan dan per-
tanggungjawaban keuangannya telah
berjalan dengan baik. Jadi, tidak ada
temuan y 5 termd.lkasl melanggar

lalu Salah satu peker_}aan itu adalah
nasangan patung Singa Ambam
dan paket pekerjaan lain. :
Untuk ‘melanjutkan pekerjaan
‘itu, Dinas Perktmta mengalokasikan
kembali ﬁ n proyek lanjutan
pada AP rubahdn 2019. Hanya,
berapa nilai pagu anggaran di peruba-
han itu, Surattini mengaku masih
melakukan penghitungan teknis.
Menghindari pelanggaran hukum,
pihaknya meminta ada pendamp-
mggn hukum dari Tim Pengawal
Pengamanan Pemerintah dan Pem-
bangunan Daerah (TP4D)
“Pada APBD Induk 2019 tidak di-
alokasikan proyek itu. Kemudian kita
rkan di APBD perubahan. Sebe-
lum'itu, sisa anggaran 2018 sebesar Rp
1,2 miliar sudah kita kembalikan. Bisa
saja anggaran itu akan dialokasikan
kembali pada anggaran perubahan
tahun ini,” jelasnya. (kmih38)

Sebelumnya Ditunju

a:

i mel mutkan
mgan patung
seniman yangieh&

3 Selanjutnya, ki

bma diprediksi selama peker]aan
dilaksanakan. palagi, pekerjaan ini
menyangkut seni, sehingga untuk
melanjutkan pemasangannya tidak
memungkinka dﬂqkitkan oleh seni-

Perkimta menunjuk langsung pema-
tung sshelum ya untuk memasang

patung Bung itu.
- “Setelah kifa memutus kontrak,
dha ex{gg;gg ngjawaban pekerja

ne sudah sesuai audit BPKP. Dari kajian

LKPP proyek itu tidak ada masalah.

a diizinkan menunjuk

langsung pematung yang sebelumnya

ang tidak tuntas menyelesaikan pe-
ienaannya. itu,” katanya.

Selain mel Jual;an pemasangan
ng yang te itu, pertengahan
kata Surattini, Dinas Per-

bali| melakukan pekerjaan

i ridituntaskan tahun 2018

Hal - 8
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Bali Post

Pendem-Panc

Perbaikan Diang

Negara (Bali Post) -
Jalan yang ‘menghubung-
kan antara Banjar Pendem
dan Pancardawa, Kelurahan
Pendem, Kecamatan Jem-
brana hancur lebur. Sejum-
lah warga Pendem, ﬁ::is
(23/5) kemarin mengatakan,
kerusakan jalan itu sudah
cukup lama. Bahkan sudah
beberapa kali ditambal sulam
namun cepat sekali kembali
berlubang dan rusak. = .
“‘Jalan yang meng-
hubungkan Banjar Pendem
dan Pancardawa rusak udah
lama. Namun belum diper-
baiki. Harapan kami agar
segera ditangani karena
sangat berbahaya,” jelas
Ketut Adi seorang warga.
Wirata, warga lainnya,
mengaku pernah jatuh di

o

{1 alaFPgnghublEg
agrdawa Hancur

arkan Rp 3,2 M

El:bang jalan yang ada di se-

|
atan pertigaan menuju Wa-
ng Tegal Dadong tersebut.
Sehingga dia sangat ingin
alan tersebut segera diper-
aiki. “Jangan menunggu
fampai banyak korban lagi,”
tandasnya. - i
- Sementara itu Kepala Di-
nas Pekerjaan Umum (PU)
Jembrana I Wayan Darwin .
dikonfirmasi membenarkan
kerusakan jalan kabupaten
Eeraehut. Menurutnya, per-
aikan jalan tersebut sudah
dianggarkan tahun 2019 ini
ari dana DAK. “Tinggal
enunggu tender. Jalan
yang akan diperbaiki sepan-
jang 3,4 km dan dengan ang-
aran Rp 3,2 miliar. Tahun
ni akan kami perbaiki,”
jelasnya. (kmb) - [

Edisi
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Bali Post

Bangli (Bah Post) -

Warga Desa Subaya, Kintamani mengharapkan adanya perbaikan terhadap
akses jalan menuju Pura Beji, di wilayah desa setempat. Perbankan jalan san-
gat dibutuhkan warga untuk memudahkan mengamhll air bersih danr menuju
perkebunan penduduk.

Salah sacrang warga Desa
Subaya, Wayan Windia, Rabu
(8/5) kemarin mengungkap-

- kan, jalan yang bernama Jalan
?:rta Dedari Tirta Pemujaan
ubaya tersebut mengalami
kerusakan parah sejak 2017
lalu. Tepatnya saat bencana
alam longsor yang terjadi di
Desa Songan. Panjang jalan
yang rusak mencapai 1 kilo-
meter lebih dari 1,7 km total
panjang jalan yang ada. “Se-
bagian jalan yang rusak akibat
tergerus air.” ungkapnya.

Jalan berstatus kabupaten
itu, kata Windia merupakan
akses jalan menuju Pura Beji.
Jalan itu banyak dimanfaat-
kan warga untuk mengambil

air bersih di wilayah Pura
Beji. Selain itu Jalan tersebut
juga menjadi akses warga
untuk menuju perkebunan di
Subak Abian Yeh Pengalapan.
“Jalan itu juga menuju rumah
warga. Di ujung jalan itu ada
15 KK yang tiggal di sana,”
terang pria yang merupakan
Kelian Subak Abian Yeh Pen-
galapan itu.

Saat ini kondisi jalan Tirta
Dedani Tirta Pemujaan Subaya
tak bisa dilalui kendaraan
roda empat. Hanya kendaraan
roda dua yang melintas di ja-
lan itu. Untuk mengangkut
hasil perkebunan, petani pun
terpaksa bolak-balik Inenggu

- nakan motor.

Windia mengatakan, pi-
hak desa sudah mengajukan
permohonan perbaikan ke
Dinas PU dan menyampai-
kannya ke anggota dewan.
Namun sampai sekarang be-
lum mendapat penanganan.
“Dinas PU setahu saya sudah
tiga kali turun ke lokasi,”
ujarnya. Karena keberadaan
jalan tersebut sangat penting
dan dibutuhkan warga, dirinya
berharap pemerintah dapat
segera melakukan perbaikan.
“Jalan itu sangat dibutuhkan
warga. Saat ada upacara di
Pura Puseh, Pura Dadia, Pura

Bale Agung, semuanya masu-

.cian ke Pura Beji dan melintasi

jalanitu,” imbuhnya. (kmb40)

Edisi
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  :' D_ia‘dili_llif(as,ustbrupsi L.
antan IgdetuaLPD. Bebetin Divonis Dua Tah

Denpasar (Bali Post) - e f
Majelis hakim pimpinan Ni .
Made Sukereni dengan hakim =
anggota Wayan Sukanila dan
Sumali, Rabu (22/5) kemarin
menjatuhkan vonis pidana dua
tahun penjara kepada terdakwa
kasus korupsi LPD Bebetin.
Dalam sidang di Pengadilan
Tipikor Denpasar, terdakwa
mantan Ketua LPD Bebetin I | _ ' _
Cening Wartana (56) dinyata- ;o i AR
kan bersalah dalam dakwaan Ty -
subsider yakni melanggar Pasal
3 UU Tipikor. Selain divonis dua
tahun, terdakwa juga dihukum
membayar denda Rp 50 juta,
subsider tiga bulan kurungan.
Vonis itu lebih rendah setahun
dari tuntutan jaksa.

JPU Putu Agus Eka Sabana
Putra sebelumnya menuntut |
terdakwa dihukum selama tiga ]
tahun. Terdakwa dalam perkara
ini tidak dibebankan membayar
uang pengganti sebagai akibat 8¢ i
kerugian keuangan negara kar- -
ena yang bersangkutan sudah DIADILI - Mantan Ketua LPD Bebetin I Cening Wartana saat
mengembalikannya saat di peny-  diadili di Pengadilan Tipikor Denpasar. Dia dinyatakan ber-
idikan. Atas vonis itu, baik jaksa _ salah dan dihukum selama dua tahun. .
maupun pihak terdakwa masih r

Bali Post/asa

menyatakan pikir-pikir.
Sebelumnya, saat di peny-
idikan kepolisian, disebutkan
terdakwa melakukan dugaan
 korupsi dengan pola hukum men-
- cairkan sejumlah kredit fiktif dan
tak sesuai prosedur dengan total

Rabjes,

kredit hingga Rp 2.415.500.000.

Salah satu contohnya ada pem-

injam yang satu orang meng-
gunakan tiga nama dengan data

-atau dokumen yang diduga palsu.

Desa Pakraman Bebetin sempat

memediasi dalam menyelesaikan

kasus terslillalu&apma kekellt:ar-
gaan, setelah Wartana diberhen-
i aq’densantﬂlhk hormat pada
tahun 2016 silam. Hanya saat itu
tidak ada hasil positif, sehingga
kasusnya dilaporkan ke ranah
hukum. (kmba'?
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Pemepnta

Taglh ajak

Bangli (Bali Post) -
Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) akan
mendampingi pemerintah
daerah dalam penaglhan
pajak untuk seluruh je-
nis pajak. Ini dalam rangka
meningkatkan kesadaran
dan kepatuhan masyarakat
untuk membayar pajak dan
meningkatkan pendapatan
daerah. Demikian diungkap-
kan Kepala Badan Keuan-
gan, Pendapatan dan Aset
Daerah (BKPAD) Kabupaten
Bangli I Gede Suryawan
~ saat penyerahan Surat Pem-
beritahuan Pajak Terutang
SPPT) Pajak Bumi dan
angunan Perkotaan dan
Perdesaan (PBB-P2), Rabu
(22/5) kemarin.
Disebutkan Suryawan,
ada sebelas jenis pajak ya
akan dikawal oleh KP&
dalam penagihannya. Yaitu
Pajak PBB-P2, BPHTB,
pajak hotel, pajak restoran,
pajak penerangan jalan,

pajak , pajak air ta-
nah, pajak parkir dan pa]ak
hiburan.

Mengenai penyerahan
SPPT kemarin, Suryawan
menjelaskan ba wa peny-
erahan SPPT PBB-P2 ber-
tujnan untuk mempercepat
proses pemberian layanan
' kepada masyarakat khusus-
nya masyarakat waijib pajak
'PBB-P2 s masyara-
kat wajib pajal PBB-PZ ‘
segera dapat menunaikan
kewajibannya.

Dikatakannya, berdasar-
kan rekomendasi BPK RI
Perwakilan Provinsi Bali,
bahwa untuk tahun 2020
bagi hasil pajak dan retribu-
si daerah, formulanya akan
disesuaikan dengan real-
isasi pembayaran pajak oleh’
masyarakat masing-masing
desa. Salah satu tujuan
perubahan formula ini agar
masing-masing perbekel dan
lurah saling berpacu untuk
mendorong masyarakatnya

- PBB-P2 adalah salah satu

| Dae]ah

/

uniuk malaknkaq kewaazban
membayar pajak.
Sementara itu, Bupati
Bangli diwakili Asisten I
Setda Kabupaten Bangli I
Nyoman Puja mengatakan
pendapatan a
{PAD) Kabupa

d 1 sisi Jumlah ih rela

ya memad1
tanggung jaw bersama
untuk meningk atkan PAD.

“Untuk itu suaaber-a:l;umber
PAD tersebut harus dijaga,
da‘%]e)hhara dan ditinggkat-
kan, agar tetap dapat mem-
berikan kontribusi terhadap

eningkatan ” kata
gug ‘N)
itambahkan ya, data

hal yang perlu mtdta ke-
beradaannya. Baik me-
nyangkut data wanb paja-
knya maupun data _piutang/
tunggakan pajak yang dis-
erahkan pengelolaannya
oleh pemerintah pusat ke-
pada pemerintah daerah un-
tuk diselesaikan. Pihaknya
mengapresiasi langkah-
langkah dalam penyerahan/

-pendistribusian SPPT PBB- |

P2 yang tentu memerlukan
penanganan yang taktis
dengan mehbatkan berb-
-agal pihak mengingat wajib {

jak PBB-P2 tersebar di
se uruh pelosok pedesaan
yang secara sosiologis lebih
dekat hubungannya dengan
aparat terbawah, baik
bekel/lurah maupun ke
banjar dinas.

Melalm kesempatan ke- |
marin, pihaknya berharap
para lurah dan perbekel
dapat berperan menyebar—
kan melalui kepala ling-
kungan, kelian dmaa, ban-
jarnya masing-masing dan
mendorong masyarakatnya
yang memiliki SPPT PBB
P2 untuk membayar pajak
melalui bank BPD, LPD,
Koperasi, Kantor Pos dan
tempat pembayaran lainnya
y#ng sudah onhne ('kmb40)
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14 RS Ajukan Klaim
Rp 4,2 Miliar Lebih
'Hanya Rp 883 Juta yang

Direkomendasikan BPKP |

PENANGANAN pengung-
si bencana erupsi Gunung
Agung menyisakan persoa-
lan, Utamanya terkait klaim
rumah sakit (RS) yang belum
dibayarkan sejak 2017. Saat
kondisi tanggap darurat,
rumah sakit memang dim-

inta melayani pengungsi yang
sakit tanpa dikenakan biaya.

“Saya juga terima surat
klaim dari RS Sanjiwani
Gianyar kemarin. Sebena-
‘rnya kalau terkait penanga-
nan pengungsi yang dalam
kategori sakit, yang kita se-

Sisanya dikoreksi lantaran
data pasien tidak dilengkapi
dengan NIK unik sebesar Rp
1.319.375.7{)(& klailgabiaya
kesehatan bukan pada peri-
Oti.:%tatus-tanggap darurat
sebesar Rp 1.773.960.901, dan
ada pasien bukan pengungsi
yang beragal dari kawasan
rawan heneana (KRB) sebesar
Rp 280.818.000. -

“Proposal permohonan
klaim kesehatan sesuai reko-
mendasi BPKP daerah Per-
~wakilan Bali (sebesar Rp 883
juta - red), sudah diajukan

rahkan atau limpahkan ke
beberapa RS itu sesungguh-
nya dalam kondisi tanggap
darurat,” ujar Kepala BPBD
Provinsi Bali I Made Rentin,
Selasa (7/5) kemarin.

Sesuai aturan manajemen
kebencanaan, lanjut Rentin,
ketika sudah ada pernyataan
tanggap darurat maka yang
digunakan adalah dana on
call atau dana siap pakai
(DSP). Lantaran masih ada
kewajiban pembayaran saat
kondisi normal sekarang,
pihaknya harus berkoordi-

BPBD Karangasem ke BNPB.
Untuk sisanya, tanggal 14
Mei ini baru dirapatkan oleh
pihak Pemkab Karangasem,”
imbuhnya.

Sementara itu, 14 rumah
sakit yang mengajukan per-
mohonan klaim yakni RSUD
Karangasem, RSUD Klung-
kung, RSUD Wangaya, RSUP
Sanglah, RS Jiwa Provinsi
Bali, RSUD Bangli, RSUD
Mangusada, RSUD Sanji-
wani, BRSU Tabanan, RSUD
Negara, RSUD Buleleng,

"RSU Kerta Usada, RS Ari

Edisi  : Pabv __ 3

nasi dan melaporkan kem-
bali kepada BNPB. Begitu

_juga berkoordinasi dengan

BPBD Karangasem karena
keputusan tanggap darurat

" dulu dikeluarkan oleh Bupati

Karangasem.

“Proses ketika kita ma-
sih punya utang, kita perlu
duduk bersama. Dalam arti,
siapa sih yang punya ke-
wajiban? Karena ketika kita
‘gunakan aturan bahwa di po-
sisi keadaan tanggap darurat,
tentu ini sudah lewat waktu,”
jelasnya.

Canti, dan RS Bhayangkara
Trijata. Sedikitnya ada lima
rumah sakit yang jumlah
klaimnya menjadi nol ru;
piah setelah dikoreksi BP. 1
Masing-masing RS Jiwa
Provinsi Bali dengan klaim
awal Rp 440.470.800, RSUD
Negara dengan klaim awal
Rp 5.773.400, RSU Kerta
Uls)ada dengan klaim awal Rp
3.991.200, RS Ari Canti den-
gan klaim awal Rp 6.704.000,
dan RS Bhayangkara Tri-
jata dengan klaim awal Rp
3.949.200. (kmb32)

Menurut Rentin, ada 14
rumah sakit yang mengaju-
kan permohonan klaim bi-
aya pelayanan kesehatan
bagi korban bencana erupsi
Gunung Agung. Total klaim
yang diajukan pada peri-
ode September 2017 sampai
Februari 2018 mencapai Rp
4.207.077.402. Namun hanya
Rp 883.022.800 yang menurut
hasil reviu BPKP dapat di-
yakini kebenaran dan dapat
diajukan sebagai DSP ke
BNPB (Badan Nasional Pen-
anggulangan Bencana).
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Gianyat (Bali Post) -

~ Dana kebencanaan untuk korban erupsi Gunun
pertengahan 2019 ini. Nilai rekap klaim pengu

Hingga kini, pihak rumah sakit
klaim tersebut akan dibayar.

Berdasarkan data di RSUD Sanji-
wani, tercatat rekap klaim pengungsi
atas biaya Rawat Jalan Tingkat
Lanjut (RJTL) sebanyak 99 kasus
dan biaya Rawat Inap Tingkat Lanjut
(RITL) 132 kasus..Dari jumlah kasus
ini, RJTL tercataf memakan biaya Rp

«+ 178,438.420 dan RITL Rp 94.592.702, -

© sehinyiga total biaya menjadi Rp 274
Juta lebih. NS T

. Dikonfirmasi Selasa (7/5) kemarin,
Direktur RSUD Sanjiwani dr. [da
Komang Upeksa mengatakan, pasien
vang dirawat tersebut kebanyakan
bukan akibat bencana, seperti tumor,

Kebencana

gung Belum Cair

Klaim di RSUD Sanjiwani Rp 274 Juta

infeksi, patah tulang dan semacam-
nya. “Kalau karena bencana kan
biasanya terkena lahar. Jadi, sebena-
rnya karena rumah sakit di wilayah
timur tutup, sehingga pasien dibawa
ke sini,” katanya.

Menurut Upeksa, pihaknya tetap
berkeordinasi-terkait pembayaran
tersebut. Namun, pihaknya juga
masih menunggu, terlebih kondisi
serupa juga dialami hampir seluruh
rumah sakit yang menangani kor-
ban bencana Gunung Agung. “Pem-
bayaran itu biasanya sama, Kalau
kabupaten lain belum, ya di sini juga

g Agung di RSUD Sanjiwani belum dibayar hingga
ngsi di rumah sakit itu mencapai Rp 274.031.122.
yvang berlokasi di Jalan Ciung Wanara itu hanya menunggu kdpan

belum,” ujarnya.
Guna mempercepat pros-
es spencairan dana itu, kata
Upeksa, pihaknya sudah
mengajukan sejumlah per- |
syaratan seperti ifikasi
berkas. “Kita diminta klar-
ifikasi berkas klaim. Kita
kirim ke Dinas Kesehat-
ke Badan Penangulan-
gan Bencana Pusat,”
tegasnya. (kmb35)

Dr. Ida Komang Upeksa

Edisi  : Eabu § mel
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A%mm (Bali Post) -

1pa Lombok yang terjadi
beberapa waktu lalu membuat
sejumlah fasilitas bangunan
gedung sekolah di Karan-
gasem mengalami kerusakan.
Atas kondisi itu, pemerintah
pusat memberikan bantuan
24 paket rehablhtas: gedung

Ya%e
palagplsdml}ora K‘aran
gasem I Gusti Ngurah Kar
tika mengatakan. akibat
gempa Lombok yang melanda
Karangasem mengakibatkan
puluhan gedung SD maupun
SMP imengalami kerus;
! a dari nn
gan, seda hmgga berat. P
merintah pusat membmhkan
bantuin 24 paket perbaikan
atau rehabilitasi terhadap
gedun;z yang mengalami keru-
sakan itu.
“Kira dapat 24 paket reha-
bilitasi gedung sekolah yang

rusak. Bantuan itu termasuk

bantuin pascabencana. Per-

baikan itu akan diarahan
ke sejumlah sekolah yang
gedungnya mengalami keru-
sakan. Di antaranya seko-
lah di Tiyingtali, Bunutan
dan sekolah lainnya yang
terdampak - gempa Lombok
itu,” ujarnya., Bantuan itu
diharspkan segera dapat di-
realisusikan.

Sarmpai saat ini, kata Kar-
tika, pihaknya masih terus
berupiiya menambah sarana
praaa!ana pendidikan. Salah

Rusak Aklbat Gempa Lombok

satunya pengadaan komputer
untuk siswa SMP. Pasal-
nya, pelaksanaan UNBK di
Karangasem baru 13 sekolah
SMP saja yang mampu meng-
gelar UNBK. Sedangkan 38
sisanya masih melaksanakan
UNKP. “Tahun ini, kita terus
berupaya pengadaan sarana
prasarana komputer, agar
ke depannya semua SMP
bisa melaksanakan UNBK,”
ujarnya.

Terkait kendala pendidi-
kan khusus di daerah-daerah

Lombok

terp_encﬂ, Kartika menegas-
kan tidak ada masalah be-
rarti dalam keberlangsun-
gan pendidikan di pinggiran
itu. Ditegaskan, pendidikan
masih berjalan lancar. Hal
itu dibuktikan dengan tidak
adanya keluhan guru-guru
yang mengajar di pinggiran.
Seperti di Tianyar, di Seraya,
dan daerah lainnya.
“Selama ini sih kita belum
menerlma ada guru men-
geluh. Logikanya sebagai
pegawai harus siap ditugas-

Dapat 24 Paket Bantuan Rehab Gedung Sekolah

kan di mana saja,” tambah
Kartika. Kalau tidak mau
dltugaskan di daerah itu,
terus siapa lagi yang disuruh
mengajar. Selama ini yang
menjadi sorotan paling jarak
tempuh siswa menuju seko-
lah. Pihaknya bangga seperti
di Desa Tenganan, ada anak
kelas ITI SD setempat, seman-
gat bersekolah dengan men-
empuh waktu 5 jam pulang
pergi demi menuntut ilmu,
mengejar cita-citanya kelak
ingin jadi guru. (kmb41)

Bali Postkmb41
GEDUNG SEKOLAH RUSAK - Gedung SDN 1 Ttyingtu!i yang rusak akibat gempa

Edisi
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Nyoman Susil

TABANAN, NusaBali
Klaim pembayaran kes-
ehatan bagi masyarakat oleh
BPJS-JKN di BRSUD Tabanan
belum dibayar untuk Maret
dan April 2019. Akibatnya, op-
erasional dan pembelian obat
di BRSUD Tabanan terpaksa
ngutang. Meskipun demikian

- tidak sampai mengganggu

pembayaran gaji tenaga medis.

Berdasarkan data, rata-rata
klaim pelayanan kesehatan di
BRSUD Tabanan tiap bulan

akhir Mei. “Rata-rata p

erbulan
klaim yang belum dibayar
Rp 7,5 miliar,” ujarnya, Rabu
22450 K 45 o Al -

" Akibatnya BRSUD Tabanan

terpaksa harus utang obat
R&E:-rekaﬂan..-]zahtaran sudah

|

. menjadi langganan bertahun-

tahun, rekanan m

kondisi dimaksud. “Karena
i sudah berlan, mer-
eka sudah me meski ada

komplain dari penyedia obat
atas tunggakan itu,” imbuh
Susila, _ SR S

Sementara Humas BPJS Den-
pasar Dayu Eka ketika dikon-
firmasi melalui telepon terkait
tunggakan klaim tersebut, me-
nyatakan akan berkoordinasi

?

|
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Korups

DENPASAR, NusaBali
Pengadilan Tipikor Denpasar men-
jatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada
etua LPD Desa Adat Bebetin, Sawan,
Buleleng, I Cening Wartana, 55, karena
terbukti melakukan korupsi yang
merugikan LPD Desa Adat Bebetin Rp
2,4 miliar dalam sidang yang digelar,
Rabu (22/5).

Dalam putusannya, majelis hakim
pimpinan Ni Made Sukereni me-
nyatakan terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tin-
dak pidana korupsi yang merugikan
LPD Desa Adat Bebetin sebesar Rp
2,4 miliar. Perbuatan terdakwa me-
langgar Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal
18 UU Tipikor, juncto Pasal 64 KUHP.

Dalam pertimbangan member-
atkan majelis hakim menyatakan
perbuatan terdakwa tidak mendu-
kung upaya pemerintah yang se-
dang giat melakukan pemberantasan
korupsi. Sementara pertimbangan
meringankan, terdakwa menyesal
dan sudah mengembalikan kerugian
negara. “Menjatuhkan pidana penjara
kepada terdakwa selama dua tahun
dikurangi masa penahanan,” tegas
hakim Sukereni.

Terdakwa bebas dari kewajiban
mengganti kerugian negara karena
sebelumnya sudaﬂ menitipkan keru-
gian negaradi kej .Usai pemba-
caan putusan, terdakwa menyatakan
pikir-pikir atas putusan tersebut. Se-
mentara Jaksa Penuntut Umum (JPU)

12,4 M, Ketua LPD Bebetin
Divonis 2 Tahun J

6 é'&"g
b .vﬁ%

TERDAKWA | Cening Wartana,
Tipikor Denpasar, Rabu (f!%i.

4 A
55, saat menjalani sida g putusan di Pengadilan

2 ® NUSARA REZ/

Putu Agus Eka Sabana Putra dkk juga
menyatakan pikir-pikir. Apalagi putu-
san masih dibawah tuntutan 3 tahun
penjara. “Lami pikir-pikir” tegas JPU..
Dalam perkara ini, terdakwa yang
menjabat sebagai Ketua LPD Desa
Bebetin dibantu Kadek Rentiasih
meloloskan beberapa kredit yang
‘diajukan warga meskipun tanpa
dilengkapi jaminan kredit. Selain itu,
ada juga beberapa kredit fiktif yang
menggunakan KTP orang lain, “Terda-
kwa Cening mengetahui bahwa kredit
yang diajukan saksi menggunakan
identitas orang lain, Tidak hanya itu,
saksi juga mengajukan kredit tidak

sesuai prosedur. Salah satunya tidak
dilengkapi jaminan kredit dan plafon
pinjaman,” beber JPU. R
Meski begitu, terdakwa tetap
memerintahkan saksi Ni Luh Swari

- (kasir LPD) untuk mencairkan dana

tersebut. Setiap pencairan terdakwa
mendapatkan fee dari pemilik kredit.
Karena mudah mendapatkan uang,
Cening pun semakin ketagihan. Total

kredit yang dicairkan Rp 2,9 miliar.

Dari 31 kredit yang diajukan, terdapat
27 berkas kredit yang menjaminkan
satu buah buku sertifikat hak milik

luastanah 2.

‘atas nama \q?yan Sulingga dengan

0 meter persegi. & rez
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Kepala Pelaksana
BPBD Karangasem
berharap semua
biaya kesehatan
yang diajukan bisa
dibayar oleh BNPB.

AMLAPURA, NusaBali

Badan Penanggul
cana Daerah (BPBD) Karangas-
em segera mencairkan dana Rp
883,022 juta untuk bayar utang
pelayanan kesehatan pengungdi
di 9 rumah sakit kabupaten/
kota se-Bali. Padahal selama
tanggap darurat Gunung Agung

- status awas tahun 2017-2018,

utang pelayanan kesehatan
mencapai Rp 4,207 miliar. Han-
ya saja BNPB menyetujui Rp
883,022 juta. Sisa utang Rp 3,32
miliar akan kembali dibahas.
Besaran utang itu terungkap
saat verifikasi utang pelayanan
kesehatan melibatkan tiga utu-
san di Ruang Rapat Kantor Dinas
Kesehatan Karangasem, Jalan
Ahmad Yani Amlapura, Selasa
(21/5). Ketiga utusan BNPB itu
yakni Lugmanul Hakim (Kasu-
bdit Pengendalian Operasi), Muji
GHBM (Analis Monitoring dan
Evaluasi Kebencanaan), dan M
Awaludin Afief (Analis Data dan
Informasi). Saat verifikasi,
Kepala Pelaksana BPBD Ka-
rangasem, Ida Bagus Ketut Arim-
bawa, melaporkan berdasarkan
hasil audit biaya kesehatan untuk
pengungsi selama tanggap daru-
rat di seluruh Bali mencapai Rp
4,207 miliar. BPBD mengajukan

langan Ben-

cNgun
Rp 3,3:
Belum

Dibayar 1

3 . * I 5T
Rapat memverifikasi utang kesehatan pengungsi di aula Kantor Dinas

Kesehatan Karangasem, Jalan Ahmad Yani Amlapura, S'e1asa (21/5).

dana ke BNPB sebesar Rp 4,027
miliar: Selanjutnya BNPB melaku-
kan kajian dan verifikasi. Hasil
verifikasi BNPB menyetujui Rp
883,022 juta. “Maka sebanyak
itu yang diusulkan pencairan-
nya, sisanya dibicarakan dalam
rapat, Rabu (29/5) nanti,” jelas
Ida Bagus Ketut Arimbawa,

Ida Bagus Ketut Arimbawa
berharap agar semua biaya
kesehatan yang diajukan bisa
dibayar BNPB. Belum terbayar
Rp 3,32 miliar. “Kekurangannya
kami bicarakan dalam rapat
melibatkan BPKP, RSUD se-Bali,
BPBD dan BNPB, difasilitasi Di-
nas Kesehatan Karangasem,” un-
gkapnya. Dijelaskan, keda
tiga utusan BNPB untuk melaku-
kan verifikasi atas permohonan
penggantian biaya kesehatan
korban bencana erupsi Gunung
Agung di Karangasem.

Lugmanul Hakim sebagai
Kasubdit Pengendalian Operasi
BNPB mengatakan, hasil veri-
fikasi biaya yang dikeluarkan
menangani korban erupsi gu-

kan BPBD Karangasem Rp 4,207
miliar, sementara disetujui Rp
883,022 juta. “Sebesar itulah ha-
sil verifikasi yang kami lakukan,
dananya segera kami cairkan,”
ungkap Lugmanul hakim,
Sementara Kepala Dinas Ke-

nung Agung sesum}yang diaju-

éehatan Karangasem, 1 Gusti Ba- -

gus Putra Pertama, mengatakan
klaim biaya kesehatan pengungsi
ditangani BPBD Karangasem.
Setelah datanya terhimpun, dil-
aporkan ke BNPB, “Kami hanya
memfasilitasi saja,” jelasnya.
la berharap ada solusi mem-
bayar utang pelayan kesehatan
di RSUD se-Bali. Sebab, saat
musim ngungsi, warga Karan-
gasem mengungsi tersebar di
sembilan kabupaten/kota se-
Bali. Dari ratusan ribu pengungsi,
banyak juga yang kesehatannya
terganggu. Sehingga menjalani

rawat inap di RSUD terdekat, pi-

hak pengungsi selama menjalani
perawatan tidak mengeluarkan

biaya karena dilzmgng' gpemer-
intah. & k16 |
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Terkendala Armada Pengangkut Sampah, °
TPS di Kekeran Terpaksa Dioperasionalkan

MANGUPURA, NusaBali

Tempat pembuangan sampah
(TPS] Desa Kekeran, Kecamatan
Mengwi, tak sepenuhnya dihen-
tikan operasionalnya, meski telah
ditutup sementara pascaditemu-
kannya sampah medis berserakan,
Pihak desa terpaksa menggunakan
tempatitu untuk pembuangan sisa
sampah setelah tak terolah.

Perbekel Kekeran 1 Nyoman
Suardana, mengatakan semenjak

ditemukannya sampah medis.

sudah ada komitmen dari Dinas
' Lingkungan Hidup dan Kebersihan
(LHK] Badunguntuk menutup TPS
tersebut. Dinas LHK juga akan
menyiapkan armada untuk mem-
buang sampah ke TPA Suwung,
Denpasar Selatan. Tapi sampai
sekarang belum ada armada yang
masuk ke Desa Kekeran.

“Dinas LHK akan memberikan
armada untuk pengangkutan
sampah residu yang tak terolah.
Namun, hingga kini belum ada,
sehingga sisa sampah masih kami
buang di tempat itu (TPS yang
ditutup),” ungkap Suardana, Selasa
(14/5).

Disinggung apakah akan terus
membuang sampah di tempat

LI

® NUSABALIFAR] SISWANTD

TEMPAT pembuangan sampah (TPS) sementara di Desa Kekeran, Ke-
camatan Mengwi masih ‘dioperasionalkan’ karena terkendala armada
untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

tersebut, Suardana tak herani
memastikan, Namun, pihaknya
mengaku akan menganggarkan

armada di desa secara langsung

pada anggaran perubahan 2019
nanti. "Kalau memang seandainya
itu tidak ada solusi, kami akan
anggarkan pada perubahan. Itu
pun kalau anggaran mencukupi,”
tegasnya.

Suarda pun berharap Dinas

LHK memfasilitasi menyiapkan
TPS yang bisa dipakai oleh Desa
Kekeran atau desa lainnya. Den-
gan demikian, memudahkan desa
membuang sisa sampah yang tidak
bisa diolah. "Kalu per kecamatan
ada (TPS) bisa cepat. Kalau pun
misalkan kita membuang sampak
ke Suwung, itu kan lama, orien-
tasi waktunya bisa sampai sore,”
katanya.

Vj;bg & mel 209
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Sementara Kepala Dinas LHK
Kabupatan Badung | Putu Eka
Merthawan, menyadari kesulitan
dari pihak Desa Kekeran, Kare-
nanya untlik sementara diberikan
perpanjahgan membuang sisa
sampah pada TPS tersebut, sampai
ada armatla pengangkutan yang
dirancangjpihak desa setempat.

“Ini opsinya tidak ada, kalau |
kami tutdp itu (TPS), di mana
mereka alkan membuang sampah.
Karena layanan belum nyampai di
sana,” katd Merthawan.

Mengenai harapan pihak desa
agar dibdntu armada dari Di-
nas LHK Jntuk mengangkut sisa
sampah yang tak terolah, Mer-
thawan mienyatakan belum bisa
dilakukan.Sebab, saatini pihaknya
juga masiE kekurangan armada.
“Armada Kami kurang. Jadi, kami
mengangkut pada jalur utama,
kalau Kekedran kan jalurnya ke ten-
gah, kamitidak sampai ke sana,"
ucap Merthawan,

“Semoga pengadaan truk
pengangkut yang direncanakan
pihak desd bisa terwujud, dengan
begitu pdngangkutan sampah
bisa langgung ke TPA Suwung,”
tandasnyd. & asa
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1 “Kalau semua
mengeluh dan
tidak membayar
pajak, nanti

siapa yang akan
membangun
daerah ini.
(Bupati Buleleng

© Putu Agus
Suradnyana).

SINGARAJA, NusaBali
Kenaikan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan
perkotaan (PBEB P2) di Bule-
leng, terus menuai protes. Kali

tldak wependapatdenganadam
| ya upaya negosiasi kembali
| ketika ada yang mengajukan
keberatan. Karena terhadap
wajib pajak yang tidak melay-
angkan keberatan, kemungki-
| nan urung membayar pajak.
“Ini'tentu akan berdampak ter-
balik, ada keinginan menaik-
kan PAD justru tidak terpenuhi,
karena bisa jadi masyarakat
jadi enggan memhayar pa)ak
karena pa:aknya terlalu tinggi,”

ujarmnya.

Bupati Bnle]eng Putu Agus
Suradnyana saat dikonfirmasi,
' mengakui masih ada yang
mengeluh soal kenaikan PBB
P2. Namun hal itu mest disa-

dari karena penyesuaian tarif

NJOP sudah cukup lama tidak
dilakukan, hingga menjadi te-
muan BPK R1.“Wajar ada yang

ini; kalangan perbekel atau

kepala desa mendesak agar

penetapan tarif Nilai Jual Ob-
jelc Pajak (NJOP) dikaji ulang.
Karena penetapan tarif NJOP
itu telah memicu kenaikan PBB
P2 hingga 1.000 persen,

Kenaikan PBB P2 itu juga
dinilai berdampak p_enun!_nan
pendapatan daerah dari sektor
PBB P2.

Keluhan kalangan perbekel
ini menyusul banyaknya kelu-
han warga yang disampaikan
kepada aparat desa karena

- tingginya kenaikan PBB P2.

Kalangan perbekel pun be-
rencana melayangkan-surat
kepada DPRD Buleleng guna
menyikapi masalah tersebut.
"Banyak warga yang meny-
ampaikan keluhannya. Kami
sudah rencanakan manti,

mengeluh karena memang

baru kali ini dinaikkan, Jadi
kenaikan itu ada kelipataniiya.
Ini mohon dimaklumi karena
sempat menjadi temuan BPK,
dan tidak semua naik, justru
ada yang turun. Kalau semua "
mengeluh dan tidak memba-

yar pajak, nanti siapa yang.

akan membangun daerah ini,
katanya.

Bupati mengaku masih
memberikan peluang bagi

wajib pajak mengajukan keber- -

atan hingga dua tahun. Karena
keberatan itu akan dievalu-
asi untuk dapat membgrikan
keringanan pajak. “Saya sudah
evaluasi dan bicarakan hal ini.
Silakan kalau ada yang kebera-
tan ajukan saja. Nanti ada tim
lagi yang turun memastikan
kondisi ob;ei( pajaknya. Siapa

e U

mungkin pekan depan, akan
melanjutkan keluhan warga
ini ke DPRD Buleleng,” ungkap
Perbekel Tamblang, Kecama-
tan Kubutamb%han, Mangku
Nengah Sudarsana, Selasa
(21/5).

Lebih lanjut, mantan Sekre-
taris Forkom Perbekel se Ka-
bupaten Buleleng ini mengata-
kan, pihaknya tidak akan mem-
permasalahkan ada kenaikan
PBB P2 demi meningks -an
pendapatan asli daerah
Ia hanya mempermasalahkan
kajian penetapan tarif NJOP
yang berdampak tingginya PBEB
P2 yang mesti dibayarkan oleh
wajib pajak (pemilik lahan,
Red). Menurutnya, kajian NJOP
tersebut tidak masuk akal
karena kenaikan tarif NJOP
jadi sangat tinggi antara 400

tahu dulunya vila, kemudian
telah berubah menjadi lahan
kosong, tentu ini menjadi per:
timbangan memberikan ker:
‘ingan. Atau sebaliknya, tentu
“wajar ada kenalkan pajak,’
“tandasnya. i

Untuk diketahui, penyesua-
jan tarif NJOP tersebut meru-
-pakan tindaklanjut dari peru;.
bahan Perda Nomor 5 Tahur
2013 tentang PEB P2. Dalam
penyesuaian itu, Pemkab Bule
leng melalui Badan Keuangar
Daerah (BKD) telah menyewa
tim appraisal menghitung
perubahan tariff NJOP PBI
P2, Kini, penyesuaian tariff
tersebut mulai diberlakukar
untuk PBB P2 tahun 2019,
yang tertuang dalam SPP
tahun#;(]l'?i@ k19

'-..: e

Kenaikan PBB Terus
Menuai Protes

Perbekel IVllnta Kenalkan N;%JOPJ
leajl Ulang

persen hingga 1.000 persen.
Tak terkecudli lahan-lahan kri-
tis dengan hasil tidak menentu,
harus membayar PPB P2 den-
gan kenaikan 1.000 persen.

Dicontohkan, lahan seluas 1

hektare dengan penghasilan
tidak menentu, bisa membayar
pajak hingga Rp 4.000.000.
"Apakah hanya karena objek
itu berada di jalan nasional,
provinsi, kabupaten dan desa,
atau semuanya dipukul rata.
Nah, ini yahg akan menjadi
usulan kami/tolong penetapan
NJOP itu dikaji ulang. Apakah
wajar kenaikan itu rata-rata
diatas 400 persen,” tegasnya.
Masih 'kata Mangku Dar-
sana, dengan dikaji ulang pen-
etapan NJOPitu akan memberi
kepastian bagi wajib pajak
dalam membayar pajak. 1a

i
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SINGARAJA, NusaBal;

Penanganan banjir di wilayah Kota
Singaraja, Buleleng, dengan menormal-
Isasi sungai Tiing Tali dan pembuatan
sodetan, mulai dikerjakan. Ini ditandai
dengan aktivitas pembongkaran trotoar
yang menutup irvigasi Tiing Tali di Jalan
Laksamana, Desa Baktiseraga, Kecamatan

uleleng, dimulai Selasa (28/5) pagi.

Selanjutnya, pembuatan sodetan
dari Jalan Serma Karma menuju irigasi
di timur lampu Traffic Light simpang
Jalan A Yani- Jalan Pantai Penimbangan,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten
Buleleng Ketut Suparta Wijaya saat
dikonfirmasi terkait akitivitas pem-
bongkaran tersebut, menjelaskan
Eeé:afan penanganan banjir di wilayah

erkotaan Singaraja dilakukan Dinas PU
Provinsi Bali dan Balai Wilayah Sungai
(BWS) Bali Penida, atas usulan dari
Pemkab Buleleng. Disebutkan, untuk
normalisasi irigasi Tiing Tali dilalu-
kan oleh Dinas PU Provinsi. Sedangkan
pembuatan sodetan dilakukan oleh
BWS Bali Penida. “Daerah irigasi Tiing

Penanganan Banjir di Kota Sing raja

Normalisasi Sungai Mulaj Digarap

Tali dari Desa Sambangan sampai Desa
Baktiseraga itu akan dinormalisasi,
Nah, irigasi ity kewenangan dari Pl
Provinsi,” terangnya. | !
Masih kata Suparta Wijaya, pem-
bangunan sodetan juga segera akan
dilaksanakan oleh BWS Balj Penida,
karena proses tender sudah selesai.
Pembangunan Sodetan dan normalisa-
siini akan mampu mengurani luapan
air di Jalan Laksamana termasuk dj
kawasan perumahan Jalak Putih Sin-
garaja. “Intinya bagaimana air tidak
lagi meluap sampai ke kawasan Jalak
Putih dan sekitarnya. Maka diper-
lukaan normalisasi dan pembuatan
sodetan,” katanya. { v
Disinggung rencana sodetan, Su-
parta mengakui tadinya sodetan dibuat
langsung menuju ke Tukad (Sungai)
Banyumala yang berada di sisi timur
dari irigasi Tiing Tali. Namun karena
persoalan teknis dimana dibeberapa
titik kedalaman sodetan bisa mencapai
6 meter, akhirnya rencana sodetan ity
dirubah dari Jalan Serma Karma menuju
irigasi di timur Traffic Light, Jalan A

Yani. “Kalau bicara idealnya
langsung ke Tultad Banyumal
dari sisi teknis inj tidak memun
karena kedalaman dibebera
ith bisa sampai 6 meter. Jadi
ith dirubah ke jalan Sérma

unit alat berag terlihat mem
trptoar yang ada sisi bagian Ut
Laksamana. Trotar dibongkar
udahkan mendrmalisasi irig
Tali di ruas jalan tersebut. Ir
dinilai menjadi pemicu melua
ketika musim hujan, karena me
péndangkalan parah.

Salah seorang warga, Kade
Indrawan mengakui, irigasi y
rada di depan rumahnya kerap
pemicu banjir disaat musim hyj
pun sangat setuju irigasi itu di
isasi. “la saya sangat setuju g
pembaongkaran ini. Karena setia
sdat musim penghujan ini, dae
menjadi ]anganap banjir karen
ini tidak muat |
ujarnya.& k19
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l pemerintah
iliki hati ;dan
rasa atas nasib
egawai yang
sudah mengabdi
denga; risiko tir ggl

GIANYAR, NusaBali _

Komisi | DPRD Gianyar me-
nyayangkan ribetnya birokrasi
di Pemkab Gianyar hingga gaji
THL Dinas Satpol PP dan Damkar
macet sejak empat bulan.

“Ini tanda birokrasi yang ka-
cau. Bahkan pejabat pemangku
kebijakan {i Pemkab Gfanyar
tidak punya rasa atas pend-

_[ i il
l |
BKPSDM Namti‘s yang

; “sekarang BKPSDM tidak
" memiliki data jumlah THL di
{ masing- masmg OPD. "Seorang
- sekda saja mengakui jika banyak
ada pegawai yang belum jelas
di Dinas Pol PP dan Damkar. Ini
"menUmuk&n jika sistem di bi-
rokrasi ini tidak jalan,’ sorotnya.
Terlepasidari kacaunya sistem
serta Komunikasi lintas pejabat
ini, Ngakan Putra berharap agar
pemermtah memiliki hati dan
sagh}as nasib pegawai yang
mengabdi dengan risiko

tm i. Bahkan dari laporan yang
diterimanya, bahkan pegawai ini
sudah me‘Fdapat seragam dan

1,

bebgrqpa, iantaranya memiliki

“kemampuan lebih dari ASN

' sehingga ditempatkan dﬂ garda

f terdepan, “Kami hanya tidak in-

gmmendetigaradapega iyang
1 Ry I

\Maqet 4 Bulan

Komisi

eritaan THL ini. Terlebih sejak
empat bulan mereka bertugas
bertaruh nyawa, malah terancam
dirumahkan,” ujar Ketua Komisi
I DPRD Gianyar, Ngakan Ketut
Putra, Jumat (3/5).

Dengan nada heran anggota
politisi asal Lingkungan Sampi-
ang, Kelurahan Gianyar ini sangat
menyayangkan adanya pembiaran
terhadap legalitias petugas ini.
Terlebih di dinas yang bertugas
sebagai penegak perda (Satpol
PPRed) dan Lnyelamat keben-
canaan (Damkar). “Berarti ekse-
kutif sendiri yang lalai. Karena
mempekerjakan orang tanpa SK
alias pegawai ilegal. Ironis petugas
penegak Perda, dan pejabatnya
lempar kesalahan,” ujarnya.

Kalaupun memang anggaran
tak mencukupi, jelas Ngakan Pu-
tra, eksekutif seyogyanya sejak

sudah jatuh ini , malah tertimpa
tangga. Artmya tak dapat gaji
malah dirumahkan. Saya akan
segera memanggil OPD terkait
untuk meluruskan ini,’ tegasnya.

Sebelumnya, ratusan tenaga
harian lepas (THL) di Satpol PP

“dan Damkar Gianyar mengeluh

karena gaji mereka macet empat
bulan, atau sejak Januari hin
April 2019. Ironis

[ Nilai Biro

Kamis (2/5),

awal tahun melakukan penye-
'suaian. Namun kenyataannya,
‘penyisipan pegawai baru terus

" terjadi dan saat mgmbe‘ngkak

‘petugas yang sudah mengabdi
lama ikut terkungkung dalam
status yang tidak jelas ini. “Saat

} mentok seperti ini, baru ada is-

tilah rasionalisasi. Kenapa tidak
ldarl awal bilang ada rasional-
isasi sehingga tidak ada keke-
cewaan pegawai yang terancam
dirumahkan setelah empat bulan
bekerja tanpa gaiji,” tanyanya.
‘ Dalam rapat kerja dengan
‘eksekutif, politisi yang mantan
‘pegiat LSM ini menyebutkan
sudah berulangkali mengingat-
kan agar alur rekrutmen THL
ini harus jelas. Diawali dengan
kelayakan jumlah petugas THL
di masing-masing OPD. Kemu-
| dian dilaporkan oleh pimpinan

Kepala Satuan Pol PP dan Dampak

Gianyar Cokorda Gde Agusnawa,

dimutasi hingga para THL gaiji
mereka tak ada yang mengurus.
Informasi di Kantor Satpol
PP setempat, Kamis kemarin,
kemacetan gaji qe)ak empat

bulan membuat Jemangit kerja

para THL ini menurun. Para THL

kesulitan memenuhi kebutuhan_

hidup sehari-hari. Utang di wa-
rung sudah menumpuk. & nvi
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Penciutan Anggaran,”

‘ pamunnﬁ;me' ulii:kan

tahun depan dua am
ini bisa jalan,” wagﬂr%,r]u

Dua Program |
- Dis '_;ud llp

mat (1

dipangkas Dua Pl‘ogram

dimaksud yakni e’
seni budaya ﬂgﬁmﬁﬂﬁ ~ kan bu
'sb’uksikeSemmdlﬁadakan. :
Padahal dua pmgram ini,

kesenian yang hampir pu-
nah dan punah. b
palaDisbud'l‘ anan |
Gusti Ngurah Supanji men-
gakui program itu amat |
penting. “Mudah-mudahan

i m——

g “b*.” W mel -10\9
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N Pura Dadia di Nusa Pemda

Kepala Disbudpora

"enyldlk tengah mengumpulkan dan
-menyiapkan berbagai dokumen, untuk
pe eriksaan kerugian negara oleh BPK

SEMARAPURA, NusaBali
Jajaran Sat Reskrim Polres

Klungkung mendalami kasus
dugaan korupsi hibah Pem-
bangunan Dadia Arya Kenceng,
Banjar Cubang, Dusun Cemu-
menyiapkan berbagai doku-
men, untuk pemeriksaan keru-
gian negara oleh BPK atau
BPKP, untuk mengecek apakah
ada unsur hem%'lan negaranya.
“ Untuk di Klungkung ada
8 penerima bantuan hibah
untuk urusan kebudayaan
di Kabupaten Klungkung,
mengembalikan dana hibah
sejak Februari 2019 ke kas
daerah dengan nominal hing-
ga Rp 1miliar lebih. Pasal-
nya penerlma hlbah yang

atau BPKP

lik, Desa Sakti, Kecamatan
Nusa Penida, Klungkung, seni-
lai Rp 420 juta. Setelah memer-
iksa sejumlah panitia, petugas
meminta keterangan terhadap
I{epala Dinas Kepemudaan dan
bersangkutan merasa tidak
mampu mengerjakan tepat
waktu dari dana tersebut.
Oleh karena itu daripada mer-
eka harus berurusan dengan
hukum, mereka lebih memilih
mengembalikan uang negara
itu. Dalam hal ini penerima
hibah untuk Pura Dadia Arya
Kenceng, Banjar Cubang,
Desa Sakti, Kecamatan Nusa
Penida, Klungkung, senilai
Rp 420 juta juga mengemba-
likan dana tersebut ke Badan

ungkung Diperiksa

Olahraga [Dlsbudpora] Klung—
kung I Nyoman Mudarta, Jumat
(17/5) pagi.

Selain Mudarta, petugas
juga meminta keterangan ter-
hadap Bandahara Bantuan
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Gusti
Ayu Purnami, mengenai hibah
tersebut. Mereka sama-sama
dimintai keterangan sekitar
pukul 09.00 Wita.

Kasat Reskrim Polres
Klungkung AKP Mirza Gu-

Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah (BPKPD)
Klungkung, Senin (11 /3] lalu.
Namun karena mereka
membawa uang tunai yang
dibungkus plastik, maka uang
itu belum bisa diterima dan
yang bersangkutan diminta
via transfer. Pengembalian
dana hibah harus dilakukan
transfer ke kas daerah. Karena
pengembalian itu tercatat
setelah menerima Surat Tanda
Setoran (STS). & wan

nawan mengatakarJ; mereka
diperiksa selama 4 jam. Untuk
mengumpulkan keterangan

‘saksi terkait kasus tersebut,
~di mana penyelidikan kasus
‘dugaan korupsi ini dimulai

sejak bulan Maret 2019, “Kami
sudah sempat meugecek ke lo-
kasi obyek penerima bantuan
itu,” ujarnya.

Diakui saat turun pemban-
gunan pura memang ada akan
tetapi belum kelar. Penyidik
tengah mengumpulkan dan

Edisi
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Kediri d 1 Tabanan Hada
! Kendala di PPDB 2019
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Kecamatan
Tabanan

' kekurangan 2
ruang kelas SMP
untuk menampung
64 siswa lulusan
SD. Di Kecamatan
Kediri kurang 4
kelas untuk 128
siswa lulusan SD.

TABANAN, NusaBali
Komisi IV DPRD Tabanan
bersama Dinas Pendidikan Ta-
banan gelar rapat koordinasi
terkait penerimaan peserta
didik baru (PPDB) tahun ajaran
2019/2020 di ruang Komisi VI

DPRD Tabanan, Senin (13/5).
Dalam rapat itu dibahas dua ke-
camatan yang menghadapi ma-
salah karena kekurangan kelas

akibat kelebihan murid SDyang’

tamat. Dua kecamatan tersebut
yakni Kecamatan Kediri dan
Kecamatan Tabanan.
Berdasarkan data dari Di-
nas Pendidikan Tabanan tahun
2019, di Kecamatan Tabanan
siswa yang lulus SD sebanyak
928 orang atau memerlukan
sebanyak 29 kelas. Sedangkan
daya tampung di Kecamatan
Tabanan sebanyak 864 orang
atau 27 kelas dari empat seko-
lah yakni SMPN 1 Tabanan,
SMPN 2 Tabanan, SMPN 3 Ta-
banan, dan SMPN 6 Tabanan.
Akibatnya kekurangan 2 kelas
untuk menampung 64 siswa.
Sementara di Kecamatan
Kediri jumlah siswa SD yang
lulus sebanyak 483 anak atau

mahami, mereka sudah tahu
te pat-tempat siswa yang
sesuai zonanya,” kata Dirga.

Karena diwajibkan untuk
mengikuti aturan di pusat,
masyarakat juga diharapkan
sering browsing di internet
terkait aturan PPDB yang
baru. “Masyarakat mohon ikuti
aturannya. Kalau tidak diikuti
maka Dapodlk sekolah itu bisa
merah,” tandasnya.

'Hal senada juga disampaikan
anggota Komisi IV, I Gusti Kom-
ang Wastana, | Nyoman Sudiana,
di?l Wayan Wiryadana.

Terkait hal tersebut Sek-
retaris Dinas Pendidikan Ta-
banan | Wayan Udayana Sos-
iawan mengatakan terjadinya
kekurangan kelas itu masih
akan dikoordinasikan dengan
pimpinan. Namun sudah ada

Tana bahwa siswa yang
ia < tertampung dibawa ke

sekolah penunjang terdekat
dari tempat tinggal yang sesuai
KK. “Misalnya siswa dari Kediri

tidak dapat sekolah di Kediri, 8

1
|

dibawa ke SMP di Marga den-

gan catatan di sekolah tersebut Kecamatan Tab delapa

masih tersedia tempat. Namun
jika sudah penuh siswa harus

ke sekolah swasta,” uiamya
Mengenai sosialisasi aturan
PPDB 2019 diakui Sosiawan
sudah dilakukan bersama
dengan kelompok kerja kepala
sekolah (K3S). Mereka ini yang
meneruskan ke sekolah dan
orangtua murld "iadi sos:a»

| masalah kekurangan kelas

SD. ﬁ_dg.S'_ g

gkan dari 5 sekolah yang ad
di Kecamatan Kediri hany
memiliki daya tampung 356
orang atau 11 kelas. Sehingga
kekurangan lagi 4 kelas untu
menampung 128 lulusan SD.
Ketua Komisi IV DPR
Tabanan I Made Dirga, m
nyarankan agar mencari solu
sedini mungkin untuk men:
gatasi kekurangan kelas. itu.
“Sebenarnya hal seperti ini
sudah terjadi berulang-ulang
harusnya dipikirkan sejak duly
dan rapat sekarang sudah dis
ampaikan solusinya oleh ekse
kutif. Jadi saya menyayangkan
agak lambat,” ungkapnya.
Menurut dia, sosialisasi
terkait aturan baru dari pusal
juga harus gencar dilakukan.
Karena keluhan orangtua, me
eka belum paham aturan PPDB
yang baru. “Kalau sudah me

memerlukan 15 kelas, sedalé

hsasn sudah, tetapi sekara p
kami akan lebih gencar aga
para orangtua siswa menger-

kecamatan lainnya tidak ada

Hanya di dua kecamatan saj
meskipun Tabanan sudah
membuat sekolah baru ya i
SMPN 6 Tabanan dan SMPN5 -
Kediri. “Kalau secara umum di
Tabanan kelebihan 21 kelas
namun karena ada aturan
sonasi inilah Kecamatan Kedli-
ri dan Tabanan ini menjac
krodit,” kata Sos;a}wan 3
- Rapat berlangsung
jam teprieﬁrtlgselam dihari oleh
Dmas Pendidikan Tabanan
juga menghadirkan K3S, Ke
MKKS SMP dan Ketua MKKS

1

Edisi
Hal : }

4 ™MEL 09




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

léikiaisi st

banar

ght | e |

H Gur \gung yang
terjadi pada 2017 lalu membuat
ribuan warga mengungsi hingga
wilayah Kabupaten Tabanan.
- Dallar'n pengungsian itu ada be-

berapa pengungsi yang sakit dan
hharus dirawat di BRSUD Tabanan.
l_iagun hingga saat ini belum ada
kejelasan klaim pembiayaa
\encapai Rp 99 juta lebih.

rupsi Gunung Agurlg

nyang

Kepala Bagian Keuangan BR-
SuD ’[E:%% ar?i 1 Nengah Juliasa,
mengatakan saat itu pengungsi
yang berobat ke BRSUD Tabanan
sebanyak 88 orang. Dari jumlah
itu total besarnya tagihan men-
capai Rp 99.066.200 untuk biaya
pengobatan. “Terkait itu kami su-

‘melakukan pengajuan klaim
ke Dinas Kesehatan Provinsi
Bali, dan sesuai prosedur akan
diteruskan oleh dinas provinsi
ke =

gobatan pengungsi dari Karan-
gasem di BRSUD Tabanan untuk
88 pengungsi sebesar Rp 99 juta,
Kadis Kesehatan Kabupaten Ka-
rangasem | Gusti Bagus Putra
Pertaima, mengatakan seluruh
data tunggakan telah dicatat dan
[Baﬁ pn.;,  dilaporkan ke BPBD
an Penanggulangan Bencana
Daerah) Karangasem.
Silakan tanyakan lebih lan-
jut ke BPBD, data sudah kami
serahkan, data itu disetorkan ke
BNPB (Badan Nasional Penang-
gulangan Bencana) untuk klaim,”
ujar Gusti Bagus Putra Pertama,
Selasa (7/5). : ;
erientara Kepala Pelaksana

‘CapaiRp 99 Juta.

ungsi di BRS

Juliasa, Senin (6/5).
Meskipun telah diajukan
klaim dan hingga saat ini belum
cair, diakui Juliasa piutang yang
belum dibayarkan selama dua
tahun itu tidak mengganggu
keuangan BRSUD Tabanan. Ter-
masuk juga ketika ada pemer-
iksaan BPK tidak terjadi ma-
salah karena dokumen pasien
telah lengkap sekaligus piutang
itu telah diaudit oleh BPKP
(Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan). “Tidak menjadi
temuan BPK karena dokumen
telah lengkap,” ungkapnya.
Dan untuk bisa mengatasi
piutang yang belum dibayar
ini, l,an?kah_ selanjutnya yang

bisa dilakukan adalah mem-

proses piutang ke KPKNL (Kan- = ke KPKNL.

tor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang) Denpasar. Dimana
prosedurnya harus dilakukan

rangasem ini. Karena merupakan  BPBD Karangasem Ida Bagus
dan ada sisi kemanusian- Km;&:ubagr:,
it tandasnya. | tanggap darurat status awas Gu-
nggakan biaya pen- ng ng,ter;:gu sebesar Rp

4 miliar.
. Tunggakan itu telah

ke BNPB. Pihak BNPB berkoordi- -

nasi dengan BPKP Wilayah Bali,

dan telah dilakukan sinkronisasi

atau diverifikasi, ternyata yang

layak ditanggung sebesar Bp 800

teiﬂhzlﬂapuvkan

juta.

“Jadi tunggakan biaya pen-
gobatan Rp 800 juta telah kami
laporkan berkasnya ke BNPB,
tinggal menunggu realisasinya.
Jika ternyata masih dirasa ada
kekurangan biaya F gobatan,
akan dicarikan solusinya me-
lalui rapat Selasa (14/5), yang
dipimpin Bupati Kafangasem,”
katanya. & des, k16/

konfirmasi kepada pihak yan
berutang yakni Pemkab Karan-
gasem. "Konfirmasi dilakukan
sebanyak tiga kali, jika tidak ada
kejelasan maka pihak BRSUD Ta-
banan bisa mengajukan piutang
ke KPKNL," tegasnya.

- Diakui Juliasa, proses pen;

gilaku_kah oleh BRSUD terhada

jang. / ckez
dalam kerugian rumah saki
Tetapi sejak 2013 lewat audi
BPK, piutang-piutang ini tida
boleh lagi dimasuki-in ke kerugia
rumah sakit tetapi harus ditagili.
Dalam prosesnya ada yang be
sil ditagih dan ada yang dimas
kan ke dalam proses penghapusa
“Hal yang sama bisa dilak

kan kepada piutang pengobata
untuk pasien pengungsi asal K:

Celaca 1wt W9
|




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Nus

PanjangLanngan irigasi
di Kabupaten Bangli
143.488 Km, terbagi

menjadi 46 DI.

BANGLI, NusaBali

Tahun ini, Pemkab Bangli

akan merehabilitasi jaringan
irigasi di sepuluh daerah iri-

gasi (DI). Pemerintah Pusat

mengucurkan anggaran dana
alokasi khusus (DAK) sebe-
sar Rp 4.326.688.000 untuk
rehabilitas jaringan irigasi di
delapan DI, Sementara Pemkab
Bangli kucurkan dana APBD Rp
402.526.347 untuk perbaiki
dua DI, Total anggaran keselu-
ruhan Rp 5 miliar lebih.

Kabid Pengairan Dinas Pe-
kerjaan Umum Bangli, Agus
Yudi Swethaambara, men-
gatakan perbaikan jaringan
irigasi rutin dianggarkan tiap
tahunnya melalaui anggaran
APBD dan DAK. Pemerintah
Pusat mengucurkan anggaran
dana alokasi khusus (DAK)
sebesar Rp 4.326.688.000
untuk rehabilitasi jaringan iri-

gasidi delapan DL Perbalkan di

il ® NUSABALVEKA SR
KabidF Dinas Pekerjaan Umum
Bangli, Agus Yudi Swethaambara.

Kecamatan Tembuku meliputi
DI Tambahan dengan anggaran
Rp 500.000.000, DI Tampuagan
1Rp 700.000, 000 DI Umelawa-
ng Rp 230, 000 000. Kecamatan
Bangli meliputi DI Tamanbali
Rp 700.000.000, dan DI Yeh

~ Badung Rp 409.688.000.

Perbaikan di Kecamatan Su-
sut meliputi DI Manuk den-
gan anggaran Rp 600.000.000,
DI Penglangan Kawan Rp
687.000.000, dan DI Lum-
buan Rp 500. 000. 000, “Proses
pengambilan kegiatan telah
memasuki tahap pengecekan
dokumen perencanaan sebe-
lum dikirim ke Unit Layanan
Pengadaan (ULP) untuk di-
tenderkan," tsrang Agus Yudi

]arln an Il‘lgaSI

Swetaambara, Senin (20/5). Dit-
ambahkan, untuk peningkatan
jaringan irigasi, Pemkab Bangli
melalui dana ABPD menyasar
dua DI meliputi DI Lagaan Keca-
matan Bangli dengan an

sebesar Rp 402.126.347 dan
DI Bangkiangsidem Kecamatan

Tembuku dengan anggaran Rp
400.000.000. “Jika ditotal kes-
eluruhan anggaran rehabilitasi

jaringan irigasi tahun ini lima
miliar lebih. Panjang jaringan
irigasi di Kabupaten Bangli
143.488 Km yang terbagi men-
jadi 46 DI," jelasnya.

Sesuai perencanan, jarin-
gan irigasi tidak lagi memakai
pasangan batu, namun meng-
gunakan beton precast. Keun-
tungannya, harga 1ya lebih mu-
rah juga tidak mudah bocor.

Penger’]aannya ebih mudah
dan efisien, juga tidak mudah
bocor,” tandasnya, Terkait per-
balkan DAM Tamansari, Banjar
Sidembunut, Kelurahan Cempa-
ga, Bangli pasca banjir bandang,
Agus Yudi mengatakan diajukan
pada angggaran tahun 2020,
begitu pula dengan jaringan di
wilayah Tegalalang, Kelurahan
Kawan Bangli. & esa

e e e T r———
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SINGARA}A NusaBali

wersal Health C
(U ()-Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) di tahun 2019.
t ini, jumlah warga
yang sudah diikutsertakan

mencapai 790.304 orang
atau 96,58 persen dari to-
tal 818.289 jiwa penduduk
Buleleng. Prestasi yang sudah

. mendekati angka 100 persen
ini jauh melebihi target nasi-

f Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

onai sehahyak 95 persen.
Bupati Buleleng, Putu Agus
g:l dnyana, pun men]amm

menjadi kewajiban kabupaten

leng siapkan tambahan dana Rp
28,5 miliar. Hal ini disamp aikan
jati Agus S membu-

Kesehatan Nasional-Krama Bali

(JKN-KBS) di RSUD Bule-

| Ialan Ngurah Rai Singaraja,
Sc'rz\ (20/5).

Bupati Agus Suradnyana

menegaskan, aspek kesehatan

merupakan hal yang sangat

pemerintah daerah, karena
menyangkut pelayanan dasar
yang menentukan Indeks Pem-
bangunan Manusia (IPM) di
Buleleng. Karena itu, Pemkab
Bulelengakan menambah kebu-
tuhan dana tanggungan melalui
APBD Perubahan 2019,
“Kami :dacii:i(n [fg}sis pen-
ganggaran ti GI'BSOF-
.tu:lak akan sa ul{a
deﬁ (Q:BD Ind Red}.
masih ada anggaran perubahan.
Kami sudah upayakan sumber-

ini e baik. Program UHC
ntgaalﬁan tercover di ABPD
ahan, itu fanggung awab
pemenntah daerah, " tegas Agus

s

emkab Buleleng berkomit-
melaksamkan Fx;p ram_
erage

dalam program tersebut telah

biaya yang
akan terpenuhi. Pemkab Bule- :

giatan sosialisasi Jaminan

penting untuk diurus oleh .

1 UHC- ]KNdlBuleleng

* Bupat: Agug Sur_adnyana Siapkan Tambahan Dana Rp . 8 5 Mlllar

Suradnyana, i

Untuk mencover seluruh '
. penduduk dalam program UHC-
"y ]KN kata Agus Suradnyana,

oy

Pemkab Buleleng memiliki ke-

anggaran
sebesar Rp 42,8 mlliar, sedan-

~gkan Pempmv Bali seb dﬁﬂ

~ wajiban menyi

' 44,5 miliar. Dalam aPBD In

¢ persen. Jadi, penduduk
: belum ber-jl(N hanya selu{:r

| %#df&. Bmyak __":“

Selain itu, Agus Suradnyana
juga meminta pihak BPJS untuk
tidak khawatir atas keterse-
diaan anggaran yang dimiliki
Pemkab Buleleng. “Bahkan,
saya juga sudah menandatangi
surat pernyataan komitmen
pemerintah daerah untuk mem-
bayar iuran PBI Daerah bagi
penduduk Buleleng yang didaf-
tarkan dalam program UHC,”
tandas Bupati asal Desa Banyua-
tis, Kecamatan Banjar, Buleleng

yang juga menjabat I(etué‘DPC
PDIP Buleleng ini.

Pada bagian lain, Agus Surad-
nyana menyesalkan masih ada
sejumlah pelayanan yang belum
gpumal 'dari BPJS Kesehatan,

ingga merugikan masyarakat.
Salah satunya, diputusnya akses

masymkat dari Puskesmas ke
sumber pendapatan di tengah =™

o it i

~ dalam memenuhi kewaubgn

’ program UHC ini.
. taan masyarakat Buleleng

s uga harus dip-
igﬁgisyang ag: - nya akses masyarakat ke RSU

] . Buleleng, menurut Elly, hal
| itu berkaitan dengan sistem

Faskes bisa langsung
L dirujuk rumah sakit Tipe B, |
_' jelas Elly. @ k19

it
i

.Elly Wldiam, rnengu ;' apkan
pihaknya tidak mera uk_n
komitmen Pemkab Bu eleng

program UHC. BPJS Keseh
memberikan apresiasi atas
upaya Pemkab Buleleng ul
tuk menjaminkan seluruh
penduduk Buleleng dalam

“Sampai saat ini, kepeser-
sudah ber-JKN sebanyak 96,

peresn. papar Elly Widiani yang
hadir dalam acara kemarin. |
- Disinggung terkait diputus-

rujuk terintegrasi dan sistem
rujukan berjenjang secara
online. Disebutkan, seluruh
peserta JKN- KBS sudah dida

(Faskes) tingkatpertama, bis
Eu]skesmalsj, ldirliﬂt, atau dokte
eluarga. Untuk segmen yan
didaftarkan olah pger::nennta
daerah, pesertaitu didaftarka
pada Faskes tingkat pertama
Puskesmas.
Menurut .
ta JKN tidak isa ditangan{ di
Faskes pertama, yang bersang

pelayanan lanjutan.yaim nah
(RS). Namun, rumah sakitity

mrdiridari'!‘ipe D, ']‘ipe q

Tipe B, dan Tipe A
- “Sebenarnya, dari Puskes
mas bisa saja langsung dirujuk
- ke rumah sakit Tipe B apabils
- komptensi dokter yang dibu
tuhkan tidak ada di rumah saki

spesialis Onkologi dan Urolog
. adalah dokter-dokter yang tidal
ada di rumah sakit Tipe C dar
Tipe D. }adl, massmmkat de

e S
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persimpangan /ang p
ini sudah dimulai sej:
(22/5) lalu. izt

~ Kepala D1

n Kabupa
awanAdn

{m?/S] menga ui

Penarukan mem

alot. Hal tersebut k:

Penarukan ada di
nasional, sehin aﬁn ;

i ;
haru ada situ,rqul tel ng, pada

iri lalu,” jelas di

Perbaikan TL sin s
narukandikenafkan oleh peme-
~nang tender PT Mortex, satu
ket dengan pe ambahay
rambu lalu-lintas, p

m‘ratf dan

nya, dari batas }

| ﬂnﬁibataskha_

4 pang F

lapu
nn R.p

itu satu paketﬂe' ! erbai-

ra- memang memba |
_ pengendara. ‘Soa rin iarnﬂya

- bersama paketnya dihara .
usai dalamma.b an ke

----- diherikan,”
lm
efhaikaﬂm han !!‘ber-
jalan semingg
ada pembongkar: ii dan pema-
betc-nran ':::!_! Saat
ini pekerja masih menu

beton tiang TL kering sebe-

lum dipasang kelistrikan dan

arena TL jaringan yang alz Ea. 4 sudah
jal n tersedia dan ‘tinggal pasang.

gan ~ Proses perbaikan lampu 1%.

depan, termasuk di dalamnya
waktu pemeliharaan. |

Begitu al; d pasdng, TL
akan sam-

Se - hak
bilgrmen;alani masa pemeli- {

Hiraan(}unawan nengim-

bau kepada pengg a jalan

melalui 51m ng‘ TL Pe-

ada sﬁum

gelasa B’ mel Qotﬂ

agar tetap ber -ha:i! f
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' mengakui dana tersebut
- dari Anggaran Pendapat;
_ Belanja; Jesa (APBDes)

| i i!éa seLam digunakan
pembangunan infrastruktur
ctem! memajukan desa. juga un-

tuk pengem
Seperti dilakukan Desa Sayan,
. ecamatan Ubud, Gianyar. Desa

" sai menggelontorkan anggaran

Rp 134 juta untuk pengemban-
gan Desa Wisata Alam Bija.
Hal itu diungkapkan oleh Per-
bekel Desa Sayan I Made Andika,
Minggu (19/5). Pria asal Ban-
jar Penestanan, Desa Saélyan ini
iambil

2019. Desa Wisata Alam Bija
Sayan dikembangkan menjadi

~ wisata rekreasi water tubing dan

restauran Bijaku. "Sasarannya se-

* lain wisatawan asing, juga men-

lgarah ke generasi rmlem fian

ik

anak~anaksekelah Iﬂka“.l Karena_
bisa untuk mengedukasi mereka
tentang subak dan alam sawah,”
| e penpembrgan At

Ide pengembangan asa sa-
‘tatersebut, jelas dia, dari Kelom-
‘pok Sadar Wisata (Pokdarwis)
/dan Badan Usaha Milik Desa
(BumDes) Sayan ‘Sesuai hasil
‘musyawarah desa, pengemban-
‘gan alam bija di Banjar Amben-
gan, Desa Sayan ini disepakati
sebagai destinasi desa wisata.
Pengelola desa wisata ini oleh
BUMDes dan diawasi desa.
“Sebenarnya itu sudah digarap
sejak tahun lalu, yaitu pem-
bangunan akses pavingisasi.
Dilanjutkan pada tahun ini
untuk pembangunan resto dan
water tubing itu. Kemungkinan
akan dilaunching, 1 Juni 2019,
,ungkap Andaka.ﬁnvi % b




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Niis

| orang. Itu be

i

Edisi  : Cenn 20 met 2019

Btsa ﬁana Guru K

ntrak Dipertanyz

E's Dewan Minta. Dsahhkan Angkat Guru Honorer ‘/

SINGARA}A. NusaBali
' Kelul(t::sian uru lgoﬁééeag
baFaj alon egawa
Sipil (CPNS) undan
reaksj dari Kamis V DPRI
Buleleng. Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga (Dis-
dikpora) Kabupaten Buleleng
diminta memanfaatkan sisa
dana guru kontrak tersebut,
untuk mengangkat guru hon-

_orer sehagai guru kontrak.

~ Data dihimpun Minggu

(19/5) menyebut, jumlah guru

kontrak yang lolosditadma sa-

bagai CPNS " 2,
8
;unﬁ

tahun 2318
kontrak yan dlblayal oleh
APBD Buleleng berkurang dari
semula sebanyak 1.798 orang
menjadi 1.716 orang. :
 Selama ini, Pemkab mem-
berikan gaji bulanan kepada
%uru kontrak sebesar Rp
200.000 per orang, se
total an arap dalam APBD
Sebesar % ,89 miliar seta-
hun. Dengan ya 82 orang
menjadi CPNS, diperkirakan
akan ada dm tersisa sekitar
p700juta,
> ji bagi kontrak yang lulus
PNS terhitung sejak Mei 2019.
. An gota ‘Komisi IV DPRD
Buleleng, Nyoman Gede Wandi-

di, 19/ -
;i A. i.; Minggu i gm:n j

karena hiltlsCPNS
kekosongan guru

erarti a

dimana sekolafh guru kotnrak

na penghentian -

yangbersangimtanl(amnagum "N’ﬁmun, pihaknya en aku

kontrak

lulus tidak munlg “masih memger]uan n -
jar di seko garan gaji guru kon tt‘a *se-
tempa Sernu elumnya. Karena gaji guru

Selain’ fm dirinya juga pri-
“hatin melihat kond‘!si guru
“honerer dengan pendapatan
Kzng kecil, sedangkan

>rjanya hampir sama den
gru PNS. “Untuk me gisi-

kosongan guru karena
kontmknya sudah lulus €
sebaiknya diisi dengan ,guru

. horlere. th anggarannya ada,
dan honorer itu kecil,

l@ren diambilkan dari 'lmmlsudahberkop_ dinasi den-
‘dana BOS oleh masmg—masmg, gan BKD (Badan Kepegawaian
sekolah,’ katanya, - Dag;ah}danﬁapped Litbang,
Menurutnya, jika guru hon- 3 kurangan itu dialokasi-
orer tersebut diangl men;g. 1 balidalam APBD Pam-.
jl;(gugumsmtrak, ; ;bahan. twangnya e
rangan guru karena diting- emunmza. aki um -
gl guru kontrak sebelumnya, tahu apaka kekur ngan itu
patterlslkemban Disamping  ditutup darﬁsisa %NS
itu, penda ru honerer guru kontrak y
dajpat ddit ngkat agi l;larena 3:;11; akan dir:ari 1 sumber
maiﬁanggung eh Pem-~ 1ya. Sehingga
ﬁbj pertamakﬁnkmlqe -belu]t(u emnigﬁ:e utu:;‘kan
man mggarmnw. enapa  untuk mengangkat guru hon-
ndakg;%kaime guru  orer men;adiguruko trak. “Ini
honerer saja. Sehingga kuota
guru kontrak terpenuhi lagi,”
ujar politisi Partai Golkar, asal
Kelurahan Kalﬁmkeﬁmamn
Bulelengini.
Sementara Kepala Disdik- - n dana ity ditutup,
pora Buleleng, Gde Dharmaja  baru bisa kaml menga ngkat
met yambut baik ide pen- gurt henorer menjadi guru

katan guru honere guna

ga
mengisi posisi yang ditinggal
olehguru kontrark sebelumnya.

kontrak yang ada, belum sepe-
nuhnya dialokasikan dalam
APBD Induk 2019. Disebutkan,
untuk gaji guru kontrak baru
dianggarkan untuki 8 bulan.

Sedangkan untuk {2 bulan,

biasanya dialokasi
Eaﬁ]mdl APBD Peruba k02019
ekurangan gaji gu trak
AT 5 ] b%&a
sebesar Rp 6,5 miliar. “Nah

an kem-

rak,” tandas: bi okrat asal
Desa Bulian, —l Kubu-
tﬂmbahanmi.@klg L LA

T
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Terkendala Pengahhan At !

SINGARA]A NushBaiy:

Dermaga Pangkalan Pen-
daratan Ikan (PPI) Sangsit di
Banjar Dinas Pabean, Desa.
Sangsit, Kecamatan Sawan,
Buleleng yang rusak bertahun-
tahun hingga kini belum ada
penanganan. Perbaikan [grma-
ga PPl Sangsit yang selamna ini
dipakai tempat bongkar muat
ikan dari Sapeken-Bali, disebut
masih terkendala pengalihan
aset dari Pemerintah Kabu-
paten Buleleng ke Pemerintah
Provinsi Bali.

Kerusakan dermaga secara
bertahap karena abrasi ber-
tahtn-tahun silam tak dapat
diperbalkl oleh Pemkab Bule-
leng, menyusul pengalihan

“kewenangan kawasan laut

ke Pemerintah Provinsi. Dinas
Perikanan Kabupaten Bulele
pun pada tahun 2017 lalu su
sempat mengajukan proses
peralihan aset. Hanya saja sam-
pai saat ini masih buntu.
Hepa]a Dmas Penkanan Ka-

dari Pemerintah K-_abu%aten

menghapns aset dua kap:
untuk mempermudah perali-
han aset. Hanya saja sebelum
disetujui kapal sudah hilang

~ ditelan bencana. Atas kejadian

tersebut, kini Dinas Perikanan
Kabupaten Buleleng tengah
melengkapi administrasi dan
berita acara hilangnya kapal
patroli tersebut akibat ben-
can@ |y ldl

~Sementara itu Kepala Dinas

~ Kelautan dan Perikanan Provin-

si Bali, | Made Sudarsana dite-
mui di sela-sela acara Gemar
Makan Ikan (Gemari) di Laksmi
Graha menjelaskan sejauh ini
proses peralihan PPl Sangsit
masih menunggu kelengka-
pan administrasi. Pihaknya
pun menjelaskan jika proses
peralihan aset itu tidak bisa
dilakukan jika aset yang ditulis
dalam pengajuan tak sesuai
dengan kondisi riilnya, “Yang
masih menjadi ganjalan soal
kapal patroli. Tidak mungkin
kami terima kapal yang saat
ini riilnya tidak ada,” ucap Su-

it

“akuiny

bupaten Bulalang, Ni Made
Arnika menjelaskan, seluruh
aset PPl Sangsit sudah dis-
erahkan ke Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Bali.
Baik berupa gedung kantor,
dermaga serta pegawai yang
bertugas di sana. Hanya saja
belakangan peralihan aset itu
terganjal soal aset dua kapal pa-
troli perikanan yang mengalami
kerusakan dan hilang terbawa
bencana gelombang pasang,
yang hingga kini tak ditemukan
bangkm kapalnya.

“Ganjalan utamanya itu ada
di kapal patroli, sebenarnya ka-
pal itu sudah rusak lama, hanya
Maret kemarin hanyut terbawa
banjir, sampai sekarang belum
ketemu. Sebenarnya sebelum
kejadian hanyut dan tenggelam
sebenarnya sudah kami usul-
kan penghapusan, itu yang
belum bisa diterima secara
penuh di Pemerintah Provinsi
Bali,” kata Arnika.

Arnika juga menjelaskan
awalnya pihaknya berencana

o

darsana. | o

Pihak Pempro!v juga di-
sudah menyarankan
kepada Pemkab Buleleng un-
tuk menghapus aset tersebut,
untuk mempermudah proses
peralihan aset. Dinas Kelautan
dan Perikanan Bali mengklaim
saat ini masih melakukan pe
nataan birokrasi, sebelum aset
itu dikuasai secara penuh oleh
pemerintah provinsi. Termasuk
rencana pengelolaan PPl oleh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) Pelabuhan lkan, yang
hingga kini ]uga be}um ter-
bentuk.

Selain itu Sudarsana juga
mengaku kini masih mel-
akukan penataan organisasi.
Nantinya PPl Sangsit akan
dikelola Unit Pelaksana Teknis |
Dinas (UPTD) Pelabuhan Peri-
kanan. la pun berharap pem-
bentukan organisasi tersebut
segera dilakukan, sehingga
pengalihan, pengelolaan dan -
perbaikan PPI Sangsit dapat
dilakukan secepatnya, & k23
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kolah Gr-atis,Setiap Si

Bosda Rp 900.000 Per Tahun

Pemprov Bali Wacanaka-n'_Anggaran Rp 22 Miliar
dalam Setahun untuk

Gubernur Koster
memastikan semua
sekolah negeri dan
swasta akan diberikan
dana Bosda, sehingga
pendidikan di Bali
nantinya bisa gratis dan
berkualitas

DENPASAR, NusaBali

Para orangtua siswa di Bali
tidak perlu khawatir lagi harus
keluar biaya sekolah banyak
jika anak mereka tidak diterima
masuk di SMA/SMK Negeri.
Pasalnya, Pemprov Bali akan
siapkan anggaran Bantuan Op-

© SUMBUNGAN AR FALGANY |

Kantor Dinas Pendidikan Provinsi
Bali, Niti Mandala Denpasar, Ka-
mis (23/5).

Ngurah Boy menyebutkan,
untuk SMA swasta, setiap siswa
dianggarkan Pemprov Bali dapat
Bosda sebesar Rp 900.000 per
tahun. Sedangkan setiap siswa
SMK swasta, dianggarkan Bosda
lebih besar dari Rp 900.000 per
tahun, karena kebutuhan mereka
memang lebih besar untuk biaya
kegiatan praktek.

Total anggaran Bosda untuk
siswa SMA/SMK swasta dan
bantuan bagi siswa miskin yang
disiapkan Pemprov Bali dalam
setahun, dirancang mencapai
sekitar Rp 22 miliar. "Kita sedang
rancang ini. Tapi, karena sekarang
tahun anggaran sudah berjalan,
tentunya Bosda baru bisa dire-
alisasikan melalui APBD Pereu-
bahan 2019," tegas Ngurah Boy.

Kenapa dikeluarkan kebijakan
Bosda? Menurut Ngurah Boy,
persoalan yang sering muncul
saat PPDB adalah orangtua men-
ginginkan anaknya masuksekolah
negeri, dengan alasan biaya seko-
lah di swasta mahal. Sedangkan
PPDB sendiri bermaksud untuk
pemerataan, agar tidak numplek
di satu sekolah dan menekan
paradigma lama tentang sekolah
unggulan. Saat ini, sekolah SMA/

dan 220 sekolah swasta.

rah Boy, bukan berarti kebijakan

lah swasta. Pihaknya juga akan

SMK di Bali jumlahnya 360 unit, I
terdiri dari 140 sekolah negeri |

Meski Bosda diperuntukkan |
bagi SMA/SMK swasta, kata Ngu- -

ini akan diberikan ke semua seko- |

erasional Sekolah Daerah (Bos-
da) sekitar Rp 22 miliar untuk
SMA/SMK swasta se-Bali, se-
hingga siswa bisa sekolah tanpa

dikenai pungutan alias gratis.
Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy

Jayawibawa, mengatakan kebi-

jakan Bosda untuk SMA/SMK
swasta di Ball ini rencananya
akan diberlakukan tahun depan.
Menurut Ngurah Boy, kebijakan

melihat sekolah tersebut dari sisi
finansial. Sebab, ada juga sekolah
swasta yang bertaraf internasi-
onal dan cukup mapan. “Kita lihat
juga itu, tidak asal-asalan. Kita
lihat dulu kemampuan sekolah
tersebut,” katanya.

 Di sisi lain, persoalan tenaga
pengajar disekolah swasta kadang
juga menjadi pertimbangan para
orangtua untuk menyekolahkan
anak mereka di sana. Terkait hal
tersebut, menurut Ngurah Boy,
guru-guru negeri yang berprestasi
bisa diperbantukan di swasta,

. "Istilahnya, ada pemerataan,
Guru-guru negeri yang memang
berprestasi bisa diperbantukan.
Jangankan guru negeri ke swasta,
antar sekolah negeri saja guru
yang memiliki kemampuan
lebih agar diputar (di-rolling)
ke sekolah-sekolah yang masih
perludikembangkan prestasinya,”

* terang Ngurah Boy. ;

Dikonfirmasi NusaBali secara
terpisah, Kamis kemarin, Guber-
nur Wayan Koster memastikan
semua sekolah negeri dan swasta
akarr diberikan dana Bosda. Den-
gan-begitu, pendidikan di Bali
nantinya bisa gratis dan berkuali-
tas. Berapa besaran anggarannya,
akan dibahas bersama legislatif,
“Kita akan kasi Bosda semuanya,

-~ supaya adil. Nanti dibahas dulu,”
" tegas Gubernur asal Desa Sembi-
ran, Kecamatan Tejakula, Buleleng
yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Sementara itu, Asisten Om-

* budsman RI (ORI} Perwakilan
Bali, Ni Nyoman Sri Widiyanti,
yang diundang dalam acara sos-
falisasi kemarin, mengingatkan
agar pelaksanaan PPDB dilakulan
dengan konsisten. Jangan sampai

SMA/SMK Swasta

ini merupakan usulan Gubernur
Bali Wayan Koster.

“Menurut Bapak Gubernur,
tidak ada yang namanya sekolah
negeri dan swasta. Yang ada

‘adalah sekolah pemerintah dan

masyarakat. Keduanya harus
diayomi,” ujar Ngurah Boy di
sela-selaacara sosialisasi aturan
Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) untuk SMA/SMK Negeri
Tahun Ajaran 2019,/2020 di Aula

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

di tengah jalan nanti malah ter-
jadi kisruh, seperti pelaksanaaan
tahun lalu hingga harus membuka
PPDB gelombang kedua.

“Kami ingin standar opera-
sional prosedur dilaksanakan
lebih konsisten untuk diterapkan,
agar jangan seperti tahun lalu.
Sudah membuat reguasi dan
teknis, tapi di tengah perjalanan
ada persoalan teknis pelaksanaan,
lalu terjadi kisruh lagi sampai
buka gelombang kedua,” pinta Sri
Widiyanti,

Pihak sekolah juga diminta
jujur dalam menyampaikan kuota
di sekolahnya. Jangan sampai
terkesan pemaksaan menerima
siswa melebihi daya tampung,
sehingga berdampak mengurangi
mutu pendidikan. “Sekolah harus
benar-benar menyampaikan daya
tampungnya. Kalau daya tampung
400, ya sampaikan 400, jangan bi-
lang 300, sehingga ada sisa untuk
gelombang berikutnya.”

Selain itu, Sri Widiyanti juga
menyoroti masalah penerimaan
lewat jalur prestasi yang kerap me-
nuaui keluhan masyarakat, hingga
kemudian dilaporkan ke Ombuds-
mar. Tsri Widiyanti pun meminta
ada verifikasi peserta lewat jalur
kurang mampu, meskipun sudah
terverifikasi sebagai penerima
Kartu Indonesia Pintar.

‘Kalau sekarang sudah jelas
melalui verifikasi sertifikat. Ka-
lau tahun sebelumnya, sempat
ada yang menggunakan piagam
Pesta Kesenian Bali (PKB), yang
kemudian menimbulkan ker-
ibutan, Belum lagi mengenai dinas
yang mengesahkan atau menge-
tahui piagam tersebut,” tegas Sri
Widiyanti. S ind,nat

swa Disiapkan T
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Radar Bali

PLTSa Suwung Butuh
Rp1,7 Triliun’

Pemkot
Mendukung,
Dokumen
Kajian Citarget
Juli 201¢

DENPASAR - {encana pem-
bangunan Pem jangkit Listrik
Tenaga Sampal (PLTSa) Den-
pasar, Badung Gianyar, Ta-
banan (Sarbagi a) di Suwung,
Denpasar Sel itan ternyata
membutubkan investasi yang
tak sedikit, Ang jaran yang dib-
utuhkan mencapai USD 120
juta ataw Rp1,7 triliun lebih.

Halitu erung w@p usai adanya
rapat koordina i pemb  “san
proyek ini di C-edung Ate
Percepatan Penyediaan

- Infrastrekwur Py ioritas (KPPIP),

Gedung Pos 1l nikota, Jakarta,
Rabu (22/5) ke marin.

Dalam rapat ni, Pemerintah
Kota Denpasa ' dibadiri Wakil
Wali Kota 1G ¥ Jaya Negara.
Hadir juga € ubernur Bali,
Wayan Koster serta sejumlah
pimpinan Kat upaten/ Kota di

Bali seperti B ipati Gianyar, [/

Made Mahay: stra serta Wakil
Bupati Tabanan, | Komang
Gede Sanjaya Rapart dipimpin
Direktur Proy :k Sektor Energi
dan Ketenagi listrikan KPPIP,

Triharyo Soe: ilo dan dihadiri .
juga Kabid Inirastruktur '

Kelistrikan K :menko Bidang
Kemaritiman Trinaldy
Konnery, serta diikuti
perwakilan cari Kordinator
JAMDATUN, PT, Indonesian

Power sertaPT. Waskita Karya.
Wakil Wali akota Denpasar,
IGN Jaya Negara menyatakan
rapat pembahasan status
Pembangkit Listrik Tenaga
Sampah Sarbagitd yang dapat
menjadi langkah maju bagi
pengelolaan sampah terpadu
khususnya di Kota Denpasar,
Kata dia, mengingat upaya
pengelolaan sainpah yang baik
merupakan hal kompleks dan
perlu sinergitas seluruh pihak

untuk merumuskan solusinya. |
R G HES Ry Sold. |

“Tentu pengembangan proyek
PLISa Sarbagita ini sejalan
dengan komitmen Pemkot
Denpasar dalam menjaga
kelestarian lingkungan, sepert
juga yang telah dilakukan
dengan penerapan Perwali
36 Tahun 2018 Tentang
Pengurangan Penggunaan
Kantong Plastik dan juga
sejurnlah program pele}tariun

“yang menggandeng seluruh
lapisan masyarakat,” ujar Jaya
Negara, Ditambahkan dengan
adanya proyek ini dirinya
bérharap sampah khususnya
di Kota Denpasar akan bisa
terurai secara lebih signifikan.
Penanggulangan sampah
menurut Jaya Negara adalah
merupakan isu strategis yang
harus segera dicarikan jalan
keluarnya, karena kalau ridak
segera ditanggulangi akan
membawa berbagai dampak
yang tidak menguntungkan
bagi Kota Denpasar dan Bali
pada umumnya.
Sementara, Direktur
Proyek Sektor Energi &
Ketenagalistrikan KPPIP,
Triharyo Soesilo, mengatakan
telahidilaksanakan sebelumnya
Penandatanganan Head of
Agreement antara P1T.Waskita

W
Karyadan PTIndonesia Power
terkait pengembangan PLTSa

TPA Regional Sarbagita Bali

pada 29 Januari 2019 laly.
“Indonesia Power akan bekerja
sama dengan PT,Waskita Karya

dalam membangun proyekini:

dengan sinergi BUMN; Serta
juga dikoordinasikan dengan
PTPLN serta berkonsultasj
dengan Kementerian ESDM”
ujar Triharyo Soesilo.

Lebih lanjut dikatakannya,
dari rapat kali ini telah
_disgpakati sejumlah poin dj
antaranya Dokumen Kajian
diselesaikan pada bulan Juli
2019, Legal Opinion dari
JAMDATUN untuk kerjasama
antara PT. Indonesia Power

den_gan PT. Waskita Karya
unf_uk Pengembangan
PLTSa Sarbagita Bali akan

diselesaikan secepatmya,

Pemprov Bali dan
Pemkot serta Pemerintah
Kabupaten lainnya telah juga
menandandatangani MoU
Pasokan Sampah pada Mei
2019 lalu.

Pengembangan Proyek
Instalasi Pengolahan
Sampah Pembangkit Listrik
Tenaga Sampah (PLTSa)

b S = 77 Sarbagita ini rencananya
'-"_gl@gkungan strategis lainhya | 5 ¥

akan dikembangkan di
kawasan TPA Suwung,
Denpasar yang ditargetkan
‘akan beroperasi mulai
Tahun 2021 dengan tahap
konstruksinya dimulai pada
tahun 2019 ini. Dengan nilai
Investasi mencapai USD, 120
Juta dan dapat menampung
1200 ton sampah per hari.

| (feb/yor) |

Pakai Dana Kontribusi
Wisatawan

SOAL sumber pendanaan proyek ini akan menggunakan dari
berbagai sumber. Sedikitnya ada empar sumber pemasukan
PLTSa yakni penjualan listrik, rencana kontribusi wisatawan,
biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) dan bantuan BLPS
dari Dana ALokasi Khusus Non Fisik serta usulan dukungan
pemerintah dari Dana Dukungan Tunai Infrastruktur untuk
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Penggunaan
kontribusi wisatawan ini tentunya cukup menarik, karena belum
lama ini Pemprov Bali memang berencana mengenakan kepada
wisatawan kontribusi masuk ke Bali. Per orang adalah USD10,

Untuk persiapannya diharapkan PT Indonesia Power dan PT Waskita
Karyatidak hanya menyiapkan kajian tetapi juga perencanaan lainnya,
KPPIP juga akan membantu untuk memberi dokumen studi terbuka
unfuk umum’” ungkap Triharyo Soesilo. (feb/yor)

|
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‘Anggaran Dipotong,
Penyelenggara Waswas

Ketua KPU Jembrana I Ketut Gde Tahgkas Sudiantara
mengatakan, anggaran sebesar Rp 25 miliar yang telah
disampaikan kepada pemerintah kabupaten Jembrana sudah
sesuai dengan pos anggaran kebutuhan selama pilkada, mulai
dari tahapan awal hingga penghitungan. “Kalau dikurangi lagi,
anggaran pasti kurang,’ ujarnya, Rabu (22/5).

Menurut Tangkas, anwmnpﬁkadamdgmakmtmmkbbm&nn
logistik pemilu, mulai dari surat suara hingga kotak suara. Karena untuk
kotak suara yang telah digunakan untuk pilpres sudah tidak boleh
digunakan, sehingga harus mengadalmn lagi sesuai dengan jumlah
tempat pemungutan suara (TPS) se
Jembrana sebanyak 550 buah.

~ Selain kebutuhan logistik,
®  honor penyelenggara dari tingkat
- kecamatan, desa dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara
- (KPPS) di setiap TPS jumlahnya

ribuan. Sebagian bekerja

selama 9 bulan, kecuali KPPS.

Sehingga membutuhkan honor

penyelenggara yang cukup banyak.

“Kalau kami di KPU sudah tidak ada

BASRADAR BALI

DIKURANGI: Ketua KPU Jembrana
IWG@Tm&m i

l sammmyammnpm:mmmmnmstmmapsmm
Anggaran tersebut untuk kebutuhan pengawasan selama pilkada 2020
mendatang, Porsi anggaran terbanyak untuk honor dari jajaran pengawas
dari tingkat kecarnatan hingga tempat pemungutan suara.

Pelaksanaan pilkada 2020, lanjutnya, berbeda dengan pllhada
2015, dimana jajaran pengawas hanya tingkat desa. Sedangkan
I pada pilkada 2020 mendatang, pengawas hingga tingkat TPS satu

g pengawas. Tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar

ntuk membayar honor pengawas tingkat kecamatan, desa dan

TPS. “Pengawas tingkat TPS diperlukan untuk memaksimalkan
pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik,” tandasnya. &

Sebelumnya, sekretaris Daerah Jembrana | Made Sudiada
| menambahkan, pada pemilu 2015 lalu anggaran total sekitar Rp
17 miliar lebih. Rinciannya, KPU Jembrana sekitar Rp 11 miliar,
Bawaslu Jembrana sekitar Rp 3,8 miliar, Polres Jembrana Rp 2,5
miliar dan Kodim 1617 Jembrana Rp 400 juta. “

Namun pengajuan untuk Pilkada 2020, semuaanggaran yang diajukan
naik menjadi sekitar Rp 33 miliar lebih. KPU Jembrana terbesar Rp 25
miliar, Bawaslu Jembrana setelah dirasionalisasi Rp 5,7 miliar, Polres
lembrameBmihardan’KodimlGl?}embmnaRpﬁija. 1

masing- masingmstans;mamhwﬂahlﬂng, _
semua anggaran menjadi Rp 22 miliar, dlbagl hebtm.han untdt
; semua instansi yang mengajukan anggaran. (bas/rid)
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Setahun, Pesangon
Karyawan Perusda
Tak Terbayar

NEGARA - Kinerja Wakil
Rakyat Provinsi asal pemili-
han Jembrana dipertanyakan.
Ini terkait kasus pesangon
karyawan yang belum diba-
yarperpsahaan daerah (Perus-
da) Provinsi Bali unit Perkebu-
nan Pekutatan. Pasalnya, ma-

| salah yang berkaitan dengan

hak karyawan ini sudah terjadi
sejak setahun lalu dan saat ini
bertambah masalah pesangon
karyawan yang pensiun.
KetuaKomisi BDRPD Jembrana
I Nyoman Sutengsu Kusuma Yasa

Kineoia DPED
Provinsi
Dipertanyakan

mengatakan, masalah pesangon
mantan karyawan yang pensiun,
Suheng mengaku mendapat
keterangan dari Perusda Bali
dan PT. CIPL, saat ini keuangan
perusahaan belum mampu
membayar sekaligus. Perusahaan
akan membaya: pesangon secara
bertahap. “Kami akan ingatkan
lagi)” janji dia.

Masalah Perusda ini, setahun
lalu tepatnya 19 Febmari 2018,
komisinya sudah melakukan
inspeksi ke perusahaan yang
mengelola perkebunan karet
di Desa Pekutatan, Kecamatan
Pekutatan. Saat itu terjadi
masalah hak karyawan yang
belum dipenuhi perusahaan,
mulai mengenai cuti dan gaji

Lid

Kami sudah sering sampaikan pada mereka (DPRD
Provinsi) agar masyarakat Jembrana hak-
haknya jangan diabaikan. Ngapain mereka tidak
pernah ngomong, ngapain saja mereka sebagai
wakil rakyat dari Jembrana.”

1 NYOMAN SUTENGSU KUSUMA YASA
Ketua Komisi B DRPD Jembrana

bidang perkebunan karet
bekerjasama dengan PT Citra
Indah Prayasa Lestafti (CIPL)

.merupakan kewenangan dari

Provinsi Bali. Akan tetapi, DPRD
Jembrana sering memperingati
perusahaan karena karyawannya
merupakan warga Jembrana.
“Kami hanya berkepentingan

dari sisi pekerjanya. Harus

segera diselesaikan masalahnya,’
terangnya.

Sebelum masalah pesangon
pensiun ini mencuat, pihaknya
sudah mendorong DPRD
Provinsi khususnya dari
daerah pemilihan Jembrana
untuk mengingatkan perusda

M. BASIRIRADAR BALI
yang udak dibayar sepenuhnya
serta pemotongan tunjangan.
“Sejak setahun lalu sudah kami
ingatkan untuk memperbaiki
manajemennya,” ujarnya,
kemarin (14/5).

Menurutnya, Perusda
Provinsi Bali yang bergerak

n -

Provinsi Bali ini. Karena
dewan asal Pekutatan ini
menduga ada masalah
administrasi yang serius di
Perusda Bali, jadi bila perlu
harus diganti semua. “Kami
sudah sering sampaikan pada
mereka (DPRD Provinsi) agar
masyarakat Jembrana hak-
haknya jangan diabaikan.
Ngapain mereka tidak pernah
ngomong, ngapain sajamereka
sebagai wakil rakyat dari
Jembrana,” ungkapnya.
Masalah pesangon pensiun
mantan karyawan Perusda
Provinsi Bali unit Perkebunan
Pekutatan, disampaikan ke
DPRD Jembrana. Sebanyak 7
orang karyawan yang pensiun

s_L-iak Januari lalu belum dapat
pesangon yang nilai totalnya
Rp 300 juta lebih. Saat Dinas

. Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Jembrana, melakukan
mediasi mantan karyawan
dengan perusda Provinsi Bali
dan PT. Citra Indah Praya
:;.L’stan (CIPL), selaku pihak
asta yang bekerjasama
nengelola perkebunan milik
erusda. Setelah dua kali
ediasi, tanggal 9 dan 23 April
lalu, pihak perusda dan PT.
IPL, berjanji akan membayar
30 April. Namun hingga saat
ini belum ada pembayaran
dari perusahaan plat merah
tersebut.(bas/gup)
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Pemkab Sebut
Akan Diaktifkan

hewan (RPH) di Desa Temesi,
Gianyar sudah bertahun-ta-

ya akan diaktifkan kembali.
Pemkab Gianyar kini sedang
menunggu proses hibah dari
pemerintah provinsi ke kabu-
paten. Apabila proses lancar,
rencananya pada 2020 men-
datang RPH tersebut sudah
bisa beroperasi.

Kepala Badan Perencanaan
|l dan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Gianyar Gede
Widarma Suhartamenyatakan,
RPH Temesi akan dikelola
oleh perusahaan daerah.
Antara RPH Gianyar dan
RPH Denpasar akan bekerja
sama. “Dari provinsi kami
ditunjuk sebagai tempat
pembuatannya yakni RPH itu
sendiri. Sedangkan Pemkot
Denpasar sepertinya ditunjuk
sebagai tempat pemasaran
sejenis supermarket daging,’
|; ujar Widarma Suharta, Selasa
(14/5).

Menurutnya dalam proses

GIANYAR- Rumah potong

hun mangkrak. Rencanan- [

pengkajian bangunan dan

peralatan masih dicek.
Mengenai apa saja yang
harus diganti dan harus
dibeli, pihaknya memastikan
dengan anggaran yang akan
dihabiskan nanti, Pemerintah
menganggarkan Rp 3 miliar
sebagai dana penyetaraan.
“Tapi tidak semuanya
diperuntukan dari dana
penyetaraan untuk RPH,
melainkan salah satunya

Rumah Potong Hewan
Temesi Lama Mangknak

LAMA MANGKRAK: Rumah potong hewan Temesi segera diakiifkan kemt

terdapat digunakan sebagai

modal untuk mengelola RPH.

tersebut,” terangnya.
Terkait kepemilikan tanah
sejak awal merupakan milim

Pemkab Gianyar. Namun,

peralatan dibeli oleh pusat.
Sedangkan bangunannya milik
provinsi. Namun untuk saat
ini rencananya semua aset
tersebut akan dimiliki oleh
Pemkab Gianyar dan sudah

djurus bidang aset. ‘Sec&ra
rinsip tidak masalah, tinggal
administrasi saja,” ujarnya.
Soal daging sapi pihaknya
akan bekerja sama dengan
tel dan restoran yang
térsebar di kabulaten Gianyar
sekeitarnya. “Mengingat
didukung juga dengan Pergub -
yang terdapat di dalamnya
engutamakan pemanfaatan
goduksi Bali,’ ungkapnya.

A% I
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na.abrasipama'iL

sepanjang
pantai Jembrana sekitar 76 ki-
Senderan i , lometer dari Desa Pengragoan
_ _ . hingga Kelurahan Gilimanuk,
Penahan Abrasi sekarsokiometerlebindizziit
ik kritis pantai sudah kritis. Abrasi
 NEGARA - Harqpan m%s- di Pantai Pebuahan dan
yarakat pesisir Jembrana ada  pantai Gilimanuk. A dipan-
program pembuatan senderan  tai ini sudah buat puluhan
pantai untuk menqhan abrasi rumahwmga ha_n
pupus»Paneﬂmahpusatmlﬂhﬂ ‘Sehingga, Pantai Pebuahan
Kementerian P Umum  gsekitar 2,2 kilometer kritis dan rl
dan Perumahan at (PUPR)  perlu penanganal,u cepat agar
pada 2019 ini tid engalo-  abrasi segera teratasi sehingga
kasikan anggaran Wk mem- ndakmemsak pemukirman war-
buat senderan paFtal untuk  ga Berkurangnya daratan akibat
m::ahanabrasl. i abrasi di Pantai Pebuahan ini
dahal, datadari  sekitar tiga meter setiap tahun.
dinas pekeqaan umpm Iembra~ Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan'ktamm:g,Penahahandm bantuan senderan‘pan}m Na-
Kawasan PemukimanJembrana  mun ternyata, tahun ini tidak
I Wayan Darwin mengatakan, ada alokasi an untuk
pihaknya sudah mengusulkan ~ pembuatan senderan pantai
kepada pusa!ag?rbebempaﬁtik Jembrana. pantai Bali
hanya Buleleng yang dapat,”
L3k

pantai yang abrasi mendapat

jelasnya, Selasa (28/5).
Menurutnya, pembuatan sen-
deran abrasi dengan membuat
tanggul memerlukan anggaran
cukup besar. Sehingga, pemer-
intah pusat harus membagi an-
ggaran untuk wilayah yang ter-
dampakabrasi. “Mungkinkarena
keterbatasan anggaran,’ dugadia.
Darwinmenarnbahkan, mengata-
si abrasi dengan senderan metnili-
ki sisi positif dan negatif. Positifnya,
pantai tidak adan tergerus abrasi
lagi karena tertahan arnmor atau
batu-batu berukuran besar. Na-
mun dampak negatifnya, armor
yang biayanya mahal dan meru-
sak lingkungan karena memer-
lukan batu yang besar yang saat

ini sulit didapat.Sehingga salah
satu solusi yang saat ini tengah
uji coba adalah geotextile tbe
yang sudah terpasang di empat
titik abrasi di Pantai Pebuahan,

Desa Banyubiru. Empat buah
empat geotextile tube dipasang
sekitar 20 meter dari geris pantai
sejak 2018 tersebut, sudah ada
hasil. Terlihat garis pantai sudah
ada perbedaan, antara yang
terpasang geotextile tube dan
tidak dipasang. Menurutnya,
geotextile tubetersebut untuk
mengumptilkan pasir ke pesisir
pantai. Semakin banyak pasir
yang terkumpul di pantai, seh-
ingga daratan tidak lagi tergerus
abrasi. (bas/gup)
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%e vang terlihat di jalan

Gunung Kauh, Munti Gunung Induk,
Munti Gunung Kangin dan Bukit Sari.

'l'erka banyaknya jalan rusak tak

h Perbekel Tianyar Barat, T Gde

ris ']uliﬁwan ‘Menurut Agung

rusak di desanya men-

ai 31 eter. Agung mengatakan
dari 3] ometer jalan rusak, terdapat
15 Km jalan desa dan 16 Km merupakan
jalan Kabupaten. “Di Tianyar barat jalan-
jalan ham mmleratarusak," ujar pria asal
Munti Gunung kep&da koran ini, Jumat

Se tu‘a ttu jahn kabupetan yang

rusak juga cukup pﬁﬂang Di antaranya
adalah jalan Mu unung-Bukit Catu;
Munti Gunung ah menuju Bukit

Catu; Munti Gunung Tengah menuju
Bukit Sari dan jalan Munti Gunung ke
jalan nasional jalan raya Amlapura—
Buleleng. |
Sedanghmumuk}alandesayangmsak
di Banjar Munti Gunung Kauh sepanjang
5 kilomptex:, Munti Gunung Tengah 2
Km, Munti Gunung Induk 1 Km, Munti
 GunungKangin 1 Km, dms&nya terse-

r— r _ .

il

jar Munti

BﬁWﬁ?Mas lainnya.
jalamsak tersebut

1j tnya, Dinas PUPR

: 3 beqrencaiaa &m_melah:kan perbaikan *

Gunung menuju Bukit Sari.
Kita th, kataAgung
ung berharap Pemkab Karangasem

egera menuntaskan perbaikan
rusak di desa. Sebab, jalan
akan sangat mendorong perekonomian
warga desa. Terlebih lagi warga di Munti
Gunung yang selama ini dikenal dengan
“Desa Gepeng”. Tanpa sentuhan pem-
bagunan di desa tersebut, lanjutnya,
akan sulit mengajak warga yang doyan
mengemis untuk kembali ke desanya
untuk membagun. “ Nah, dengan adanya
jalan bagus nantinya diharapkan warga
Munti Gunung bisa kembali membagun
desa mereka. Dengan demikian ekomomi
pedesaan akan menggeliat dan hidup,’
bebernya. li4

Terkahanmaran dana desatahun 2019
ini akan dilakukan perbaikan jalan sepan-
jang 6 km. Di antaranya 1 km jalan Batu
Meyeh, 3 km jalan Banjar Munti Gunung
Kauh dan Munti Gunung indul sepan-
jang 1 km. Sementara di Munti Gunung
Kangin akan diperbaiki sepanjang 1 km.

Untukjalan Desa diakui Agung, pihak-
nya secara rutin melakukan perbaikan
setiap tahunnya. Desa Tianyar Barat
mampu memperbaiki jalan desa 6 km.

Perbaikan jalan diakuinya menjadi
prioritas utama untuk menapang per-
ekonomian desa. (tra/dot)
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Kunjung Dibayar

NEGARA - Mantan karyawan
perusahaan daerah (Perusda)
Provinsi Bali Unit Perkebu-
nan Pekutatan, menuntut
perusahaan untuk membayar
pesangon yang belum dibayar
sejak pemberhentian dengan
hormat atau pensiun 2 Januari
lalu. Sebanyak tujuh orang
karyawan yang pensiun be-
lum da%npesﬂngon dengan
total Rp 300 juta lebih.

Ketut Sudarma, mantan
karyawan Perkebunan Peku-
tatan mengatakan, masalah
tersebut sudah disampaikan
kepada Dinas Penanaman

e 2l — =

antan Karyawan

Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
Jembrana. “Sebagai warga

~ Jembrana, saya juga minta
bantuan wakil rakyatmemban-

tu masalah ini," ujarnya, usai
menyerahkan surat pengad-
uan ke dewan kemarin (13//5).

Pria yang sebelumnya men-
jabat supervisi teritorial sela-
ma 35 tahun di perusahaan
plat merah tersebut menjelas-
kan. Semestinya pesangon
dibayar sejak pensiun awal
Januari 2019 lalu. Nilai total-
nya sebesar Rp 49 juta lebih.
Selain Sudarma, masih ada
6 karyawan lain yang juga
belum dibayar pesangonn-
ya. Jadi total pesangon sebesar
Rp 346 juta lebih. “Pada saat
mediasi perusahaan memang
mengakui penggajiannya ti-

Ak @

Kami sudah koordinasi
dengan direksi. Belum
bisa memastikan kapan
- dibayar (pesangon).
Tapi tetap akan kami
| bayar”
KETUT NASA
Kepala Unit
Nasa mengakui bahwa sam-
pai saat ini pesangon mantan
karyawan yang sudah pensiun
belum dibayar. “Tetap kami

bayar pesangonnya,” jawabn- .

yadari balik telepon genggam-
nya. Baik Perusda maupun
PT.CIPL masih terkendala
keuangan. Sehingga menung-

‘gak pembayaran pesangon

mantan karvawan yang nilain-
ya Rp 300 juta lebih. “Kami

 ad

Janjinya 30 April. Tapi
sampai sekarang tidak
ada yang dibayar.”
KETUT SUDARMA
Mantan Karyawan

sudah koordinasi dengan di-
reksi, Belum bisa memastikan
kapan dibayar (pesangon).
Tapi tetap akan kami bayar,”
tegasnya. (bas/gup)

rusda Mesadu ke D

dak sesuai dengan standar
upah,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dinas Penana-
man Modal, Pelayanan Ter-
padu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Jembrana sudah me-
diasi mantan karyawan den-
gan Perusda Provinsi Bali dan
PT. Citra Indah Praya Lestari
(CIPL), selaku pihak swasta
yang bekerjasama mengelola
perkebunan milik Perusda.
Setelah dua kali mediasi.
Tepatnya pada 9 April dan
23 April lalu, pihak perus-
da dan PT. CIPL, berjanji
akan membayar pesangon 30
April. “Janjinya 30 April. Tapi
sampai sekarang tidak ada
yang dibayar,” terangnya.

Di bagian lain Kepala Unit
Perkebunan Pekutatan Pe-
rusda Provinsi Bali Ketut

Edisi __Qekas;_q
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AMLAPURA-Tim Badan

Daerah (BPBD) Karangasem
bersama warga Bukit Ga-
lah akhirnya membangun
jembatan dan jalan baru di
tepi barat desa. Iemba{tan
tersebur beberapa kali sem-
pat putus saat terjadi ban-

Agung. Terakhir jembatan
tersebut putus saat hujan
lebat September 2018 lalu.
Awalnya, warga bukit Galah
memilih mengungsi ke Dusun

Selat. Mereka ogah kembali
ke desanya. Sebab, warga
takut kalau Gunung Agung
erupsi. Lebih-lebih jembatan
serta jalur evakuasi masih
rusak parah. Jembatan u]hng
barat desa putus sehingga sullt
pulang ke kampung. |
Saat itu, BPBD Karang‘as-
em sempat meminta ban-

SR i

Penanggulangan Bencana

jir lahar hujan di Gunung

Tegeh, Desa Amerta Bhuana,

Kauh segera rampung. Jembata
jalur evakuasi.

tuan alat berat ke Dinas
PUPR. Bahkan, memba-
gun jembatan darurat. Na-
mun, saat banjir datang
jembatan tersebut kembali
hanyut. Bersamaan den-
gan itu jembatan darurat
yang menghubungkan Jalan
Geriana Kangin dan Geri-

INFRASTRUKTUR: Fﬂﬂbﬂlﬁﬂﬁ mnlﬁ
budi, Selat yang menghuhungi;nn Jalan Geria

Panti juga hanyut. Warga
Bukit Galah saat ini sudah
bisa kembali ke kampung
halamanya. Mereka adalah
pengungsi terakhir Gunung
Agung 2018.

Menurut Kepala Pelaksana

Dia berharap dengan diba-

aﬁﬁgi’ meli&ms* di .atas;-' ujarny;
'Wkﬂé &abuh atau Tukag, e

BPBD Karangasem IB Ketut

- Arimbawa, jembatan yang

dibangun sangat penting
untuk jalur evakuasi jika
suaju waktu terjadi bencana
Gunung Agung erupsi.

jaan jembatan tersebut
menggunakan anggaran
dana desa. Pengerjaan jem-
batan berlangsung selama 56 -
hari kalender. Dan kemarin
masih dalam tahap penger-
jaan akhir. (tra/dot)
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Proyek Puskesmas Diduga
Rekayasa

AMLAPURA Sejumlah
kontraktor lokal ii Karangas-
em merasa kece va terhadap
lelang provek pembangunan
Puskesmas Selat (DAK) yang
dilakukan oleh Kelompok
Kerja Pemilihan ! Pengadaan
Barang/Jasa Penierintah Ka-
bupaten Karangisem. Pasal-
nya, lelang ini diduga penuh
dengan rakayasa dan "penga-
turan” serta permainan Pokja
untuk memenangkan satu
peserta lelang. te rutama dari
segi persyaratan

Dugaan itu te -baca pada
laman LPSE Kirangasem
dengan menyebutkan, untuk
dokumen penawaran pok-
ja mempersyaritkan harus
memiliki Sertifi <at Manaje-
men Mutu (IS0 90001, ISO
14001 , serta Sestifikat Kese-
lamatan dan Kes :hatan Kerja
(OHSAS 18001) yi .ng terakred-
itasi KAN terhadap penyedia

barang dan jasa untuk usaha
kecil,dan mempersyaratkan
SKA untuk usaha kecil. Se
dangkan berdasrkan permen
PU NOMOR 07/PRT/M/2019
sudah jelas untuk usaha ke-
cil tidak mempersyaratakan
persyaratan tersebut, namun
pokja berdalih dan mengang-
gap pekerjaan ini kompleks
dan beresiko tinggi.

Menurut sejumlah kontrak-
tor, pekerjaan tersebut se-
mestinya tidak bisa dianggap
pekerjaan kompleks/beresiko
tinggi. Sejumlah Kontraktor
menilai lelang proyek Pukes-
mas Selat tidak beres. Sebab,
pokja sengaja menambahkan
persyaratan yang tidak diatur
dalam Permen PU, utamanya
dalam jumlah personil dan
penyedia harus memiliki
Surat Referensi Kinerja dari
pemberi kerja sebelumnya
maksimal 2 (dua) tahun ter-

0

I1SO 14001 dan OHSAS 18001
menjadi persyaratan dalam
kegiatan ini. Yang persyaratan
tersebut termasuk syarat
dokumen lain atau tambahan
syarat sesuai dengan Permen
PUPR yang berlaku.”

KETUT SURANATA
Pokja 2 ULF Karangasem

akhir dengan menyatakan
kinerja minimal memuaskan,
untuk pekerjaan bangunan

*® gedung, sekurang - kurang-

nya 2 (dua) Surat Referensi
Kinerja dari Instansi (Pemer-
intah/Swasta) yang berbeda.

Hal tersebut kesannya san-
gal dipaksakan mengingat
pada acara anwizing sejumlah
kontrakior mempertanyakan
atau mengusulkan agar tidak
mempersyartkan seperti terse-

but karena diliai bertentan-

gan dengan Permgn PU atau
peraturan lain terkait dengan
pengadaan barang dan jasa.
“Padahal persyaratan refer-
ensi perusahaan seharusnya
tidak di persyaratkan “ ungkap
sejumlah Kontraktor di Karan-
gasem, Kamis (30/5).

Akibat pengatdran yang
dibuat-buat, papar sumber,
seluruh kontraktior lokal
Karangasem tak hisa mengi-
kuti lelang kegiatan tersebut.
Kecuali hanya satu perusa-
haan/kontraktor luar Kab./
Kota yang bisa mengikut
lelang. Diduga ada permain
andan "kongkalikong” antara
rekanan dengan pokja.

“Sebaiknya, PPK dan Pokja
lebih berhati-hatiimenyusun
dalam dokumen lelang sep-
ertl ini. Guna menghindari
persaingan usaha yang tidak
sehat , " keluh sumber.

Karena itu, sejuinlah kon-

traktor mengharapkan pihak
terkait agar ikut memantau
adanya proses lelang terbu-
ka ini. Terkait hal (u, Ketut
Suranata dari Pokja 2 ULP
Karangasem dalam dokumen
penawaran LPSE nienjelas-
kan, persyaratanyang dibuat
oleh PPK telah melalui berb-

(tra/rid)

agai pertimbangan, sehingga
hasil yang diperoleh berkual-
itas. Sebab itu, dari satu dan
dua pekerjaan konstruksi ini
memiliki sifat kompleks (ber-
isiko tinggi) oleh karenanya
ada SKA. 150 90001,

“ISO 14001 dan OHSAS
18001 menjadi persyaratan
dalam kegiatan ini. Yang
persyaratan tersebut ter-
masuk syarat dokumen lain
atau tambahan syarat sesuai
dengan Permen PUPR yang
berlaku,” tandas Ketut dalam
laman LPSE Karangasem.

Edisi -3
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| o Bangunan Pusat informas; Wisa-
“tawan Manqkr;ak;

~ BANGLI, TRIBI ml

- Dua tahun berlalu sejak
kelarnya masa renovasi, ba-
ngunan Tourist Informasiort
Center (TIC) di wilayah Kin-
‘tamani belum juga memliki
penghuni. Kini banginan
sanmnpsoojum mmn

_sar. Dari sisi lokasi, bangun- _

“an ini cenderung berada di

da}mnmquasarsehmga

' ngunan ini juga dipenuhi 1
'koloranhcwgndanbeﬁem

kan. Pantauan TrtbunBaH
Rabu (15/5). bagtan depan

bagi para pedagang mele-

‘takkan grobak

Sedangkan halaman ‘I'IC
~tipenuhi dengan semak be-

lukar yang tumbuh subur.,

Di sisi kanan maupun kirk

~ pintu masuk. Selain itu ba-

mmbemikan k 1o
|r

sadar wisata (Pokdarwis)

Kintamani.

“Itu belum dimanfaatkan
secara optimal. Rencana-
nya pemanfaatkan secara
optimal baru bisa dilaku-
kan setelah terbentuknya
Pokdarwis. Merekalah yang
selanjutnya memanfaatkan

Bangunan tzn?ebu

t mu-

lanya merupakan tempat

is@ra_l;xa‘i ‘atau _cii,}genal de-

pilﬂ:-dinas bangunanini
direnovasi hingga pada ta-
hun 2017 befubah menjadi
TIC. Namun demikian, se-

~ jak tahun 2017 hingga kini

bdnmpemahdjanggarkan

. biaya pemeliharaan rutin
‘bangunan itu. Sedangkan

disinggung lamanya ope-
rasional TIC dibandingkan
dengan masa renovasi,
ngan alasan hal tersebut

“Mudah-mudahan tahun
ini Pokdarwis Kintamani
bisa terbentl-lk Nam

dengan kebijakan " ucap-
nya. Namun Kepala Dinas

i Pu-lwisata dan Budaya

Edisi  : Kamis

Lc, mel 1019
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MANGUPURA, TR!BIJN
BALI - Proyek pembangun-
an Gedung Olahraga (GOR)
di kelurahan Sading, Mengwi
hingga target deadline No-
vember 2018 belum juga tun-
tas hingga Mei 2019, Kini pe-
ngerjaannya bakal dilanjut-
kan dengan tahap finishing
dengan anggaran tambahan

. Rp 2 8 miliar.

Dari pantauan Tribun Bali

di lapangan, GOR Sading su-
dah berdiri. Namun beberapa
tembok hanya sebagjan yang
dipasangi batu paras pu-
tih. Pada bagiar’ lantai juga
‘masih kotor dan basement
masih ditutup dengan pintu
yang berbahan seng. Pada
lobi depan dua pilar masih
kelihatan beton, dan tangga
juga belum bersih.

Kepala Bidang, Tata Ru-

royek GOR
‘Sadmg Tak Tuntas

IPQPR Kembali Anggafkan Rp 2,8 Miliar untuk Fm|sh|rig

ang Dlnas PUPR K;}mpatm
Badung, Larasati Adnyana,
tak menampik hal tersebut.
Pihaknya mengaku pada
pembangunan sebelumnya
hanya dilakukan pemba-
ngunan GOR yang terdiri dari
basement dan lantai satu.
“Rencananya tahun ini akan
dilanjutkan,” ujarnyanya

* BERSAMBUNG © HAL7

e e i
o T e ———

Sabtu (4/5).

‘Menurutnya, tahun'ini akan kembali
dgsgurkan untuk pembangunan ter-
sebut. Sehingga secepatnya bisa dipakai
warga setempat. Lanjutan Pembangun-
an Gor Sading kata dia sudah dalam
tahap tender pada L Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten
Badung, * secepatnya bisa dise-
lesaikan,” tambahnya,

Dalam LPSE Badung, tender deﬂgan
naman Belanja Modal Gedung dan Ba-

ngmn?aigadaanBangénan%dmg

Tempai Olah Raga - Lanjutan Pemba-

GO Sading itu digelontorkan
nﬂal. gu Rp 2.831.383.634, dengan
Nilai Hasil Perkiraan Sementara (HPS)
Rp 2.636.941.578.

“Nanti ini rencananya untuk perbaik-
an yang belum selesai, seperti pember-
sihan tembok, lantai dan sebagainya.
Selain itu finishing dan penataan hala-

- man di sekitar GOR,"

“Sebelumnya Kepala muas Pekexjaan
_ Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ba-
dung, IB Surya Suamba membenarkan

adanya pembangunan GOR tersebut.
Pihaknya mengatakan Dinas PUPR yang
merupakan leading sector proyek bah-
kan telah memasang tender untuk pem-
bangunan GOR itu mulai dari Selasa 3
Mei 2018.

Pembangunan Gor ini merupakan
usulan dari masyarakat setempat. Pa-
salnya Desa Sading sampai sekarang
belum memiliki tempat olahraga yang
representatif. “ Sehingga kami lakukan
pembangunan GOR dengan nilai kon-
trak Rp 7,8 miliar,” paparnya. (gus)
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tang  Dinsos

Berdampak ke Pasien

Hapya'Dapat Pelayanan Jika Kondisi Darurat

Tun

AMLAFPURA, TRIBUN BALI
- Dinas Sosial (Dinsos) Kara-
ngasem belum bisa mencair-
kan dana bantuan sosial tak
terencana. Thwal ini mem-
buat operasional di Rumah
Sakil Umum Daerah (RSUD)
Karangasem terhambat.

Direktur RSUD Kara-
ngasem, Wayan Suardana
menjelaskan, utang Dinsos
mencapai Rp 677.890.906.
Rinciannya tahun 2017 se-
banyak Rp 107.694.733.
tahun 2018 sebesar Rp
501.492.740. Sedangkan ta-
hun 2019 sampai Februari
Rp 68.703.495.

Piutang ini muncul se-
belum Karangasem dinya-
takan UHC (Universal He-
alth Coverage). Kondisi ini
mengakibatkan operasional
RSUD terhambat. Dampak-
nya juga ke pasien, teruta-
ma yang biaya pengobatan
belum dibayar Dinsos.

"Pasi¢en yang biaya peng-
obatannya belum dibayar
Dinsos otomatis masuk
utang di aplikasi. Kalau
pasien mau berobat harus
buka billing sistem, caranya
dengan membayar utang.
Tapi kalau pasien darurat
tetap dilayani,” ungkap Su-
ardana di ruang kerjanya,
Kamis (9/5).

Pejabat asal Klungkung
ini berharap, Dinas Sosial
segera membayar utangnya
ke RSUD Karangasem se-
hingga operasional bisa ber-
jalan lancar, Billing pasien
juga bisa terbuka serta bisa

(Badan Pemeriksa Keuang-
an)," ujar Suardana.
"Pasien yang pembayar-

{
annya ditanggung Dinsos

Karangasem mencapai ra-

tusan orang. Masalah ini |
sudah kami koordinasikan |

dengan Dinsos. Katanya
masih dalam proses penca-
iran," kata dia.

Sebelumnya. Kepala Din-
sos Karangasem, Ni Ketut
Puspakumari tak menam-
pik adanya tunggakan di
RSUD Karangasem. Ini
karena bantuan sosial tak
terencana belum cair lan-
taran belum ada disposisi
bupati.

Pencairannya membu-
tuhkan waktu lama. Pro-
sedur awal yakni pemohon
ajukan proposal ke bupati.
Lalu usulan itu diteruskan
ke Dinsos Karangasem un-
tuk diverifikasi: Jika yang
bersangkutan benar tidak
mampu, maka Dinses akan
membuat telaah.

Hasil verifikasi dan te-
laah diserahkan ke bupati
melewati sekda dan asis-
ten. Jika sudah disetujui,
bantuan sosial tak terenca-
na bisa dicairkan."Dana ini
diberi ke pemohon. Setelah
itu pemohon yang mem-
bayarkan ke RSUD," je]ds
Puspkumari.

"Sekarang masih menung-
gu disposisi bupati. Kalau
sudah ada disposisi baru
bisa dicairkan. Setiap pemo-
hon nominalnya beda-beda
tergantung tagihan dari

terlayani kembali. "Masalah RSUD Karangasem," sam-
ini sudah dilaporkan ke BPK  bung Puspakumari. (ful)

gak Rp 677 Juta ke RSUD Sejak Tahun 2017 |
‘Operasional dan Pengadaan

Obat Jadi Terkendala

SELAIN dana bantuan sosial
1ak terencana, dana siap pakai
untuk biaya pengobatan para
pengungsi Gunung Agung di
RSUD Karangasem juga belum
cair. Tunggakan terhitung sejak
akhir 2017 hingga awal 2018.
Padahal dari RSUD Karanga-
sem telah ajukan klaim ke Ba-
dan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB).

Dirut RSUD Karangasem,
| Wayan Suardana menjelas-
kan, klaim dana siap pakai
mencapai Rp 1.423.148.600

untuk dua tahun 2017 dan
20418, Namun Suardana ti-
dak mengetahui apa penye-
bab dana tersebut belum cair.
"Kami sudah mengajukan ke
BNPB, kata dia.

Belum cairnya dana sia-
pa pakai ini juga berpengaruh
ke operasionl RSUD Karanga-
sem. Selain itu pengadaan
obat juga jadi terhambat. Ma-
salah ini juga sudah dikoordi-
nasikan dengan instansi ter-
kail agar proses pencairan
dipercepat. (ful)
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Proyek RestArea ./
~ di Selabih Mangkrah

® Menanti Turunnya Rp 30ﬂ Juta untuk Bangun Toilet

'TA.BANM. TRIBUN BALI
- Pembangunan rest area
atau tempat istirahat di
‘areal Perbatasan Tabanan-
dembraim, Desa Selabih,
Kecamatan Selemadeg Ba-
rat, hingga saat ini belum
jelas. Proyek yang sudah
digarap sejak oktober ta-

‘hun 2018 ini belum juga -
~ difungsikan.

Pihak desa menyebutkan
hingga saat ini proyek ter-
sebul masih kekurangan
sejumlah fasilitas. Satu di
antaranya toilet. Pantauan
Tribun Bali, kawasan rest
area ini tampak sepi. Pro-
'yek yang dibangun dengan
anggaran Rp 800 juta lebih
ini hingga kini belum jelas
peruntukannya.

" “Rest area masih belum

lengkap fasmtasnya Toi-

yang
tersebut belum dioperasikan.
Kata dia. sesuai gambar

di awal kawasan tersebut

juga akan dilengkapi de-
ngan beberapa fasilitas
lainnya selain toﬂet seper-
ti ada bangunan pos tem-
pat berjualan, gazebo dan

taman.“Namun anggaran
yang kemarin itu (Rp 800

Juta) hanya sebatas untuk
di bawah itu untuk tem-
bok. Tahun ini rencananya
akan diberian anggaran
Rp 300 juta untuk pem-
bangunan toilet, kemudi-

TRIBUN BALI/MADE PRASETYA ARYAWAN

MANGKRAK Kondisi proyek rest di areal Perbatasan Tabanan-
Jembrana, Desa Selabih, Kecamatan Selemadeg Barat, Sabtu (4/5).

in 2020 mend tang

an dalam; hnl ini Dinas PU
untuk kelanjutannya, |
| “Saya juga belum tahu

ini, yang jelas setelah ada

toilet akan dlkonaultasikan

lfmnas PUPR apakah
 bisa dimanfaatkan oleh

kami di desa atau menung-
gu hibah ¢

tandasnya.

Kepala Bidang Bangunan
Gedung. Dinas Pekerjaan
Umum, Penata Ruang dan

Penataan Kawasa pemu-

kimap (PUPRPKP) Tabanan,

_.5-_.'-', s bl!hmh bm mbu

g capan rencana gh-
it wsasan tersebut mulai ber-

"dirt, Kemuor mdg asi ba-

Kami mas h.elum tahu,” t

Kadek Faridatini "'"_gr_tca

~ bun BJIL d]hubungi’?h&ei

(i

ngunan seperti tempat ber-
jualan atau warung sudah
dikerjakan. Hanya saja,
tapal batas Kabupaten Ta-
banan belum dilakukan
perbaikan.

~ “Yang dﬁterjakan di sana

an) adalah servis
pel hataq. ‘dan membuat
gerbang masuk menuju ka-
wasan peristirahatan atau
rest area. Yang jelas menata
kawasan perbatasan,” ujar

Kadek Faridatini Suweca

beberapa waktu lalu. (mpa)

= 'H i i) L I
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Kolam lkan

Di beberapa titik tampak
berlubang. Bahkan ketika
hujan, lubangnya dipenuhi

~dengan air sehingga menye-

rupai Kolam.

Namun tahun ini jalan
yang menghubungkan Desa
Perean, Kecamatan Baturi-
ti dengan Desa Tua, di
camatan Marga itu, belum
mendapatkan perbaikan.
Rencananya pemerintah
akan menguruk lubang ter-
sebut dengan batu kapur.
“Ba cara kolam be jalan ne"
ujar seorang pengendal
yang melintas, Senin usf

PKP}'Ihbamn. IWayan Pa:—
tana menyatakan, kerusakan
jalan di Banjar Bunyuh ter-
sebut belum masuk dalam
daftar perbaikan tahun 2019.

“Untuk sementara jalan
berlubang tersebut akan di
urug dengan limestone (batu

belum mendapat perbaikan
tahun ini,” ujar Partana.

la berharap, dengan di
uruk batu kapur untuk se-
mentara bisa mengurangi ke-
rusakan yang ada karena ja-
lan berlubang sampia bnan-
ti mendapatkan anggaran
untuk perbaikan. Pihaknya
akan berusaha memasukan
dalam perbaikan di anggaran
perubahan.

Apalagi anggaran dari
Bantuan Keuangan Khusus
(BKK) Badung sampai kini
belum masuk. Ia katakan
nantinya dari
sebut, jalur yang E;um ter:
sentuh perbaikan termasuk
di Bunyuh bisa mendapat-
kan perbaikan. “Kami akan
upayakan dianggaran per-

~ ubahan apalagi dana dari
BKK Badung belum masuk,”

ni mancapai 37 kilometer.
Selanjutnya, terdapat di Se-
lemadeg Barat 23 kilometer,

‘Penebel 18 kilometer, Kediri

15 kilometer, Pupuan 12 ki-
lometer, Marga 10 kilometer,
Tabanan 5 kilometer, Keram-
bitan 5 kilometer, Selemadeg
5 kilometer, dan Baturiti se-
panjang 3 kilometer.

Selain kondisi rusak be-
rat.ja]andt'lhbananmamk
dalam kategori baik 76 per-
sen, sedang 1.5 persen dan

-ringan 5,81 persen. Untuk

perbaikan tahun 2019, Pem:
kab Tabanan mengusulkan
senilai Rp 151 mi-

anggaran
liar dengan target perbaikan

* jalan sepanjang 74 kilometer.
kapur). Karena jalur tersebut

Rincian sumber anggaran
yang diusulkan berasal dari
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pusat sebesar Rp 23 Miliar
untuk perbaikan jalan se-
panjang 13 kilometer, dari
Bantuan Keuangan Khusus
(BKK) Provinsi Rp 85 Miliar
dengan perbaikan jalan 44
kilometer lebih, BKK Ba-
dung Rp 38 miliar diguna-
kan perbaikan jalan sepan-
jang 16 kilometer dan dari
APBD Tabanan diusulkan
Rp 3,9 miliar untuk per-
baikan pengamanan badan
jalan seluruhnya.

.+ "Dengan anggaran terse-

but, kami target akan laku-
kan perbaikan sepanjang 74
kilometer dengan catatan
usulan tersebut terpenuhi %

“ujamya. (mpa)

ge_(gm \4 we&t 1019
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‘Dinas PU Paparkan 2 Kendala
# Penyebab Mandeknya Realisasi Proyék di Ban II

mmqm. TRIBUN ml tid?lsmemﬂﬂskm. keterlam-

pu «'mn'.lc'- pcrsoa]an K _.
banjlrmi'erap melanda 'a ing

gga lOJuni “Tentunya trotoar maupun peningka

libur panjang, proses an falan di Sulahan, kalau
-giatar pengaruh. sudah selesai proses revisi
Salah satunya pada pro- ‘akan langsung diajukan ke
ses tender, jika seharusnya ULP,” jelasnya. (mer)

|
|
Edisi Selagsa 28 Mel 09
|
Hal 4 | S ' A |
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Anggaran Tianyar -
Barat Berkurang
Rp 700 Juta

® DPMD: Pengurangan Menyesuai-

kan dengan Indikator
_AMLAPURA, TRIBUN su’;jﬁﬁé’.i‘?n“ﬁa’?ﬁ%? )

BALI - Anggaran Aloka- .

si Dana Desa (ADD) 2019
dari pemerintah untuk be-
berapa desa di Karangasem
dikurangi hingga ratusan
juta rupiah. Satu di antara-
nya di Desa Tianfar Barat,
Kecamatan Kubu, Kabupa-
ten Karangasem.
.~ Perbekel Tianyar Barat,
Argung Pasrisak Juliawan,
© me u untuk Desa Tia-
ayar Barat dikurangi sebe-
~ sar 700 juta. Awalnya ADD
Rp 2.3 milliar, sekarang
hanya mendapat Rp 1.6
: Apa penyebabnya?
Ia belum memastikan deta-
ilnya. i

kata APJ sapaan Agung
- Pasrisak.

Akibat pengurangan
ADD, beberapa kegiatan
pembangunan yang ditar-
get tahun 2019 diundur
untuk sementara. Terma-
suk pembangunan Dewi
Danu, pengerjaan jalan di
pantai, dan jalan di Desa
Tianyar Barat. Rencana-
nya pada tahun 2020 akan
kembali dianggarkan.

Kabid Pemerintahan
Desa, Dinas Pemberdaya-
an Masyarakat dan Desa
(DPMD) Karangasem, Gede
Kaneka Setiawan mengaku,
desa di Karangasem yang
dikurangi anggaran ADD

sekitar 12 desa. Sisanya
dinaikkan hingga ratuaan
juta.

Perhitungannya meliputi
luas wilayah, jumlah pen-
duduk, serta jumlah pen-
duduk miskin. Pengurang-
an langsung oleh peme-
rintah pusat. *Persentase
pengurangan ADD kecil,”
aku Gede Kaneka.

- “Setiap tahun berubah-
ubah kompoalsinya Desa

Pengurangannya
. Cukup besar.
Seharusnya

ADD ditambah,

bQ(an dikurangi

i
Perbekel Tianyar Barat

i

ini naik, desa lainnya di-
kurangi. Semua tak tetap.
Bisa jadi desa yang seka-
rang dikurangi, tahun de-
pan dinaikkan lagi. Tesga.n
perhitungan pemerin-

tz;t‘lt:‘g pusat dan indikator,”
‘ungkap Kaneka.

Pihaknya mengaku pe-

ngurangan anggaran ADD
telah disosialisasikan ke

‘masing-masing desa. “Ma-

salah anggaran ADD sudah
disosialisasikan ke perbe-
kel di akhir tahun 2018,

‘dan awal 2019. Ini kebijak-

an dari pemermtah puasnt u
'mbuhnya (ful) -
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BALI- Warga masih menge-
luhkan kondisi penerangan ja-
lan di Jalan Bypass Ida Bagus
Mantra wilayah Klotok menuju
Desa Tojan, Klungkung: Mes-
kipun sudah ada beberapa
lampu penerangan jalan di
ruas jalan tersebut, namun
beberapa di antaranya rusak.

“Di lokasi ini memang ada
jalan ini ramai dilintasi warga
saat malam hari,” ujar warga
semnpat.Pumwnya,mmagu

m—

bag tindakan kriminal. Dulu
ada warga mengaku jadi kor-
ban begal di ruas jalan ini dan

sempat viral di medsos,” ung-
kapnya. ?
Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Klungkung, I Nyo-

keuangan.

Anggarannya bisa dengan

APBD Kabupaten Klungkung,

vamsl Bali atau pusat. Ter-

gantung status jalannya,” ung-
kap Sucitra.

Menurut Sucitra, usulan .
peluang dari desa terkait LPJ di Klung-

dianggarkan Rp 150 juta, Ke-
camatan Banjar Rp
175 juta, Dawan
Rp 175 juta dan tan
Nusa Penida sebesar|Rp 450
juta. (mit) -
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